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Nama : Santospriadi 
NPM. : 0706172733 
Judul : Pengaruh kebijakan pemerintah daerah di bidang transportasi terhadap 

kualitas pelayanan angkutan umum (studi kasus di Kota Cirebon dan 

KotaTegai) 

Penelitiao ini bertujuan untuk IllOI!ielaakan faktor-fuktor kebijakan pemda di 
bidang transpoi:lasi yang berpengaruh tetbadap lrualitas pelayanan Angkutan 
umum. Pendebllm penelitian yang digunakan adalab meklde studi kasus pada 2 
kola yaitu Kota Cirebon dan Tega! dengan melakukan wawancara dan kuisioner. 
Analisa da1a diolah dengan statistik dibanlu komputer program SPSS vem 15.0. 
Untak meneM•keo fuktor.fuktnr kebijaken dan kualitas pelayanan angkulan 
umwn digunaken peodapat paker dan abli yaitu aoggota DPRD dan Dioas 
perlrubungan dikota studi. Untak analisa pengm:ub variabel kebijakan transportasi 
tetbadap vari&bel knalitas pelayanan angkutao um!liD. Memde yang diganakan 
adalah tekeik analisa statistik non p8IIIlllOirlk korelasi Spearman. 

B<mlasorken basil penelitiao diperoleh fak:tnr-fuktor kebijakan di bidang 
traosportasi di kota Cireboo dan Tegaladalah nilai kepedu!ian, sikep, keadilan dan 
kepentingan umlllll, sedangken fak:tnr-fak:tnr knalitas pelayanan angkotao umum 
adalah berwujud, keandal•n, kemspoosifim, jamirum, dan empati. Diperoleb basil 
pula babwa kebijakan traosportasi secara umum cukop berpengaruh · tetbadap 
kualitas pe1ayanan angkutao umum di kedua kota tersebut. Untak memperbaiki 
kakerangan dan 1celemalwt dati segi kebijakan diperluken peratuian daerah yang 
kbusus mengatur tentaog stBndar knalitas pelayanan yang barus diberiken oleh 
pemerintah, ataupun pibak swasta. 

Kala - kala konci : Kebijabn., Pelayanan, Pnblik, T11111>p0rtasi , Anglwlan 
• Umwn 
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Name : Santospriadi 
NPM. : 0706172733 

ABSTRACT 

Title : The Effect of District Government Policy at Department of 
Transportation Toward Service Quality of Public Transportation 
(Case Study at District of Cirebon and Tegal) 

This study purpose to explain 1he factors of local government policies at 
department of trdi!Sportation which have effects on service qoality of public 
ttansportatioD.. The research nrethod which used is a case study in 2 cities bo1h 
Cirebon and Tegal by doing interviews and qut'S1ionairs. Data analysis was 
processed by stlltistic and using computer progmm of SPSS version 15.0. This 
study used 1hc opinions of experts such as DPRD members and department nf 
ttansportation at district wbm: study have been done to detamine 1hc ~ 
policies and publkl lra!lsp.>rtation qwdity. Analysis of effi:cts betwllen 
Ut!nsportation policy variables and service quality of public ttansportation 
variables. This study used non pru:amelric stlltistical analysis techniques by 
Spearman conelatiOD.. 

Based on study result fuand that policy factoJS at department of ttansportation in 
district of Cirebon and Tega! were 1hc values of awareness, attitudes, jnatice and 
public intt:=t, wbile 1hc :tiu:tors of service quality of public ttansportation were 
tangible, reliability, n:sponsive, assurance, and empatby. Study result also found 
that in gcnecal ttansportation policy was enough effect for service quality of 
public ttansportation 1hc quality of public tmnsport bolh nf cities. It was suggested 
to imrrove 1hc deficiency and weakness in policy terms was required district rules 
which managing a special regulation on standard service quality wbleb should be 
given by government or private instiluton. 

Keywords: Policy, Service, Public, Transportation, Public Transportion 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 LATARBELAKANGMASALAB 

Sejak diberlokukan penerapan Undang-undang No 22 Tahun 1999 

tentang Pemerinfllhan Daerah, kemudian dil'evisi dengan Undang-undang 

No. 32 tahw 2004 dan terakbir diubah denj:an UU. No 12 Tahw2008, telah 

te!jadi pergeseran model pemerinlahan daerah dari yang semula menganut 

model efisien.si struktmal. ke arab model dernolmisi. Penerapan model 

<lemOkrasi mengandung srti bohwa peoyelenggaraan dl:senlraHsasi dan 

otonomi daerah menuntut ndanya pan;..ipasi dan kemaudirian ma.syarakal 
daerah (lokal), berlWtan dengan penyelenggaraan pomerinfllhan dan 

pembangunm alas prakersa sendiri yang berdampak pada peningkatan 

kesejab!enum liiiiSy8lllkat1• Dengan demikian dl:senlraHsasi sebenamya 

menjelmakan otonomi masyaralait setempal uniUk memecahken berbagai 

masalah dan pemberian layarum pahllk berlrualitas yang bersifat lokelitas 

demi kesqjahteraan lllO.S)Illl'8ko yang bersangkutan melalui berbagai 

kebijalam daerah, 

Koodisi di alas, teo11mya jvga barus dilalmkao pada kebijalam 

transportasi tmJtamB. kaitannya <Iangan kualims pelayarum jasa transportasi 

yang diterima oleh publlk di daerah delam penggwaan angku1an umum. 

Trausportasi, kesebatan, pendidikan merupakan kebutuban dasar yang barus 

diberikan pemerintah kepada lllO.S)Illl'8ko dan merupakan salah satu elemen 

penting dari SUlllll deerah perlrotaan. Fasilitas transpertasi memiliki potensi 

uniUk mengendelikan arab dan besamya perl<embangan kola baik dalam 

seldor perekonondan maupun sek1or lainnya, dimana kemajuan suatu kota 

dapat diok:ur dari seberapa janh perl<embangan dan kem!1iuan kehijakan 

transportasi yang ede di kola tersebut 

Penempan kehijalam melalui berbagai Peratumn Daerah {Perda} di 

bidang transpertasi selama inl telah menimbulkan masalah pada berbagai 

1 Hoesein "Kebijalum Otononi daerah .. seminar Otda Pemda Cirebon ,2003, 

l 
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pelayanan di sekror anglrutan publik. Terrlapat tumpang tindih wewenang 

antara, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, membuat pelayanan jasa 

transportasi kbususnya pada penggunaan anglrutan umwn menjadi tidak 

efektit; efisien dan ek.onomis. Ba!tkan lebih dari ita, pelayanan cenderung 

tidak memiliki responsibi/itas. res[XJnsivitas, dan lldak representalif sesuai 

dengan tnntulan ll1liS)'III'Ika yang pada akbimya banyak dari kebijak.an 

tersebut ditolak a!aU dibatdkan oleh pemerintah pusat. Sejak 2001 hingga 

Mei 2008, Menteri Keuangan telah meminta Departemen Dalam Neged 

llll:ll1baml.k: 1.651 Pemturan Daorah soal pajak dan n:trlbusi d8ezab. Dari 

jumlab ltu, sebanyak 968 pemturan daen!h Ielah cUbatafkan Peratunm 

Daerah yang paling banyak dibatalkaa adalab petatll!an soal pajok, retribusl, 

dan pungutan lain di bidang transportasi. Hal yang menyebahkan dalam 

nMsi Ulldang-uudang temang. pendapatan daomh dan re"aibusi daerab, 

rettibusi hanya dibalasi pada yang dimanabi<Jm dalam Ulldang-undang (open 

list ie closed list). Perd&-perrla tersebut dibahdkan, kBreDa bertentangan 

<Iangan pelayanan , kepentingan umum dan Pancasila serta UUD 1945, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang Pemerilltahan Daerah pasal 

136 teiah disebutkan Perda dilarang kBreDa menyebahkan ~ 

ketulrunan 8lltar warga. pelayanan publilc, dan ketemmman ~. 

Dilaln sisi dari segi pelayanan transportasi, banyak oontob yang dapat 

diidentifikasi; pelayanan bidang pendidikan. kesebatan, transportasi, fusilitas 

SQSial, dan beri>agai pelayanan di bidangjasa yang dikelola pemerintah tidak 

memuaskan kebutuhan masyarakal, bahkan kalah betsaing dengan 

pelayanan yang dikeloia oleh pihak swasta3
• pelayanan publik yang dikelola 

pemeriotah secw:a birsrlds cenderung bereirikan birck:msi yang berlebihan, 

meogambang, boros, dan tidak berlrualitas' 

Kebijak.an transportasi untuk pe(ayanan anglrutan umum dapat 

diterapk.an pada 3 hal yaltu : Kualitas, Jumlab, Biaya atau ongkos. Se<lata, 

tenninologi. kebijak.an barns dapat men>berlk.an perlindungan dan manfaat 

bagi publik sebanyak-banyaknya Peratumn barus meogedepankan 

2 I...aporan Depdagri .. Perda yangdibatnlkan" www.depdagri.com !9 mei 2008 
' Bums. Hambletoo, dan llogget "Poblik &rvice"lmau Press.2004, hal • 61 
4 Norman Flyn" Problem public Service& Goverment .. Jumal TnmpM:Polic)' VoiJV Thn.2000 
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penyedian pelayanan yang berkualitas, Conloh dibeberapa peraturan di 

sekt<>r t:ransportasi adalah lisensi pelayanan jalan, pengontrolan emisi 

keodaraan, batasan ke<epatan, pengendalian tarif, prosedur pemeriksaan 

kendaraan dan pemeliharaan, dan mengontrnl jalan tol . SP.Inestinya 

intervensi pemerintah terbadap kebijakan tranportasi dapat mendorong ke 

arab pelayanan yanglebih bail<. yang hasilnya akan memberikan keunrungan 

yang adil bagi pemilik anglrutan umum (operaJor) dan pengguna (user), 

kan:oa adanya standarisasi, dan lerbukanya akses bagi seluruh masyamkat 

untuk menggunakaan anglrutan liDl11lll dan dampak: ekstemallainnya. Tetapi 

temya1a kinetja pelayanan anglrutan umum oleb pemerintah daerah selama 

era otonomi daerah masih banyak yang belum mangalami pernbahan 

berarti. Pads penelitian di 9 (sembilan) kola di Indonesia, - beberapa 

sektoT layanan publ.ik yang bem .... lah memrrut warg& diantsranya, adalah 

anglrutan kola yang Udall. layak dan larifnya yang tidak pesti, dan pedagang 

kaJd lima yang meqjamur djmana.mana di sepaqjang jalan dan dl atas 

trotoar'. 
K<mdisi RO<bhnya kinetja pelayanan anglrutan umum !eisebut tentu 

soUa disebabkan kan:na bed>agai filkmr, dianrmauya kan:na caknpen wilayah 

pelayanan yang sangat luas, banyaknya jenis pelayanan yang IIams 

disediaknn, terbalasnya dana bagi penyediaan pelayanan publik, kmangnya 

supeTYiJii IIIIIUp1lll ketiadaan pedoman dari peme:rintah, serta beragamnya 

lroadisi sosial ekonomi. bud& --'"'"·- dan _.__,_ dari • ya, ,.........._ ........,.....yo para 

pengguna anglrutan umum sendiri. Kllndisi demilian kemudim 

menyebabk:an munculnyn petl!CpSi yang beTbeda dari pengguna layaoan 

terbadap pelayaoan yang dlterimanya. 

Disamping itu besamyn prosentllsi Retribusi LLAJ terbadap PAD tidal!. 

menjadi jaminan bagi tersedianya pelayanan t:ransportasi yang balk, Tidal!. 

seimbangnya perlambaban jaringan jalan serta fasilitus lalu lintus dan 

anglm!sn hila dibaadingkan dangan pertumbuhan jumlah kendaraan. Rata­

rata jaringan jalan kola-kola di Indonesia, kurang dari 4% dari total luas 

wilayah kolll. PeT!ambaban jnmiah kendaraan berldsar an!ara 8 - 12 % per-

s Amiruddirt .. KJnerja Pelayanan Puhlik Oleh 8irokran...,. Laporan Penelitian.UHAMKA 
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tahUIL sedangkan pertambahan panjang jalan bericisar anwa 2 - S % per­

tahUIL 6 Begitupun dengan kualitas dan jumlah kendnrnan anglrutan wnum 

yang belwn memadal. Sarana, prasarana, jarlngan. ter.ninal dan sistem 

pengendalian pelayanan anglrutan umum belum bedtasil ditata """""' 

konsepsional pelayanan (lebih dari SO"Ao petjalanan masyarakat, belpindah 

moda lebih dari satu kali). ~;stem pelayanan anglrutan umum yang ada 

belum mampu menarik minat pemakai kendnrnan pribadi untuk bemlih 

keanglrutan umum7 

Persepsi masyarakat lerhadap kualitas pelayanan anglrutan umum 

selalu ditiojau dari di aspek keandalau, ketersediaan anglrutan umum, 

kecepatan, kesmanao, ongk:os yang mmah, dan kenyamanan P~ 

kebijakan yang tepat dan efeklif dalam mekanisme penyelengganaan system 

1rlillSpOrtaSi perkotaan ekan S!'llglll belpengaruh bagi terpenubinya l::ualita3 

pe1ayanan anglm!Jin mnum yang dihmaplam maayamkat. 

Knta Cirebon dan T•.gal adalah daenih yang memiliki betbagai 

kebijakan di bidang ttansportasi, bagaimana dampek kebijekan 1ersebut 

lelbadap kualitas pelayanan anglruiBn umum, pada daerah-dnerah tersebut 

menjadi masalab yang akan dikaji pada penelitian ini 

Di saraping seeara teknis juga beJum banyak pakat yang seeara kbWIUS 

menyoroti fenomena ini dalam lelaah kritis tentang otonomi daetah. Banyak 

pene1ltian yang Ielah dilakukan untuk meoghubangkan nntara kebijekan 

dengan l::ualita3 pelayanan yang diterima publilc, terutama kaitannyn dengan 

kebu1uhan dasar seperti di bidang pendidikan kesehatan, air, linglrungan, dan 

keamanao, namun banya sedikJt yang tetbit dengan bidang transportasi atau 

perhubangan. 

Penelitian ini menjadi penting karena pelaynnan pablik yang 

berlrualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan berubabnya 

penyelengganaan pemerintahan yang berpihak pada peningbtan 

kesejahternan masyarnkatnya. 

6 Jachrizal Sumabrata"'Kebijakan transportasi perkotzlan"baban lruliah Transportasi UJ 
7 Ibid 

Unlvaroltaslndooesla 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

1.2.1. Deskripsi Masalab 

5 

Otonomi daerah mengbaruskan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pelayanan yang diberlkan kepada masyamkat 

Bebempa pelayanan yang semestinya menjadi tanggung jawab 

pemcrintah Daerah seperti anglrutan umum temyata lebib banyak 

dikelolah pibak swasta sebingga pelayanan yang diterima m.asyarakat 

sangat lerganlwlg dari kemampoan dan kemauaD. operator anglrutan 

umwn. Hal iDi kenradian menimbulkan berbagai m,..lab pada 

pelayanan angkutan umum yang diterima m.asyarakat sebagai 

pengguna, seperti mr.salah kenyamanan, keeepelan. Iremudahan, dan 

laitt-lain 

Oleh lamma itu pemerintah daerah !lleDI!"lumbn berbagal 

kehijakim dalmn beotuk Peralunm daerah (Penla) untnk meogatssi 

hal tersebut dia!as, salllh satunya adalah kebijakan di bidang 

tnmsportasi kbususnya tJ:ansportasi dmat denpn tujuan agat 

m.asyarakat meudapot!a.n pelayanan angkutan umwn yang 

bed<ua1itas dan untuk meningkatklm pelayanan pemeri1llah kepada 

rakyataya. Namun jika tidal< diketl!hui bagamwm pengaruh 

kebijakim teisebut teraebut bagi pelayanan l!llgln!lan umum 

meogakibadam tujuan yang dieapai dari di~ kehijakim teisebut 

tnelliadibo pemerintah tidak dapat mengevaluasi sotiap kehijakan 

transportasi yang Ielah dibuat 

Akibat dari berbagai masalah yang timbui tmehut, pemerintab 

mengajubo perubahan terbadap UU Perkeretanpiim No. 13 Tahun 

1992, UU Lalu Limas dan Anglrutan Jalan (LLAJ) No. 14 Tahun 

1992, UU Peoerbanpn No. 15 Tahun 1992, dan UU Pelayaran No. 

21 Tahun 1992 yang terangkum dalam perubahun paket UU teotang 

uonsportasi. 

Beberapa masalah kebijakan ttanportasi di K<>la Tegal dan 

Cirebon sama seperti kolll-kota lain di Indonesia antara lain yaitu : 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009
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I. Te!jadinya tumpang tindih antar berbagai kebijakan baik 

mengenai retribusi maupun kepentingan antar wilayah 

karena pe!bedaan wewenang, dalam hal kebijakan 

tnwsportasi 

2. Keterbatasan jatingan jalan dan moda tmnsportssi, tidak 

adanya kebijakan pem: atasan terbadap keodarnan 

bermotor, kendaraao pribadi dan anglrutan umum yaog 

dianggap memberi konstribusi yang besar bagi jumlah 

retribusi LLAJ, dilain sisi masyarakat membutuhkan 

aksebilitas, efek!ivilas, efisiensi kenyamanao dan 

keseJarnatan pe!jalaoan. 

3. Moda tnwsportssi anglrutan umum di.lmasai oleb angkntan 

kola be!jenis mikrolet. kendaraao dengan beri<apesitas 

t<:rbatas, nam1111 j•1111laboya seolah tidak dibalasi. Sebab, 

pemerinlah doomh terus-menerus mengeluarlom izin tmyek 

1aDpa ada SUJVei yaog jelas. Moda tnwsportssi yang ideal 

adalah tnwsportssi bus besar, bukan jenis kendaraao keei.l 

seperti mikrolet. Namun, tidak semua pemerinlah doomh 

berani meoerllplam kebijakan itu. Masaialmya,. reaksi 

peoolakan dari masyosokal, seperti sopir mikrolet atau juru 

parkir, cukup besar. 

4. Kunmgnya Peoegalom bnlrum, dibnmalam lemallreya 

mekanisme keolrol akibal rendalmya ~ den lredisiplinlu! 

apamt den adenya tumpang tiodih kewenanangan """"" Dinas 

Pclflubuogan den .Kepolisian 

5. Kebijakan blla ruang yang tidak sejalan dengao kebijakan 

transportasi . DoWn bangunan den pedestrian, ruang letbuka 

hijau den ruang interaksi sosia! publil< yang tidak disesuaikan 

dengan n:ncana pembaogunanjalan, kaWIISIIIl peja!M kaki sering 

tetgusur un1Uk kebutub.an pembuogunanjalan 

6. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan 

angkutan umum yang tidak sebaading dengan keuntungao yang 

Untvensttaa lndonoala 
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diperoleh, sebingga hal ini menyd>ablom operator angkuton 

nmum su1it untruk menurunkan ongkos petialanan. 

7. Kw-angnya Partisipasi masyarakal.. Prof Anthony Chin dati 

National University of Singapore dalam makalabnya yang 

betjudu! • Land Use Planning and Transport lntegraJion: The 

Experience of Sirlgf1JKJIY'" (World Bank Urban Transport 

StraJegy Review, 2000) menyataka.n, kriteria yang harus dipenuhi 

dalam perumusan suatu kebijakan tnmsporhud petirotaan yang 

baik adalaJt efisien, efelrut; mudah dipallam~ besamya biaya 

penegakan atunm minim- adi~ dan biaya yang ditanggang 

pihak katiga minimum. 

- itu dati oisi polayanan omgku1an =- masalah yang 
sering dihadopl . ..-lain adl:lal: : 

I. Koudisi omgku1an umum yangjauh dari ._ amtm dan topat 

waklu, k.ueoa belum udanya sistim pelayanan minimal angkuton 

umum perkotaan 

2. T!dalc memadalnya jumlob dan koodisi omgku1an umum yang 

tersedia. 

3. Tldalc terintegnlsi dengan baik antar borbagsi moda aogkuton 

umum perkotaan 

4. Kapesitamya- yang dipaksal:an 

5. Tempat pemberheutiau bos yang 1idak memiliki infurmasi waklu 

dan perjalanon ongkuton umum 

6. ~ pelanggaron lalu-linllls dan tingginya tingkat 

la!celalcasn. 

7. Tldalc ad8JlYa kebijakan tarifyangmenyeimbongkan kepentingan 

peroililt - dangan pengguna.. Sehingga terkudong tarif 

yang osebal tidak seimbang dengan pelayanan angkuton umum 

yang diterima oleh pengguna.. 

Kebijakan sebagai siklus rormulasi. implementasi, dan evaluasi 

yang tidal< pemah be!jalan dengan bem!r pada akhimya akan 

menghambat pelayanan terbadap masyarakat, hal ini pun dapat 

leljadi pada kebijakan ttanportasi. Pelayanan angk:utan umum dengan 

yang imik bukan banya akan menguntungkan bagi pongguna (U$er) 

dan operator, tetapi juga bagi pemerintob 

Univeroitae lndoneela 
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1.2.2. RWIIasan Masalab 

Beroasarkan urnian di atas, maka dapat dirumuskon masalah 

dari penelitian ini adalah : 

I, Faktor-ll!ktor kebijakon publik apa soja yang terdapat dalam 

kebijakon tmnsportasi di daerah? 

2. Faldl».-ll!ktor apa soja yang di!l<'rlukan dari standar 

pelayanan publik untuk k:ualitas pelayanan anglrutan umum 

3. Bagaimana pengarab kebijakon Pemerintah daerah di 

bidaag tmnsportasi terbadap kualims pelayanan anglorum 

ummn? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 
"fllju8n dari peaelitian ini ada!eb 

i. Meoemukan fuklor-ll!ktor dari kebijakim pllblil yang terdapat clalanl 

Jrebijakon tnmsportasi di daerah 

2. Menentukan :lilktor-ll!ktor dari standar pelll}'8lld!l publik untuk kualims 

pelayanan angkulan U111um 

3. Moqetahui pengarab kebijakan pemerintah daerah di bidang 

transportBsi terbadap kualims pelayanan anglrutan ummn didaerah 

1.4 BATASAN MASALAB 

Penelitian dilalrukan dengan menganalisis pengarab kebijukan 

pemerintah danrah di bidang transportBsi terbadap kualims pelayanan 

angkWm wnum, dengan bebetapa betasan sebagai berikut : 

I. Penelitian yang dila1rukan berdasarkan kebijakan di bidang transportBsi 

yang teleb ditetapkan oleb pemerintah danrah dalam beatuk Penrturan 

Daerah (PERDA) 

2. Penelitian dilakekea di 2 ( dua) kola yaitu Kota Cirebon dan Tegal. 

3. Penentuan Responden adalah berasal dari pelaku peijahman : DPRD, 

instansi pemerintah (Dinas Perbubnngan), operator/ O!:ganda, dao 

masyarak.at umum. 

4. Fokus penelitian adalah pelayanan pada moda trnnsportasi darat dao 

jenis angkulan umwn perkotaan yang dilakekea dengan mobil 

penumpang umum (tipe angketao kota) dengan armada terbenyak 

Unlversh.ss lndoneela 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatkan sebagai 

berikut: 

I. Membe>ikan penjelasan tentang faktor-faktor kebijakan transportasi dan 

faktor-faktor dari standar pelayanan publik untuk kualitas pelayanan 

angkutan wnwn yang ada di Kola Cirebon dan Kola Tegal 

2. Penelitian ini dibarapkan bermanfaat bagi penyusunan kebijakan publik 

pemerintab daerab terutama di bidang transportasi dan hubnngannya 

dengan pelayanan publik khususnya pelayanan angkutan wnum, juga 

dapa1 di!l'm•kan sebagai hahan referensi, pemhanding dan dislrusi bagi 

~kasus pada kola lain yang serupa. 

Universitas Indonesia 
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2.1 PENDAHULUAN 

BABII 

STUDI PUSTAKA 

Bab ini akan memaparl<an kajian Uteratur yang berl<aiuw dengan 

la:bijakan pelayanan publik di em otonomi daemb, kebijalmn lranspo11asi, 

dan kebijali:an publik itu sendiri kaitannya dengan kebijakan ttansportasi, 

yang terdiri dari, definisi, proses pemmusan, mekanisme dan analisis. 

Sedangkan mengenai Penllui'an daerab yang meropalam bentuk kebijakan 
-

yang diteliti memapodom ~ kerlentuan ,pengertian , penllllUSIUl 

sampoi dengan J:l"'lges8han <bn perundangan. Padll bob ini juga dipaparbn 

mengenai Pelayanan PubUk dan Pelayanan angkutan umum, definisi dan 

batasonnya. dianwanya mengenai standar dan kuolitBs pelayanan publik 

teruiBma yangmeayaugblpelayanan angladan umum. 

SW4i P'_., ini diguDakan sebagai landasan betpikir dan menjadi 

jembatan penghubung antara dasar t.eorl dangnn ana!isa masalah yang akan 

dilaksana!am padll bab-bab selm1jutnya. 

2.2 KEBUAKAN PElAYANAN PlJIILIK Dl ERA OTONOMI 

Daerah 01ru>0m ada!ab kesatnan masyarakat bukum yang memponyai 

~ wiiayab yang berwenang mengatur dan mengurus urosan . 
pemerlntalum dan la:pentingan lllllS}'arakat setempat, menurut prakarna 

sendiri benlasarlam aspimsi lllll5}'arakat <lalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Salah satu dari tujuan diberlakukannya otonomi daerab 

menurut UU No. 12 Tahun 2008 tenteng Pemerlntahan Dsereb, adalab 

peningkatan knalitas pelayanan publik13
• 

Melalui peningladan pelayanan pub!ik dan pembeldayaan pemn sena 

masyarakat. daemb dibw:apkan mampu mengembangkan krealivitas, innvasi, 

dan komitmen yang pada saatnya diharapkan mampu mengembangkan 

,, Penjelasan Ketcntuan Umum UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daernh 

10 
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potensi unggulannya dan mendorong peningkatan daya salng daerah, serta 

meningkatkan perekonomian daemh14
• 

Pada dasamya kebutuhan masyamkat untuk mendapatkan pelayanan 

dapat dikelompokkan ke dalam dua hal; (a) Kebutuhan dasar (basic needs) 

seperti keaebatan, pendidikan, air, lingkungan, keamanen, sorana dan 

prasarana pethubWJgan dan sebagainya; dan (b) Kebutuhan pengembangan 

sektor WJggUlan (core competence) masyamkat seperti pertanian, 

perkebunan, per<lagangan, indUSiri, dan sebagainya, sesuai dengan potensi 

dan 1<ara1<rer daetabnya masing·masing". Kebutnban dasar (basic needs) 

adaleb bampir soma di se)uruh daemh otonom di Indonesia, !le<Jongkan 

kebutuhan pengembongan seklor WJggulan, sangat erat keitsnnya dengan 

potedSi, hlral.1er, !"'Ia I"""'"'Thalan dan mala peneebarilm penduduknya. 

i'erbedam jumlab, jeois urusen dan kewenangan anllmi daemh adolab 

urusen piliban yang betkaitan dangan kewenangan pengembangon sektor 

unggulan, Kewenangan dibutuhkan daerab untuk menjalankan IUUS8Dllya, 

guna memungkinlam daerab mampu menyediekan pelayauan pemenuban 

kebutuhan dasar16 dan pengembongan scktortmggulan. 

l>eDpn demikian, eseosi otonomi riil yang dibe:rikm kepoda daerab 

adaleb kemmangan untuk membe:rikm pelayanan yang riil dibutuhkan 

masyarnkal. Kala kunci oton<>mi daemh adalah adanya Kewenangan Daerab 

untok "melayani" masyarakatnya agar sejabtera. 

1.3 KEBIJAKAN TRANSPORTASI DARAT 

Di Iudonesia kebijakan ll'llllSportasi darat dilaksanakan oleb menteri 

yang membawahi Depactemen Pethubangan. 

Sampai saat ini, Pemtunut yang terkait daagan sistem ll'llllSportasi darat 

serta masolab lalulintas masih sangat lelbatas. Peraturen berupa Undang· 

14 Hoessein. Bhenyamin; Pergesertm Paradlgma Qr(m()IIJJ D(U!Ta}r DaJom Rangka RefQ1'111asi 
Adminislrasi Publik di lndonesUr, Makalab disajil:aJJ dalam Seminar ltefonnasi Hubungan 
l'usal·l>aerah M<mVu ln<looesia Boru : Bebetapa Mw- Kritis Unllll: l'<mbahasan RUU 
Otooomi l>aerah dau Proses T,.,.;si lmplementaslnya; ASPRODIA-lll, Jakarta; 1999. 

"PPNo.38 TentJangl'<mbagianW~Pemerinlah~Danllemeh 
16sums. Danny; Robin Hamb~ and Paul Haggett; The Politics cf Decemralization 

kvitala!ng l.oc4l Democracy; Londoo; MeMlHwt; 1994.Hol79 

Unlversttas Indonesia 
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undang sudah ada, nomun Pera!unm Pemerintah sebagai turunan dari 

undang-undang tcrsebut masih sedikit. Peta!Unln yang ada ternebut antara 

lain adalab: 

l. Undang-Undang no. 38 Tabun 2004 mengenai Jalan, merupakan 

pengganti dari UU no. 13 Tabun 1980 tentang Jalan dengan 

menyesuaikan pada perkembangan otonomi dserab, persoingan global 

dan peningkatan penm masyarakat dalam penyelenggaraan jalan 

2. Undang-Undang no. 14.Tabun 1992 mengenai Lalulinlas dan angkutan 

Jalan Rays. S8lll ini telab tnellgabtmi perubaban dan telab disyabkan 

oleh DPR m.,Yadi Undant!-undang No.22 Tabun 2009 

3. Pera!unm Pemerintah no. 15 Tabun 200S mengenai Jalan Tot - yang 

meropakan peratomn 1llllllk me!okaanakan Pesa1 43 sampai dengan Pasal 

53 dan Pesa1 S7 dari UU oo. 38 Tahun 2004 

4. Pera!unm Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tmtang Angkutan Jalan 

5. Pemtman Pemerintah No. 43 Tabun 1993 -,; Prasarana dan Lalo 

Limas Jalan 

6. Pera!unm Pemerintah No. 44 Tahun 1993 lelltang Kemlaman dan 

Pengemudi 

7. Pera!unm Pemerintah No. 25 Tahun 2000 -,; Keweaangan 

Pemerintah dan Keweaangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

8. Kepu!uaan Menteri Lingkungan Hidup No 35 Tabun 1993 tentang 

. Ambang Balas Emisi Kl:oderaan 

9. Keputusan Menteri Perhubunga.n No. KM 35 Tabun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Omng di Jalan dengan Kemlaman Umum 

10. Kepmen Perhubun8an No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas Di jalan 

ll.lleberapa Pemerintah Daerah dan Kolll Ielah m<:tniliki Peraturan Daerah 

mengenai Transportasi, Lalulintas dan Jalan Raya 

Universitas Indonesia 
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2.3.1 Wewenang Pemerintab Kola di Bidang Perllubungan Darst 

Rincian kewenangan Kabupaten /kota di sektor perbub\Ulgan 

darat dalam rangka pelaksanaan otooomi daerah11 antara lain : 

I. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi 

jalan selrunder (kabupatenl kota) 

2. Penyu..;man dan pen.etapan kelas jalan di jalan kabupatenl kota 

3. Penetaan lokasi termioa1 penumpang tipe C 

4. Penyelenggaraan terminal peoumpang dan termioa1 barang 

5. Penetapan lokasi terminal barang 

6. Pelalrsanaan peogl1jian be!kala bmdanmn bermotor 

7. Pelalrsanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 

8. Pemberian izin bengkel umum bmdanmn bennotor untnk 

melak.ulam peogl1jian kendaraan bennt:'tor 

9. Penyusunanjarinpntrayekangbdankotadanpedesoan 

10. Pemberian izin trayek ongkatan kota dan pedesaan 

11. Pemberian izin usaba ongkatan peolllllp8llg dan izin usaba 

ongkatan barang 

12. Pemberian izin operasi 1aksi. yang melayoni wilayah kota 

13. Pemberiaan izin usaba ongkatan sewa 

14. Penetapan tarif ongka!ankota kelas ekonomi 

15. Penentuon lokasi, peogadaan dan pemasangan t8Dlbu lalulintas, 

Dl8lb ialan. alat pemberi isyamt lalu llntas, alat peogendali dan 

pengamanan pem.akai jolon serta fasilitas peodulrung di jalan 

kabupatenlko!a 

16. PeneniUan lokasi dan peogoperasion fasilitas parkir untuk umum 

17. Penyelenggaraan lll!UJJijemen dan rekayasa lalu lintas serta 

penyelanggaan analisis darapak di jolon kabupaten!Kota jalan 

nasiooal dan jolon provinsi yang betada di dalam ibu kola 

kabuparenlkota 

18. Penyelenggaraan pencegaban dan peoonggulangan kecelakaan 

lalu lintas di wilayab kabupatenlkota 

11Surat edaran Menteri Perbubungan No. SE 7 Tabun 2000 tentang rincian kewenaogan 
Kllbupaf<n/k<Ma dl sekWr p<rilubUDg&n dalam nmgb pelabanll.on"""""'" daernh 

Universitas Indonesia 
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Berbagai k.ebijak.an tersebut disusun oleh pemerinteh dengll!l 

maksud Ulltuk meningk.etkan penman pemerinteh dalam p<layarum 

tmnsportasi kepada 1TlllS)'ll!8kat guna menduk.eug keberl!asilan 

pembangunaa 

1.4 KEBUAKAN TRANSPORTASl SEBAGAI KEBUAKAN PUBLIK 

Analisis kebijak.an publik sangat penting untuk IXIelllmtukan apal<ah 

suatu kebijak.an memiliki dampak positif atau negatiC tm•dap lllliS)'llnlkat 

apakab kebijakan tersebut sudub sesuai dengan kebntnban lllliS)'llnlkat dan 

apal<ah kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah yang 

dirasakan oleh ~ Kebijakan tmnsportasi sel>a8l'i kebijakan pnb1ik 

haruslab mengtbti kaideh-kllidab yang telab diatur dalam kebijakan publik. 

lslilah 'kebijak.an' yang dimabud disiDi disepaclanlam deogan kala 

1:ahasa lnggris 'polky' yang di!ledakan dari kala 'wisdom' yang berarti 

'kebiiabaoaan' atau 'keari.flm'. Dalam waeana teori ada banyak pengerlian 

dan delinisi ten1ang kebijak.an publik. sebagaimana pemub diDyatokan oleh 

para ahli dari sudut pandang masing-masiQg, diantaranya: 

I. David Easton; ~Public po/ky is the authoriJatlve ollocatitm of values for 

the whole socleiY'· '* (Kebijak.an pnblik adalnb ~ Dilai-Dilai 

secara sahfpaksa kepada selurnh lllllS)'alllkst). 

2. Harold D. LassweU & Abraham Kaplan; Public policy is a projected 

progrom of goals, values ond praaices".19 (Kebijak.an pnblik adalah 

' suatu prognml pencapaim !Ujuan, Dilai-Dilai dan pmkiik-pulktik yang 

tenuah). 

3. Thomas R. Dye; ~Public policy is whatever gt1VIl11llttlmls choose to do or 

1101 to tid"". (Kebijakan publik adolub apa soja yang dipilih oleh 

pemerinteh untuk dilakekan atau untuk tidak dilakukan.) 

4, 1omcs E, Anderson; "Public policies ore those policies developed by 

governmental bodies and officials"''. (Kebijak.an publik adalab 

"David"- ThcPolitR>dS-NcwYorlcKnop~ !953,hal.l29. 
"Harold D. Laswdl, Abraham Kaplan, Pow<tllll!! Society, New Haven: Yale Uolversily P=s, 

1970. 
"Thomas R. Dye, LocCit 
11 James E. Anderson. PuhJie Policy Making. New YOtk.: Holt, Rinehart and Winston, l979f bal.3. 
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kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat­

pejabat pemerintah. 

5. Chief J.O. Udoji; "Public policy is an sanctioned cause of action 

addressed to a particular problem or group of related problems that 

affect society atlorge'12- ( Kebijakan publik adalab suatu tindakan yang 

memiliki sanksi yang me~garnb pada suatu tujuan tertentu yang 

diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang 

saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). 

Beberapa definisi tersebut dikemukakan dengan barapan dap>it 

memberikan gambaran betapa kebijakan poblik itu JI1f:llliliki banyak dimensi, 

sebingga untuk memahaminya diperlukan langkah untuk mengidentifikasikan 

karakt.eristik dari kebijakan publik itu sendiri. Beberapa karakterist:ik 

kebijakan publik yang ciapm cllidentifika<rikan •d•l•h sebagai berikut": 
I. Adanya tujuan tertentu yang ingin dieapai, yaitu pemecahan masalah 

publik (public problem solving); 

2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilalrukan; 

3. Merqpakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan poblik; 

4. Adakalanya belbelotuk ketetapon pemerintah yang belsilid nega!if; yaitu 

ketetapan untuk tidak me)aknbn tindebn apa-apa. 

Dengan d=iki•n dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk menganohkan canKam 

bel)indak yang dibuat secara terencana dan konsistm dalam mencapai nguan 

tertentu. 

22 Chief J.O. Udoji, The African Public Servcmt as a Public Policy in Africa, Addis Abeba: African 
Associalion for Public Adminis:tratioa. and Management. 1981. 

" Uraion teo13Dg lcarakleristik kcbijalom publik, dalam U,.,..,. baJ>a,a Indonesia, dapat dibaca 
pada Solichin Abdul Wahab, Analisi5 Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implcmcntasi 
KebijaksanBan Negara. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal 5-7. 
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2.4.1. Tahap -Tahap perumusan 

Proses perumusan kebijakan publik dapat dikelompokkan dalam 

3 tahap sebagai berikut24
: 

l. Tabap ldentifikasi 

a. ldentifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tabap pertama adalah 

mengumpulkan data mengenai permasalahan publik yang 

dial•mi masyarakat dan mengidentifikasi kilbutuhan-kebutuhan 

masyarakat yang belum terpenubi (~:nmet needs). 

b. Analisis Masalah dan Kebutuban: Tahap berikutoya adalub 

JDeii&Olsh, memilah dan memilih data mengenai masalab dan 

kilbutuhan masyarakat yang sel"'liumya dilllllllisis dan 

ditnmsl'omlasiklm ke dalam lapomn yang terorgani..,.;. 

fuformasi yang pedu diketahui ao1ma lain: apa penyebab 

masalah dan apa kilbutuhan lllliS)'8I8kat 1 Dampak. apa yang 

m•mgkin timbul apubila masalah tidal< dipeeabkan dan 

kilbutuhan tidal< dipenubi 1 Siapa dan kelompok mana yang 

ta:kena masalah? 

c. Peoginfbnnasian ReocaDa Kebijakan : llerdasa!kan laporan 

basil analisis disusunlah rencana kebijakan., kemudian 

disampailr.an kepada berbagai SlJb.sistem lllliS)'8I8kat yang 

te!lcait dengan isu-isu kebijakan publik unluk memperoleh 

mas11ken dan 1lmggapall. RCilC81Ia iai dapat pula diajeken 

kepada lembaga-lembaga penwkilan ralcyat untuk dibahas dan 

disetujul. 

d. Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran 

dari lllliS)'8I8kat dilakekenlah berbagai diskesi dan pembubasan 

untuk memperoleh altematif-alternatif kebijaken. Beberapa 

alternatif kemudian dilllllllisis kembali dan dipertajam meujadi 

rujuan-tujuan kebijaken. 

"Sulwto, Edi (1997). Pembangunan. Ke!rijelam Smial dan Pclre!jaan Sosial: Spektrum Pemlkinm. 
Bandung: Lembage Studi Pemhangurnm. 
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e. Pemiliban Model Kebijak:an: dilakukan terutama untuk 

menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif 

dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijak:an. Pemiliban model 

ini juga diruaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan 

prlnsip-prinsip kebijak:an publik yang logis, sistematis dan dapa! 

&pertanggungjawabkan. 

f. Penentuan lndikator Publik Agar pencapaian tujuan dan 

pemilihan model kebijak:an dBpa1 terukur secara objektif, maka 

perlu dirumuskan iodikatot-indikator publik yang berfungsi 

sebagai acuan, ulrumn IEtan stBndar bagi rencana tindak dan 

hasil-hasil yang ak:an dicapai_ 

g. Membangun Dulrungan dan Legltimasi Publik yaitu 

~ kembali rencana kebijak:an yang Ielah 

disempumalam. Selimjulnya meliha!bn berbagai pihllk yang 

relevan deDgs.n kebijakan, melalrnbn lobi. negosiasi dan koalisi 

dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai 

bmseDsus dan kesepakllf1m mengenai kebijak:an pnblik yang 

ak:an di!enlpbn. 

2. Tabap lmplementasi 

a. J>eru:mw;on Kebijak:an: Renc:ma kebijak:an yang sudah 

dilqlokali bersama dirumuskan kedalam strategi dan piliban 

tlodak:an beserta pedoman pemtunm pelaksonaannya. 

b. Perancangan dan Implementasi Program: KegiiEtan utama padB 

tahap ini odalah mengoperasionalkan kebijak:an ke dBimn 

usulan-usulan prognun (program proposal) a1au proyek publik 

untuk dilaksanakan alau diterapkankepada sasanm prognun. 

3. Tabap Evaluasi 

Evaluasi dan tindak lanjut dilekukan baik tethadap proses 

maupun basil implementasi kebijakan. Penilaian terbadap proses 

kebijak:an difokuskan padB tabapen perumusan kebijakan, 

terutama untuk melihat ketetpaduan antar tahapan, serta sejauh 

mana program dan pelayanan publik mengikuti garis kebijak:an 

Univemtl'.a$ lndonnla 
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yang Ieiah ditetapkan. Penilaian tcrbadap basil dilakukan unl\lk 

melihat pengaruh aiBU dampak lrebijakan, sejanb mana kebijakan 

mampu mengurangi atau mengafliSi masalab. Betdasarkan 

evalnasi ini, dinunuskanlllh lrelebiban dan kelrutaogan kebijakan 

yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan 

berikutnya aiBU petmiiSOD kebijakan baru. 

2.4.2. Metode Perumusan Kebljako 

Bebempa Mekanisme Kebijakan Pnblik yang seriug dignnakan 

adalah" : 

I. Depam:meu pemerinlallan. Perumusan kebijakan publik 

diserahkan lrepada kementriaa, departemen aiBU lembaga-lembaga 

pemerintah. 

2. Badan PetalC3ll8an Nasinnal. Dalun lront<ks pembangunan yaug 

lebih 1uas, penl!I1USim kebijakan IJlelliadi togas khnsus dari Badau 

yang "'"''!'Ya dibentnk untuk merumuskan dan sekaligna J!!e0&1""f 

n>elrnnisme kebijakan, yang kemudian menjadi a<:Uau bagi 

departemen dan lembaga-lembaga tetbit dalam melobanalmn 

berbegai propn pembangunan 

3. Badan legislatif. Seperli Dewan Perwakilau Ralcyal (DPR) 

memiliki kewenangan dalam menn:nuskan kebijakan publik. 

Lembaga iDi biasanya memiliki kemisi khusus yang mengnmsi 

perumusan kebijakan sesuai dengan kebUinban 

4. Pemerintah Daetah dan lii8Sy1llllkat setcmpat. Di sejumlah negam 

di mana administrasi pemerintahannya lebih terdesentmlisasi, 

Pemerlntah Daetah (PEMDA) memlliki pemn yang sangat pealing 

dalam perumusan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut 

persoahm dan kebuluban-kebutuban IllliS)'lll8ket di daeralmya. 

5. Lembaga Swadaya Masyarakat. Penman lembaga·lembaga publik 

aiBU organisasi-organisasi non pemerlntah (ORNOP) 

" Albab, Ulul. Malcri K.ullah Kcbijakan Publik. llagian 4: Definisl dan Pengertian Kcbijakan 
Publik. www .unitomo.ae.idhutilreVululalbablpublic _J>Olecy _ 4.pdf 
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:U.3. Kebljakaa Yang Mendoklwg Pelayanan 

Setiap kebijakan yaog dibuat selalu diroaksudkan untuk 

meningkalkan kineJja pelayaoao pemerintah kepada masyarakat, 

Kebijakan yang meodUkung pelayanan batuslab memiliki beberapa 

syarat utama yaitu 26
: 

l. NUai Kepedulia!l (Core) 

Keteotuan kebijakan haruslah mengandung nilai kepedulioo betupa 

Tt!!Jllll.at bagi kel8!l08Iaall dlltl kemudahan pelayaoao kepada 

masyarabit. bemrientasi pada tuntutan kebuiUbao maayarakat dan 

linglmngan, kemudahan UD!uk dipahami, berdampak secam 

ekonomi, dlltl leldapat kengiMn UD!uk merubab perilaku 

IDllllfliemen panerintab. 

2. NUai Sikap (Shore) 

AdaDya Pmtisipasi masyarabit. sikap lwnsinten dalam 

mef""""'wlam aturan baik seeara prosedur, makoniame dlltl 

pemblayaan, senantiasa mengaeu pada kemampuan dlltl jllllllah 

apamlnr, ~ sikap pengabdiao apam111r dlltl dspat 

~ citm dan willawa pemerialab dimata maayarakat 

;yang dilayalli. 

3. N'Jiai Keadilan Dan Kepenlingan Ummn (Fair) 

l'llda nilai ini, sebuah kebijakan baruslah mengbormati nilai 

lcealilan, 1idak disla:imiDatif; tidak membedahkan pelayllllllll alas 

dasar kelompok dan. golongan selama maayarakat d.iklmai 

kewlYiban yang sama, mampu menjaogkau secam lua.<J le!badap 

seluruh kepentingan masyarabit. mampu mengatur subaidi silang 

dalam pemblayaan UD!uk kepentingan umwn dlltl mampu menjago 

, memeliluu:a dan metindungi kepentingan umwn sehagai akibat 

dari dampak dari kebijakan tetrebut 
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2.4.4. Analisis Kebijalum Pllblik 

Analisis kebijakan (policy analysis} dapat dibedakan dengan 

pembmlllm atau pengembangan kebijakan (policy developmenJ}. 

Analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah beijalan. sedangkan 

pengembangan kebijakan memberibn petunjuk bagi pembuatan alau 

penunu.san kebijakan yang bam. 

Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang 

menghasjlkan infunnasi sedemilcian rupa yang dapat dijadilrnn dasar- · 

dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dahun memberibn 

penilaian-penilaion tedladap penerapon kebijakan sebingga diperoleb 

altemalif-llltematif perbd:annya. Kegiallm penganalisison kebijakan 

dapat ber.iiiBt f011lU!l don hafi..hali yang mebl>atkan peoelitian 

mendalom tedladap iru-isu atau mosalalwnasolah yang bed<:aitan 

dengan · evaluasi Sltllbl prog111111 yang telah dilakmnabm. Naoum 

demikian, bebempa kegialan aMiisis kebijakan dapat pula ber.iiiBt 

infoiDllll yang mehl>atkan 1idak lebih dari sekadar kegialan berfikir 

"""""' - don bali-bali meogenai dampak-dampok ditemplamnya 
sua1u kebijakan27

• Ana!isis kebijakon pada dasarnya bertujuan untuk 

mengbasilkan infonnasi don ~ rasional mengenai 

tiga pettanyaan yang bed<:aitan dengon; ,.. 

I. Fakta-fakta; 

2. NUai-nilai; don 

3. Tindakan-tindakan 

Benlasat:kan hal tersebut, maka ada liga model pendekatau 

dalam analisis kebijakan publik, yoitu: 

I. Pendekalan Empiris; 

2. Pendekatau Evaluatif; don 

3. Pendekatan Nonnalif. 

" Quade, E.S. , Analysis fur Publl< Declsioos, New Yorlc Journal Uanspon policy Vol. XN 
Elsevier Scienco 1992 

21 1bid 
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Dalam k:aitannya dengan tiga model tersebut, terdapat empal 

prosedur analisis yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan 

analisis kebijakan publik: 

I. Monitoring yang dapat menghasilkan informasi deskriptif 

mengeoai sebab-sebab dan akibat·akibat kebijakan. 

2. Peramalan yang dapat menghasilkan predik.;i atau infonnasi 

mengeoai akibat-aldbat kebijakan di IIlJISa depan. 

3. Evaluasi yang dapat mengbasilkan informasi mengeoai nilai atau 

harga dari dampak-<lampak kebijakan yang telab lalu maupun <:li 

masadatang. 

4. Rei<Omendasi yang dapat memberikan preskripsi atau informasi 

mengeoai alt.ema!if-altematif atau kennmgkirum.kemungkinan 

yang <liliml!ldlam dari suatu .keg.iatau. . 

2.5. K.UALITAS PEL.\YANAN ANGKUTAN UMUM 

2.5.1. ADgludaa Umam 

Kendaraan anglmtan umum atau kendaraan bennotor umum 

adalab seliap kendaraan yang dignnakan untuk anglcuUm. batang 

dalllatau oraag yang dipur>gut bayman. Bebetapa ketentuan dalam 

anglmtan umum """""'singkal dijelulam sebagai berikut 29: 

l. Komponen Sistem Angbnsn Umum 

a. Pelaku peljabman (U..,), Jromponen ini adalab pembangkit 

pajalanan 

b. Pengusaha anglcuUm. ( Optrtltm'), yang sesuai kemampuan dan 

keingirumnya menyediakan jenis dan fungsi pelayamm yang 

akan d!.Derikan. 

" Lebih jotas """'" dilibat pad> 
l. UU llO. 14 Tahun 1992 TentBng Lalu Lintas Dan Anglruwl I alan dru> perubahonnya pad. UU 

No.22Tahun2009 
2.Pennunmhmerintah.Ripublik1Ddonesia Nomor44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan.Dan 

Peogemudl 
3.P-P.....mrtahR<puhlik-ia Nomor41 Tahuni993TentBng Anglru!anJalan 
4.Kcputusan M.....,; Pcrhubuogan Nomor 35 TahWI 2003 TentBngPenyel.,._ 

Angkutlm orang Dijalan Dengan Kendantaan Umwn 
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c. Pemerint1lh (Regulotor), dalam hal ini berpenm sebag;!i 

komponen penyesuai anlara kcpentingan pemakai jasa dan 

pengusaha angkutan umum. 

2. Perizinan Angkutan Umum !etdiri dari : 

a. Izin u.ssha angkutan. dimona penyelengga.raan anglrutan ocang 

dengan kenda.raan umum dopa!. dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Negana atau Badan Usaha Milik Daemh, Badan usaha 

milik swasta nasiouai, Koperasi dan Perorangan warga negam. 

Indonesia. 

b. Izin trayek atm1 Izin operasi 

3. Dalam pengoperasian kenda.raan untuk pelaymum angJrutan 

nmum, pengemudi kendaman umum yang bertups 'Mliib : 
a. Mematuh! k- d!.'l>idang pelaymum dan keselamamn 

angkutan; 

b. Memakai pekaian seragam petiiS8haan yang dileogbpi dengan 

identitaa perusahaan. yang banls dipokai pada waktn bertugas; 

c. Memakai kartu pengouai pegawai yang dikeluarbn oleb 

peo:usahaan; 

d. Bertiugkah lalrn sopall dan mmah; 

e. Tidal< merokok selamadalam keDdanoan; 

f. T'ldak minum minuman yang meogandung alkohol. oba! bius, 

nad<Oiika ID8Ilpllll obat lain; 

g. Memaluhi waktn kaja. waktn istirahat dan peoganliSD 

pengemudi seauai dengan kelenlllall yang berlalru. 

4. Tala cam menaikkan dan menurunlam penumpang di terminal, 

sejak awal pembenngkutan. persiDggaban, sampai tujusn dan 

tempat tempallain yang dilentukan; 

a. Menaikkan penumpang dari pintu depon dan menurunlam 

penumpang dari pintu belaksng """"" tertib dan leratur, 

kecuaii yang lidak berpintu ganda. 
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b. Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, kendaraan 

hams dalam keadaan bementi penuh dan tidak mengganggu 

kebmcaran lalu lintas serta meml>ahayakan peuumpangnya. 

5. Flak Dan Kewajiban Penumpang 

a. Penumpang kendaraan umum berbak diberi tanda bukti atas 

pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati. 

b. Bagi penmnpang yang telah diberikan Ianda bukti pembayaran, 

beibak mendapatkan peiayaDan sesuai dangan perj"'lJian yang 

t<m:anwm dalam 1anda bukti pembayaran. 

c. Bagi pelliiDlp8l1g yang telah memiliki bukti pembayaran dao/atau 

telah membayar biaya onglmum, lidak dibenalkan dJ.'bebani biaya 

tambaban 8laU kewl\iiban Jainnya di luar kesepakalan. 

d. PCII>IIIq""''! Wl!iib membayar biaya ang]mtan sesuai yang 

dilllldnlam, dan yang lidak membayar dapat diturunkan o!eh awak 

kendaraan pada lemplll pembedlentian terdekal. 

6. Elemen Dasar dalam Pengoperasian Anglnrtao Umum 

a. Ialtlr l>l:lalah infiasltuklur dan peiayaDan yang disediabn pada 

jalanyang telah dileutvlam UDiuk angkutan umum 

b. Tmyek adalah Jinla.oan kendaraan omum UDiuk peiayaDan jasa 

angkutan orang, yang mempuoyai asaJ dan tujuan perjalanan tetap, 

nnmsan tetap danjadwal tetap maupun lidak beljadWIII; 

c. TCitllinal adalab prasarana transportasi jalao untuk keperluan 

memuat dan menurunkan orang dao/atau batang serta menga!Ut 

kedatangan dan pembcrangkatan kendaraan umum. yang 

merupakan salah satu wujud simpul jaringan traosportasi; 

d. Tempal pembcibentian 

7. Headway dan Frekuensi : 

a. Headway (h) adalah selang waktu antara dua armada yang melintas 

dari suatu titik pada suatu jalur angkutan umum pada arab yang 

sama. Dalam peujadWIIIan, beadway dinyatakan dalam meni~ 

dalam analisis kapasitas digunakan satuan detik. Pcnmnpang 

angkutan umum lebih memilih aogkutan umum dcngan beadway 
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yang pendek un!Uk meminimalisir wak1u tunggu. Di sisi opem!Or, 

untuk jwnlah penumpong yang ada lebih baik mengoperasikan 

sedikit annada dengan kapasitas besar dibandingkan banyak 

annada dengan kapasitas sedikit 

b. FrekuellSi adalah jwntah annada yang melewati suatu titik peda 

suatu jalur an.glrutan umum peda satu arab selama selang waktu 

tertentu. 

8. Kapasitas Kendaman : Kapasitas kendaman odalah jwnlah penumpang 

maksimum yang dopa! diangkut olah keudaraan tmebut. Kapasitas 

dalam kerangka ruang yang berarti kapasitas statis dopa! dibedakan 

mel!iadi 3 kalegori, yaitu : 

a. Tempat duduk ditambah ruang unluk bel:diri (KRL, Busway) 

b. Hanya tempat duduk (Para/t'ar.sit seperti an.glrutan k<>ta dan 

mikrolet) 

c. Perbandiopn IIDIBra tempat duduk dengan ruang untuk betdirl. 

9. Komponen dari proses peqjadwalan 

a. Input. Pe<Siapom dari data yang dipedulam untuk proses 

penjadwalan, tetmasuk di dalamnya l<litakteristik jalur, jumlah 

penumpang, pole!!si titik lrallsfer, sllmdar pelayanan, i&klor 

opetaSional dan pertimbangan- pertimbangan lain. 

b. Penjadwalan ketja. Menggambarlam lwmpoDen lllama dalam proses 

penjadwalan seperti peoeoruan headway, li:ekueusi dan lain -lain. 

c. OutpuJ. Setelah proses penjadwalan ketja dilahmakan didapat 

statistik jumlah penumpong dari masing - masing titik stop dari 

setiap jam dan lain -lain. 

2.5.2. .Mg1catan Kolll Will Mobil peDIUIIPIIDg 

Angkutan Kota (angkot) Yang dimaksud dengan "angkukm 

perkotaan• adalah angkukm dari satu tempat ke tempat lain dalam 

kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang 

dimaksud bonlpa kota sebagai daerah otonom; bagian daerah Kahupaten 

yang memiliki ciri perkotaan; atau kawasan yang benda dalam bagian 
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dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri 

perkotaan. 

Sedangkan mobil penumpang adalah setiap kendaman bermotor 

yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 

termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 

perlengkapan pengangkutan bagasi. 30 Semua angkot di Indones;~ 

memiliki plat nomor berwama kuning dengan tulisan wama hitam, sama 

dengan kondaraan:kendaman umum lain_ 

Kendaraan yang digtmakan un~Jk angkutan kola barus dilengkapi 

dengan": 

"- Nama perusahaan dan nomor urut kendaman yang dicantumkan pada 

sisi kiri, Kanan. dan bel•kang kendanoan; 

b. Papan ttayek yang memuat asal dan bliuan serta lintasan yang <!ila!ui 

dengan dasar pu1ib 1nlisan hitam yang ditempatlmn di bagian depan dan 

belakang kendaraan; 

c. Jenis ttayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan hmuf balok, 

melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan 

"angJcntan kota"; 

d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboanl, yang 

dikeluarkan oleb Masing-masing perusahaan angkutan; 

e. Tu1isan standar pelayanan; 

f. Daftar tarifyang berlaku. 

2.5.3. Koalitas PelayiiiWI Angkutan Umom 

2.5.3.1. Pe/ayiiiUDI angkldsn IUfUOII se/HJgal pe/JzyiiiUIIJ pub/ik 

Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum merupakan 

togas. kewajiban dan fungsi dari pemerintab kepada 

masyarakat, Batasan pengertian pelayanan bagi angkutan 

urnurn adalab sebagai kegiatan yang dilaknkan oleh seorang 

atau sekelompok orang dengan menggunakan angkutan 

umum sebagai fak1or materil melalui sistem prosedur dan 

30 PP41 tahun 1993tentangangkutanjalanpasall 
31 Lebih jelas dapat dilihat pada Keputusan menteri perbubungan nomor 35 tahun 2003 tentang 

tentang penyelenggaraan angku1an orang dijalan dengan kendaraaan umum 
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metode tertentu dengan usaha memenuhi kepentingan onmg 

lain sesuai dengan haknya. Menyediakan pelayanan aogkutan 

umum merupakan tugas dan usaha yang diemban oleb 

pemerintah. Namun perlu juga diungknpknn secara 

menyeluruh dalnm hal pelayanan angku1an umum, 

pemerintah memberiknn kewenangan kepeda masyarakat 

dalam melaksanakan pelayanan, seperti penyedian angku1an 

umum, yang semestinya menjadi tanggungjawab pemeriDtab, 

tetapi diselabknn kepeda swasta dengan syamt-syarat dan 

ketentuan yang diatur oleh pernerintah. 

Pelayanan al!gkutan umum merupakan pelayanan 

tediadap publik (umum) . sebingga bsta""""ya akan meagaen 

kepada batasan pelay&Mn publik itu sendiri, Di Indonesia, 

peoggtmaan istilah pelayanan pub1ik (public service) 

di...,ggap memiliki kesamaan aiii dengan istilah pelayanan 

umum atan pelayanan masyamkat. Oleb karerumya keliga 

istilah 1elllebut dipergulllllam """""' intercltangeoble, dan 

dianggap tidak memiliki perbedaan """""""'· DaJam Kamus 

Besar Bahasa Iudonesia dinyatakom peogertian pelayanan 

bahwa "pelayanan adalab snatu usaha uotuk membantu 

menyiapknn (mengurus) apa yang diperlakan onmg lain. 

Sedaogknn pengertian sovice didefinisikan sebagai "a 

syStem tlult provides something that the public needs, 

organized by the guvemment or a private compan)l"'. Oleh 

karenanya, pelayanan berfungsi sehagai sehuah sistem yang 

meuyediakan apa yang dibu!ubl<ao oleh masyamkat. 

Sement£ua istilah publik, yang bemsal dari bahasa lnggris 

(public), terdapet beberapa pengertian, yang memlliki varlasi 

aiii dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, IllJlSy!Uak;at, dan 

negara. 

:u Neil PaWley The de:mNJd for publle tm.n.sport: The effects of tares. quality oherviee, income 
and car ownership Journal Transport Policy 13 ,2006, Hal295-306 
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Konsep pela)'lllllin itu sendiri, dil<enal dua jenis pelaku 

pelayanan, yaitu penyedia la)'llllOn daa penerima layanan. 

Penyedia la)'lllllin atau service provider adalah pihak yang 

dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsnmen, 

baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

peayerahan bmaag (goods) atau jasa-jase (services) misalnya 

operator anglrutan wnum. Penerima layanan atau service 

receiver ada!ah' pelanggan (customer) atau konsumen 

(consumer) yang menerima layanon dari para penyedia 

layanan. 

Pelayanan publik yang disediakan pemerinlab berbeda 

dengan yang pelayaDan swasta, ldll8m adalah: 

t. Sebagian besar ~ pemerinlab berupa jasa, dan . 

bmaag tuk nyala. Misalnya paijiDaD, SCIIifikat, peral\mlll, 

infmmasi keamanan, lretertiban, kebersihan, transportasi 

dan lain sebagainya. 

2. Selalu letbit dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, 

dan membentuk sehuoh jalinan sislem pelayanan yang 

beJsaka regional, - bablom nasional. Contolmya dalam 

hal pelayanan tnmspol:1llsi. pela)'lllllin bis kola okan 

bergabung dengan pelayanan mikrolet, b!Y•j, ojek, taksi 

dan kema api UlllUk membentuk siSiem pelayanan 

anglrutan umum. 

3. Pelanggan ink:mal cukop menoojol, sebagai akibat dari 

tatanan orga:nisasl pemerin1ab yang cendenmg birokn!lis. 

Dalam dunia pela)'lllllin bedaku prinsip utamakan 

pelanggan ekstemallebih dari pelanggan internal. Namun 

situasi oyata dalam hal hubungan antar lembaga 

pemerinlaban sering memojokkan petugas pelayanan agar 

mendahulukan pelanggan internal. 

4. Efisiensi dan efektivitas pelayanan okan meningkal seiring 

dengan peeingkatan mota pelayanan. Semakin tinggi mota 
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pe!ayarum bagi masyarakl!t, maka semakin tinggi pula 

kepercayaaa masyarakl!t kepoda. pemerintah. Dengan 

demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyamkat 

dalam kegiatan pe!ayanan. 

5. Masyamkat secara kese!uruhan diper!aknkan sebagai 

pt.:anggan tak !angsuog, yang sangat berpengaruh kepoda. 

upeya-upaya pengembangan pe!ayarum. 

6. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalab terciptanya 

tatm>an kehidupan masyarakat yang betdaya uutuk 

mengurus pe:soa!annyamasing-masing. 

Semenlma itu penge!olaan pelayarum pub!ik yang 

disediakao oleh pemerintah memilild bebelapa persoa!an. 

~ tersebut diidtmlillk3si Wright 33 sebagai 

berikut: 

L Ke!emah1111 yang betasal dari sulilllya menetllukan atau 

mengukur output maopun lma!itas dari pelayarum yang 

diberilatn oleh pemerin1lth. 

2. Pelayanan yang diberilcan pemerintah 

ketidakpastian tinggi dalam hal tekno!ogi 

memi1iki 

produksi 

sehlnggn hubuogan antara output dan input tidak dapat 

ditentukan deogiii! je!as. 

3. Pelayanan pemerintah tidak meagenal "bottom line" 

artinya seburuk apapuo kinerjanya, pelayanan pemerintah 

tidak mengenal istilah bangkrut. 

4. Masalab intmuilities. Artinya, organisasi pemerintah 

sangat sulit mencegah pengaruh nilai-ni!ai dan 

kepentingan para birokral dari kepentingan umum 

masyarakl!t y1111g seharosnya dilayaninya, 

2.5.3.2. Ptutisipasi Dalam Pdaytman 

31 LAN, 2003: Hall6 

Da1am Penyediaan pelayanan pemetintab tidak dapat 

seeara terns menerus bekelja sendirian, tetapi dapat juga 
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menyerabkan sebagian tangguog jawab tersebut kepada pibak 

lain, baik dalam bentuk organisasi maupun pe:orangan. 

Pelayanan angkutan umum merupakml salah satu pelayanan 

tersebuL 

Dengan paradigma bam di bidang pelayanan inilah maka 

"""' pandang tnodisional teduvlap peran pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik haruslah diubah. Ada 5 

(lima) s1Ialegi penting untuk mewujudkaunya. yaitu34: 

l. Stnllegi inti menciptakun kejelasan tuj1181l 

2. Stnllegi konsekuensi: meneiptakan lronsekuensi untuk k:inega 

3. Su.tegi pelenpr menempalkan pellanggan di posisi penenm 

4. Stro1egi pengendaliar)" ......mdabkan pengend•!jan dari p~mcak 

danpusat 

5. Slnllegi budaya: meneiptakan budaya wira usaha 

Pada dasamya teori ini mmglamseplnalis pemberian 

layanan baik sebagai sebuah pena1aa11 maupun proses, di mana 

pemerirllah dan DIIIS)'lii8kat membagi tansgung jawab (C01!ioinl 

responsii>Uity) dalam meuyediakan pelayanan publik". Seltingga 

di sini kila tidal< lagi membedakan warga DIIIS)'lii8kat sebagai 

pellanggan tmdisiooal dengan pemerintah sebagai penyedia 

layanon. Kedua pihak dapat. bertindak sebagai bagian dari pemberi 

layanon. 

Secara siogfcat, hal ini dalam pelayanan publik dapat. 

dipabami dengan memahami konsep-konsep pelanggan dan 

produksi di sektor publik. yaitu OOnsJUIIN produser, regular 

producer dan oo-productlon. Menunit Paris" consumer producers 

34 Weoeger. Alexander; Competition between public and priva1e urvlc.e produ.ct!n, /lf(}Vtdive local 
gavemmeJ'I/8 in intenuztional penpeclive; Paper JJiepllled tor the 1997 Nutioml Conference of 
lhe Ammcaa Sodety for Public Administnttion: Phlladelphill, P..,.ys!YIIlll&, 1997. 

" M>rscball, Melissa J. Citi= Participotioo and 1he Neighbodlood c...texl: A New Look at the 
~on of Ltx:al PubUc Goods. Political R- Quart«ly. Mademic Resea!eb 
Library.2004. bal.232 

"Kiser, Larry L. &: Stephen L. Percy. 1980, The Co""'PI ofC~rm and Its lmpl-lrmfor 
Public SeTvice Delivery. l'llper presented at the 19110 Annual Meetiog> of1he American So.;ety 
fur .Public Administration.. on April 13-16. Indiana University. Bloomi.ngton. 
• bal.2. 
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adalah pibak yang berbubungan dengan produksi yang pada 

akhirnya akan mengkonsumsi akhir dari produk yang dibuatnya. Di 

sisi lain, regu/t11' producers adalah yang menyel~ proses 

produks~ yang akan merubah output menjadi pembayamn, yang 

pada akhirnya akan membelanjakannya untuk ba!ang dan jasa 

lainnya. Da1am bal i.li co-produetion memerlukan kedua pibak 

berkontribusi input pada proses produksi untuk ba!ang dan jasa 

terllmtU. Pada akhiroya tujuan dari partisipasi publik adalah untuk 

mendidik dan memberdayakan wa.<ga. Sed.,gkan metiUlUl 

Marsclmll37
, tujuan dari padisipasi publik adalah pada dasamya 

Ulltuk mengkomtmikasllam dan mempengaruhi proses pengambilan 

kllpntnsan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan 

pelayanan. . 

Gombar berikut mOI\ielaskan lroosep dasar penm 

pemerintah seNt!al penyedialayanan umum dan penm warga 

masyamkat sebogai pengguna - penerima layanan 

sekali!\1'5 peran dalam membantu penyelenggaman pelayanan 

publik "· 

I Pelayaun ~--, •. v • 

Gombar 2. I • Partisipasi tialam Pelayanan Publik 

n Marschall, Melissa J. 2004. Citizen Particlpal:loo and the Neigbborllood Context: A New Look 
at !he Coproduclioo of Load Pub lie Goods. J>oliti<al Rcs<8n;h Quar!erly. Aeademie R......:ll 
Librazy.2004; bel2.ll •. 

;11 Suwamo, Yogi .. The Emergence of Public Particlpation in Contemporary Indonesia: 
Coproduction Role ofNeigbbothood Association in delivering Public Service, Master 1besis at 
GSPA·ICU, Tokyo. Yogi.200S:bel5. 
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Co-produser, berarti pengbasil jasa atllu layanan. Co­

produser ini adalah warga atau sebagian dari warga 

IllllS}'llrakat yang terlibat dalam penyalenggaman pemberian 

layanan umum, sebagai bentuk partlsipasL Hal ini 

m=mjukkan hubungan yang lruat antara partisipasi warga 

dengan ke1jiatan pelayanan umum 

2.5.3.3. U1umm Kualitlrs Pe/4yaJJRII 

Ukunm kualitlls pelayanan jaub lebih rumit untuk 

diterapkan dalam angku1an dibaadiogkan pada jalan raya. 

Alter 39...,.;yvan~om peoggunaao emun jndikatnr yaitu : 

1. Aksecibilllls dasar 

2. Waktu teropub. 

3. Keandalan 

4. KelsDgaungan pelayanan 

5. Fn:kuensi 

6. Deositlls Pcnumpans 

Selain itu perusahaan Angkutm Umum Wljjib 

memetlubl """""'r pelayanan minimal yang melipuli 

k"""""""', kesolamatan, kenyamanan, keteljangkauan, 

kesetaraan; dan keteftlllmln40
• Semua indikator ini b.arua 

digabuogkan untuk mengevaluasi tiogkal pelayanan 

Se1ain iodikalor tersebut diallls Pelayanan angku1an 

umum sebagai Pelayanan Publik kepada JnDSYlll'll<at. dapat 

pula mengaeu kepada kualitas pelayanan publik yang dalam 

pengertion sosilll. 

Dalam ilmu sosial kualitas pelayanan didelinisikan 

sebagai suatu kondisi dinamis yang berbnbengon dengon 

prodnk, jasa, manusla, proses dan linglrnngon yong 

"CJ-Itbisly & B.K<ut u.JI.Dasar-dasar Rekayasa ~ jilid 2 p.,.,ro« Erlaogga.Hal 
ll9 
40 UU NQ.. 22 Tti.hun 2009 tentang tatu llnta$ an&kutan jalan 
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memenuhi atau melebihl barapan. Olen karenaaya kualitas 

pelayaaaa berlmbungan dengan pemenub.an barapan atau 

kebatuhan pelanggan. Penilalan terbadap kualitas peleyaaaa 

ini dapat dilibat dari beberapa sudut pandang yaag berbeda, 

misalnya dari segi: 

L Product Based, di - kualitas pelayaaaa didefinisikan 

sebagai suatu fungsi yaag spesifik, dengan variabel 

pengukutan yang berbeda terbadap karakteristik 

produknya. 

2. User Based, di mana lrualims pelayaaaa adalah tingkatan 

ke.esuaian pe!ayllllll!l dengan yaag diinginkan olen 

ptiRDggM 

3. Value Based, berbu!>ungan dengan kegunaan atau 

kepuasan alas harga.Kualitas pe!ayaaaa ini dapat 

dikelalmi ketika dilolmbn mengenai beberapa jenis 

keseqjangan yaag berbub.angan dengan bampon 

pelaoggan. persepsi llllllll\iemen, lrualims peiaJlltlllll. 

peoyediaan layanan, komunikasi ekstemal, don apa yang 

dimsakan olen pelanggan. 

Sem<:ntara itu konsep pelayanan yang berkualitas 

"Service Quolity (ServQaal) " dikemb.ongkon olen Zeitlmml, 

Parasuraman don beny41 yang bemogkat dari empa! 

kesenjangaa k:inelja pe!ay8llllll yaitu : 

I. Tidok mengelalmi keinginan pelaoggan 

2. Kesalahan menentukan standor kualitas pelayanait 

3. Adanya kesejangaa k:inelja pelayaaaa 

4. Jaoji yang diberibn tidok sesuai dengan kanyataan 

Pembarian pelayanan angkutan umum yang berkualitas 

merupabn suatu kewajiban dari pemario!ab. Artinya 

pemariotab. melalui depertemen teknis baik ditingkol pusat 

41 Zeithamt. et. al . (wasistiono)..Delivering Q;tt.Jlity Sen>ice,2001, hal57 
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maupun sompai daeroh memegang penman penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan anglrutan umum. Hal ini 

dikarenakan karena pemerlntah memegang penman sen!Tal 

yaitu dalam me~retapkan kebijakan umum dan 

me1aksanaiamnya. 

Dari uraian ini, dapat dika!akan bahwa pemerlntah 

melalui Departemen Perbu\nmgan, Dinas perimlnmgan , 

DLLAJ dan instansi terkait lainnya mempunyai tugas untuk 

m=berikan pelayanan aoglruton umum, melalui kebijakan 

tmosportasi . 

Pelayanan angkutlm mnum sebagai bentuk pelayanan 

dasar oleb pemerimalJ, dilaksamkan dalam liUIIIu l'IRigkaian 

kegial1ln terpadn yang bersifot sed.maua, lel:buka , 1-. 
tepat dan lengkap, ...... dan terjaDgkan. Kartma itn 

pelayanan hams meagandung umrur-~msur dasar sebagai 

berikut: 

I. Hak dan kewajiban bagi pemberi manpun penerima 

pelayanan umum hams jelas dan dikdahui secara pnsti 

oleh Dlllllill8·maaing pibak 

2. Pengatunm setiap bentuk pelayanan umum harus 

disesnaikan dell8an bmdisi keba1uhan dan kemampuan 

masyaraket untuk 1!lelllbayar benlasorkan ke!elml80 dan 

peraturan penldang-undangan yang beriaku dengan lelap 

berpegang pada elisiensi dan efek:tivitas 

3. Mutu proses dan basil pelayanan umum hams diupayakan 

agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, 

kelancaran dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

4. Apabila pelayanan umum diselenggarakan oleh instansi 

pemerlntah terpaksa hams mahal, make instanai 

pemerintah yang bersang:kutan berl<ewajilnm memberi 
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peluang kepada masyarakat untuk ilrut menyelenggarnkan 

sesuai ~ perudang-undangan yang berlaku. 

Kaitannya dengan hal tersebut maka pelayanan 

anglodan umum yang sebagian besar dikelolah seeara privat 

barus melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

sebagaima"" yang dialur dalam bc.bagai kebijakan 

pemerintah 

Service Quality (kual.itas Pelayanan), yang berongkat 

dari berllagai ukumn diatas ,memiliki lima dimensi yang 

dapat mewakili berbagai kriteriarkriteria ter.!ebut diatas42dan 

dapt digunakan lllllllk mengukur kualitas pelayanan anglrutan 

umum sebagai pelayanan pubtik. 

l. TIJ1!gibles, «m:ennin pada 1Bsili1l!S fisik, pemlatan, 

pelSOIIil dan bahan komnnika.U 

2. 11£/lablllty, kemampuan memenuhi pelayaaan yaag 

dijanjikan seeam terpen:aya dan tepat 

3. ~. kemampuan lllllllk membanta pelaoggan 

dan meayedi.akan pelayanan yaag tepat 

4. Assurance, ~ dari para peroonil pelayanan dan 

l<emampuan merek.a lllllllk menerima kepercayaan 

S. Empludhy, perimtian iodividual diberikan oleb perusabaan 

kepada para pelanggaa 

Fokus petba!ian konsep service quality tm1apat pada 

bampan-llan!pan (expected servicefES) serta kenyataan­

kenyataan (perceived service/PS) }'ling dirasakan oleh 

masymakat. rlka ES > PS, kenyataan pelayanan yang 

diterima ma.synrakat kurang dari apa yang diharapkan, make. 

basilnya konsumen kurang puas. Jika AS = PS, apa yang 

menjadi barapan ted!adap petayanan sarna dengan kenyataan 

yang dirasakan maka basilnya konsumen akan puas. Jika 

ES-<PS, kenyataan kualitas pelayanan yaug diterima lebih 
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besar darl apa yang diharapkan, maka hasilnya koosumen 

akan lebih puas. 

Baile buruknya lrualitas pelayanan selalu tergantung 

kepada kemampuan peuyediaan layanan yang sesuai dengan 

barapan lll8S}'3IBkat dan konsisten. Betdasarkan berbagai 

pemabaman diatas terbadap kualitas pelayanan, maka dahun 

penelitian ini pelayanan angkutan umum didefinisikan 

sebagai bentuk pelayanan publik, ukurannya didasadmn alas 

"Service Qualily (ServQual) dan indikator kualitas pelayanan 

anglortan umum yang disamnkan oleh Alter43• 

1.6. KERANGKA BERPIKJR DAN Hll"'TESIS PENELlTIAN 

l.6.i. Ke11Hgka Pemildtu 

l'enelidan ini bemngkat darl pem>asahd1811 yang diakibatkau 

pasca kebijakan otunomi daerah yang meogbaruskan pemerin!ah 

daerah untuk meningkatkao pelayanan yang diberikao kepada 

masyarakat. Bebempa pelayanan yang semeslieya meojadi !aoggung 

jawab pemerintah Dacrah seperti ADgkulao umum temya!a lehih 

baoyak dil<elolah oleh swasta. ..,Jringga pelayanan yang diterima 

lll8S}'3IBkat ,..,gal tergantung darl kemampuao dan kemouao 

opera10r angkutun umum. Hal ini kemudian meoimbulkao betbagai 

mosalab pada pelayaoan angkutan umum yang diterima masyarakat 

sebagai pengguna, seperti masalab keoyamaoan, kecepa1lm, 

kemndahan, dan loiu-lain 

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah 

mengelwu:laln berbagai kebijakan dahun bentuk Pemturan daerah 

(Perda), salab ootunya adalah kebijakao di bidaog tnmsportasi darat 

demi menjaga agar lll8S}'3IBkat mendapatkan pelayanan angkutun 

mnum yang bedrualitas. 

>4l CJotin Khisty & B.Kent Laii.Dass:r-dasar Rekayasa tnlSnp011aSi jilid 2 Penerbit Eri!Vlgga..Hal 
119 
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Berdasatkan fenumena tersebut diatas dan dari papamn pendekatan 

teoritik, maka selanjutnya keran~ pernikiran yang menjadi konsep 

peoelitian ini dapnt dijelaskan sebagai berilrut: 

I. Permasalaban yang menjadi obje~ penelitian, asumsi peneliti terbadap 

lreadaan tersebut dan banl:uan teori dijadikan input analisis u.otuk 

membentuk pe:rsepsi, dan tujuan dari penelitian 

2. Kemudian dilakukan proses analisis yang mencakup penggwuum 

metude iuuilisis kuantitalif dan metude analisis kualitatif: Analisis 

kuantitalif untuk mengnkur pengarub variabel bebas kebijakan 

pemerintah daerah dlbidang trallSpOIIasi lelbadap variabel terika1 

kualitas pe1ayanan mglrulan mnum. Variabel bebas dalam peoelitian 

ini dipandang sebagai yang meodalrului dan variabel terika1 dipandang 

.sebagai lmnsekueosi. Panda!Jgan - masing..masing variabel tersebut 

dijadikan dasar pemyataan jawablm semeolara {hipotesis) lelbadap 

permasalahan yang mel\ladl objek peneliti!m. Jawaban senrentara ini 

didasarbn pads. mebnisme hubungen kondisional dan hubungen 

fimgsional cliantm! variabel-variabel yang dikorelasikan. Hasil analisa 

bmlllilolif lamudian dikembangbn dengan pendekalan analisis 

kualitalif yang merujuk pads. sejumlah teori dan data iBpongan yang 

relevm 

3. Betdasmbn basil analisis kuantitalif dan basil analisis kualitalif 

tersebut lamudian diperoleb ouJpul analysis yaitu kesimpulan dan 

saran-saran terllndap pennasalaban yang diteliti 

4. Berdasarkan kesimpulan tersebut se!"'liutnya dikeluarkan basil 

analisis, yaitu rekomendasi yang perlu diSampaikan kepada pihak yang 

beikepentingan dengan basil penelitian, sebagai konsep yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini 

5. Dalam konsep analisis yang demikian itu penulis meodugii terdapat 

pengarub positif kebijakan pemerinlllb dsemh dibldang tmnsportasi 

terllndap kualitas pelayauan mglrulan omum 

Alur kerangka berpikir secara umum dapat dilib.at melalui 

sttuktur diegmm pada Oambar 2.2. 
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kebijs.kan dan I--' 
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Tabel 2.1. Kmngka Berpikir 

. Blpotl!li~ . . . ' ,, .. -- ' 

umum yang belum kebljakan epa Sl\la "Studl Kasus Desaln dan Slll1istik 
optimal sementara yang terdapat' Metode" Raja Oratlndo pemerinUih di 
pemerintah daerah dalam kebijakan Pmada, Jakarta. 2002 bidang 
Ielah mengeluarkan tranaportesi • Masri Slnarlmbun dan Metode tranaportesi 
berbagal kebijakan didanUih S<ltian llfllmdl,. Metode ~· terhadap kualitas Stulli 
di bldang 2. Faktor-faktor apa Penclltian Smvei,.LP3ES Kasus pelayanan 
tranapor!esi untuk Sl\la yang 1987 lll!glrutan wnwn 
mendukung otonomi diperlakan untuk • Drs.Rlduan,M.B.A,. Skala 
danrah yang kualitas pel&yan!U! Pqukman VarlabeJ.. 
bertujuan a.ngkutan umum Varlabel Penclltlan,. 
meningkatkan 3. Bagalm!U!a A.llilbeta Bandang 2002 S1Wstik Non 
pelayanan kepada pengaruh • Drs. Sal1\uldin Parametrik 
masyarakat dalam kebijakan Azwar,M.A,. Rellabllitas UjiN 
penggunaan PemerinUih daerah dan Vallditu,. Puataka Sampel 
angku:tan umum ' di bldang Pelfller,. Yogjakarta 1997, Metode Bebas 

tranaportesi bal. s Smve)' Kruakal-
c terbadap knalitu • TrltionP.B,. SPSS 13.0 Wallis dan 
~ Terapan,. Penerblt Andi Korelasi 
" pelayanan 

Yogjakarta 2005 Spearman iii angku:tan umum ? 
i 
:; c' 
lr 00 

~ ;, .. 
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2.6.2 Hipoteois Penelidan 

Sebagai jawaban sementara terbadap masalah yang te!ah 

dirumuskan maka diangkat bebernpa hlpotesis. Untuk model 

korelasi umum antara variahel kebijakan transportasi dengan 

kualltas pelayanan angkutan unmm, maka hlpotesis yang adalah : 

Ho,A = :'idak terdapat pengaruh kebijakan transportasi 
tetbadap kualltas pelayanan anglrulan umum 

Hl.A = Tenlapat pengaruh kebijakan transportasi tetbadap 
kualitas pelayanan angkutan umum 

Untuk model illl1jutan antara variahel kebijakan dengan 

kualitas pelayanan ll!lglrulan ummn, dil.ibat dari indikator basil 

peugolahan SERVQUAL , maka bipote:sisnya yang adalah : 

Ho,a = !ulak terdapet pengm:ub kebljakan transportasl 
tedllldap liii:Wr bcn!ind dari kualitas pe1eyanan 
ll!lglrulan lllllliDl 

Hl,s - Tenlapat pengm:ub kebijabn tnmsportasi tctbndap 
liii:Wr ~ dari kualitas pelayanan anglo­
umum 

Ho,c = Tidak terdapat pengaruh kebljabn tnmsportasi 
tahadap liii:Wr keandalan dari lmalitas pelayanan 
angJo-umum 

Hl,c = Tenlapat pengm:ub kebljalmn tnmsportasi temndal' 
liii:Wr keandalan dari kualitas pelayanan ll!lglrulan 
1IIDil'Il 

Ho,o = !ulak terdapat pengaruh kebijalmn IIIIDSpO!IaSi 
tahadap liii:Wr daya tana_gop dari kualitas 
pelayanan anglmlan umum 

Hl,o - Tenlapat pengaruh kebijabn tnmsportasi tedlndap 
liii:Wr daya tanggap dari kualitas pelayanan 
angkutan umum 

Ho,E = !ulak terdapat pengaruh kebijakan transportasi 
tedllldap faldor Jaminan dari kualitas pelayanan 
ll!lglrulan umum 

Hl,E = Terdapat pengarah kebljakan transportasi tetbadap 
faktor Jaminan dari kualitas pelayanan anglrulan 
umum 

Ho,F = !ulak terdapat pengaruh kebijakan transportasi 
temadap liii:Wr empati dari kualitas peiayanan 
angkutan umum 

Hl,F = Tetdapal pengaruh kebijakan tnmsportasi tetbadap 
faktor empati dari ku.alitas pelayanan anglrutan 
umum 

Untverelta$ Indonesia 
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BABID 

METODE PENELITIAN 

:u l'ENDAHULUAN 

Penefitian ini merupakan pendekatan yang menooba menghubungksn 

anwa kebijakan dengan implementasi dan lrualiras pelayanan Hal ini 

diauggap dopat menjelaskan fuklor-fllk:!or kebijakan publik pemerinlllh 

daerah dibidang transportasi yang dopat betpengaruh teriwdap lrualitas 

pelayanan Angkutan umum. Penelltian jenis ini sangat .relevan bagi 

perc:llCBDil dan perc:llCBDil8n 1 

Pada bah ini akan dibabas tenl!mg me!ode yang akan digunakan padn 

penelitian yang meliputi, Lokasi l'eneli1ian, RumliSIIll Masalllh dan stmtegi 

peneli1ian, Proses Peneli1ian, Populasi dan Telmik Pengambilan sampel, 

Inslnanen Peneli1ian, l'engumpulan Dala dan Variabel Peneli1ian, Dan 

wrakblt akan dijelasbn mq...U me!ode analiJJis yang digunakan 

3.2 l'OPULASI DAN SAMl'EL 

Populasi ada!llh wilayllh generalisasi yang terdiri atas objeklsubjek 

yang mempunyai lruantitas dan brakteristik - yang ditetapkan oleh 

peneliti Ullluk dipellliari dan lremudian dilarik kesimpulan2
• Jni bemrti 

babwa populasi ada!llh keselurulutn brakteristik - sifal yang dimiliki 

objek alaU subjek yang akan diteliti. Sedangksn sampel ada!llh bagian dari 

popupasi yang memiliki ciri...::iri alaU lceadann - yang akan ditellti, 

kareaa tidalr. semua data dan info1111l!Si akan diproses dan tidak. semua orang 

atau benda akan diteliti melaiakan cukup dengan manggunakan sompel yang 

mewakilinya.' Sompel Respooden untllk penelitian diambil """""' 

purposive sampling (Respooden ditetapkan) sesuai dangan ~uan 

peoelitian. Pwposive Sampling dikeoal juga dangan sampling pettimbangan 

yang digunakan peneliti jika peneliti mempun}'lli pertimbangan-

' sug;yo.o, Po/U:y llesemch • Goiab MMa 1994: bal4. 
'Sllf!jyono Po/U:y R....,ch, Gajah Milda 1994: bal4 
3 Drs.Ridwan, MBA. Metode dan Teknik Menyusun Tesi1, Penerbit Alfabeta bandung. 2004. Hal 
56 
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pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampel. Kreativitas peneliti 

dalam meneijemabl<.an populasi sangat menentukan ketepa!an estimasi4 

Untuk mengulrur bubnngan kebijakan dan !rualitas pelayanan 

angkutan umum dapat dilibat dari basil pmepsi pma pibak yang te!kena 

dampak dari kebijakan dan pelayanan angkutan umum . Oleh katena itu, 

populasi dan sampel dalam ~-lilian ini adalah pant. Regulator, Operator 

dan User Angkutan umum. 

3.3 RUMUSAN MASALAB dan STRATEGII'ENELITIAN 

3.3.L RamWWl Mualah 

Rumusan masaiab dad penelitian ini adalab : 

I. Faktllr-faktor kebijakan epe saja yang terdapat dalam kebijakan 

transportasi di daerah? 

2. Faktl!r-faktor epe ~a yang diperlukan untuk kualitas pelayanan 

angkutan umum? 

3. Bagaimana pengaruh kebijakan Pemerintah daemh di bidang 

transportasi terbadap kualitas pelayanan angkutan umum? 

3.3.2. Sintogi f'oael.l6an 

Dalam penelitian ini dignnakan suatiJ strategi yang disantukan 

Yin (1996} seperti yan dilampill<an pada table herikut : 

Tahel3. I Situasi-Situasi Relevan Untuk 8tmtegi 
• Penelilian Yang Berbeda --- -- _,..., ..... _..., ........ poodldu 

ftc• Btla• ........ --lola 

Ek!pctim ... ~- Ya Ya 

........ s-_.,.,_ 
Tidol: Ya buapabonyok 

Aaalisis 
s...._.,.,_ 

Tidal< 

,_ --Historis ~~ "itdak ,_ 
Studl Kasus BJPmllllll. mengapl Tidat y, 

Sumber: Prof_Dr.Robert X.Yin.. "Shtdi 1\DSUf {)e;s(Jin dan Metode'-' Roio Grajinda 
Persada. JaAarta 2002. hal 8 
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Betdasark:an !abel tersebut maka metode }'llllll tepat untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dengan jenis "Bagaimana" adalah 

menggunakan metode Studi Kasus, sedangkan untuk jenis pertanyaan 

"apa" adalah menggunakan metode .survel. 

3.4 PROSES PENELITIAN 

Dalam survei, infonnasi dikumpell<an dari responden dengan 

menggunakan kuisioner. Unblk mengidentilkasi faktor..faklor lrebijokan apa saja 

yang tetdapat dalam lrebijakan tranportasi di daerah dan fak:tor.faktor yang 

dipeduk:ali untuk kualitas pelayanan anglnllan umum, digunalam data seknnder 

}'llllll didapat dari litera!Ur berupa pe:!llblran daerah yang ben$a1l untuk 

mengidentifikasi awal Vlll'iabe: penelitian. Penelitilltl survei yang dilaknkan 

dibagi lredalam d1Ja 111bap sebogai berikul: 

I. Kuisioner }11D!! digunakan pada lllbap awal menggunakan kuisioner 

terbub yaitu kuisione< dalam bentuk sededJana sehingga lllSpOilden dapa1 

memberikan Urian sesuai dengan kehendak den keadaan5• Vari.ahel basil 

lilmatur sooara umum dU>awa Ire pakm:/ahli dalam hal ini DPRD den Dinas 

Pedmbungan Kola Cireboo den Kola Tepl untuk di verilitasi, klarifilalsi 

den validasi denglltl melingbri 6kto<-faktor kebijakan lr8JISpori.IISi dan 

6kto<-fuktur untuk kualltas pelayan~~t~ lltlgkulan ummn yang terdapa1 

dalam peratunm daerah lenleng tnmsportasi • Kemudian, polar dlminta 

untuk mengisikan kolom perbai.kanl masuklm yang menya!akan persepsi 

polar mengen.oi hal-hal yang akan menjadi variabe1 dalam peaelitilltl ini. 

Jika variabel penelitilltl menurut polar belum lengkap, polar diminta 

untuk menamhallkan daftar yang telah ada tersehut, telmik yang digunakan 

untuk mempero!eh basil yang sesuai denglltllujuan penelitilltl digunakan 

teknik wawancam dan brainstorming Hasil analisa dan pembahasan diakbiri 

dengan penarikan dan penyusunan keslmpulan untuk fuktor-faktor kebijakan 

yang terdapat dalam kebijakan trnnpenasi dan faklor-faktor untuk kualias 

pelayan~~t~ angkulen umwn. 

"Drs..Riduan_M.B.A,. ska/a pengukuran variabitl~wuiabei penelitian aJfilbelta bandUllg. 2002 hal 
26 
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2. Pada tohap selanjutnya berdasarl<an variabel basil verifikasi, klarifikasi dan 

validasi ke pala;r dilanjutkan k:uesioner tahap kedua kepada respond en untuk 

mengetahui persepsi responden terbadap bobot kedua variabel. Mndel 

kuisioner tohap kedua adalab kuisioner tertutup yang disajikan dalam bentuk 

seAemikin rupa sehingga respondeD diminta untuk memilih sam jawaban 

yang sesuai dengan kanlkteris1ik diriny~'persepsinya dengan cora 

memberikan tsnda tsnda cluu:klisl Survei kuisioner tohap kedua dilalrukan 

teihndap ""'f'flOden yaitu Regula/or (DPRD, Dinas Perbubungan), 

Operator da" penggun.a angk:utan WDUlll. Data dari respondeo diolah dan 

dianalisis. Hasi1 analisa dan pombaha ... n diakbiri deugan pellllri.kan dan 

penyusunan kesimpulan untuk hubUIIgllll antara kebijakan petuerln1ah 

daemh dibiilrmg traosportasi dan kualitas pelayanan aoglndan umum. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Konsep cia...,. alur peneliti.an dapat dThat ;Nih Gambar 3 I dibawah ini I I . . . 
1, ... ,, .... ,_ I 

+ 
""""- tujuan dim 

ft't!l<bud !lC:DetidaD 

• I 
_,_ 

I 
J. 

I Kui~lonet Tehan 1 I 
J. 

!lola Collecliug I 
PalcatiValidosl.Kiorifil:osi. validasoo 

--'--------------------··--·--·----f-------------·-··-·-·-·-··-·-·-··---·--
+ 

Tllbulom-bosil --·-' 
Uji Korelasi 
So=man 

_I Kuio-Tahapll I 

-I P~nsampel I._ (Uji Kruskal-Wallis) 

~Kebijalmn 
--dibidang 
.._,..n..~op_ 

peb!yanan tlllgi:ulan ummn 

Data Collocting II 
ll<spooden 

! 
Peogujian Reliabililas 

dan validilas 

Gambar 3.1 Diagram alit proses penelitiM 

'Drn.ltid-M.B.A,. skala pengulomm wriahe~.,.,;obel peoeUtiao alfubelta bandung 2002 hal 
27 
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3~ VARlABELPENELnnAN 
Kebijakan Pemerintah Kota di bidang transportasi adalah konsep 

pereoeanaan, tujuan dan sasanm serta pola pendekatan kebijakan yang 

dirumuskan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan lrualitas pelayanan 

transportasi yang prima kepada masyamkat. Dengan demikian , maka 

operasionalisasi variabel kehijakan pemerintah daerah di bidang II1IDSpOrtBSi 

diberikan melalui Niloi Kepedulian (care), Ntloi Sikap (Share) dan Niloi 

Keadilan dan Kepentingan Umum (Fair)7 
• Sedangkan lrualita.• pelayanan 

ongkutan umum adalab kondisi pelayanan yang prima karena terjamin 

kem•ldaban, lcebmcaran, kenymruman, dan kenmanan pelayanan serta 

memberikan kepuasan kcpadB. pengguna angl<utan llJll\IIIL yang dijabadam 

menjadi lima kriteria3 yakni Tangibles (terulrur), Reliability (Keandal!lll), 

Responsilleness (Daya TBD<'_gap), ksurance Gaminan) dtm Empathy (Empatt') 

Tabel3.2.Mstrlks kisi-ldsi Variabel Pcoelitian 

-...... 'IW;W 
(l)ls.RIIIw>m, 
M.li.A) 

.., .... 
~ 
Pmasmawen 
dal!<ny) 

-

'"'""" 

~} 

'Drs.Ridwan,M.B.A,. Sbla P<agulwrnn Variabe~VIIriabell'«lelilian,. Alfabe1a Bondung 2002. 
hal75 
'zcitham~ l'arasunlmlm da lkny Deli»ering Qua/ily Servire Free~"""'· 1997 Hal. 23-26 
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3.6. INSTRUMEN PENELITIAN 

))&lam verifikasi. klarifika;j, validasi dan reduksi variabel, digunakan 

kuesioner dengan skala ordinal untuk mengetahui pendapat Responden 

mengenai pengamh Kebijuksn remerinlah dibidang trnnsportasi telhadap 

Knalitis pelayanan angkutan umum, adapun langkah-langkl!h yang uksn 

ditempuh adalab : 

I. Penyebalan daftar pertanyaan (kuesionet) diukur dengan meogganakan 

skala oidinal dalam fuiDlllt Likert dan diberi skor, diklasifikasikan menjadi 5 

(lima) kalegoril den!jat jllWllban sebagai oontoh: 

Skor 1 = 8aDgot Ttdak Selujll 

Skor2 =TtdakSelujll 

Skor 3 = Rllgu-rag>J 

Skor4 = Setuju 

Skor S = 8aDgot Setuju 

Denpn skala Likert mennmgkinkan respondea membedaltkao ~ 

jawaban mereka, sebingga dapat lebih jelas menya1llkan den!jat pendapat 

.......... - pelayanan angkutan - yang .......... lerima.. Dengan 
perlndllllll lain. skala librt dipeognnuksn un!uk. memungldnkan responden 

memberikanjawaban dalam be:ibapi tinglartan jawaban. 

2. Dala yang tdah c1iisi oleh responden, dilaltuk.an pengeditan ,diperil<sa untuk 

mes!gelahui apabh responden beoar cam peogisiaunya. aninya pengisian 

k:uesioue.- dilakulam de:Dgan baik untuk selanjutnya diproses ke tabapon 

~ 
3. Jawaban pertanyaan dan dafa.da!a digoloog-golongkaulklasifikasi untuk 

inemudablam penganalisaan 

4. Dala yang ada <li kuesioner dipindabkan ke lembat kode (k:odefikasi) yang 

telah ditentukan dengan memberi identifikasi angka tertentu 

5. Berdasarkan data empirik yang diperoleb, pengolahan dan analisis data 

dalam perhitungan statis1ilmya dibantu komputer dengan mengganuksn 

prognm~ SPSS versi I S.O untuk mempercepai peketjaan peoghitungan 

dengan lanapan basiloya valid dan beoar. 
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3.7. PENGUMPULAN DATA 

Untuk: memperoleh data dan informasi bagi penelitian dilakukan 

pengumpulan data yaitu dota primer dan data slrunder dangan merode 

pengumpulon data yaitu teknik surve~ waWliOOirll, dan teknik dokumentasi atau 

studi kepustakaan. Te.dapat dua jems data yang digunalam dalam penelitian ini 

y~tu: 

a. Dam selrunder, didapat dari basil studi literatur seperti buku, referenai, 

jumal dan penelitian loin yang terkait dengan penelitian ini, yang bertt!juan 

lDltuk iilenti.fikllsl aWBI variabel peneliti2n. 

b. Dala Primer, yaitu data yang diperoleh dari basil kuisioner dan basil 

waW1111C8111. 

Untuk: merode pengumpulan data yang dignnakan dalam pengumpulan 

data primer illi a<)alab : 

1. Melalrukan swvei dengan penyebaran lruesione< kepada n:sponden 

2. Teknik wawancma bemruklur dan tidak bemruklur. w..........,.... bemruklur 

dilakukan dengan menggunakan lruesioner dan wawancma tidal< berslmktur 

dilakulam dengan W8WliDOIIIa behas dan mendalam (indeptlr intnew) 

3.8. METODEANALISA 

Metode analisis diartikan sebogai upaya mengelolah data meujadi 

informasi, sehingga .l<arakterlstik atau sffilt...WU data leisehu! dapat dengan 

mudah dipahami dan beromfilat Jl""""S'iabaa penelitian. 

Metode yang dignnakan adalah metode Korelasi non parametrik yaitu 

untuk mengetahui pengaruh Variabel behas kebijalrun pemerintah daerah di 

bidang 1lm!Sportllsi terbadap Vllriabel kualitas kualitas pelayanan angkutan 

umum. Pada model ini, kila bisa melihat besar pengaruh dari masing-masing 

faktur yllllg dianggap berpengaruh. 

Sebelum dilakulam analisa terbadap hasi1 kcrelasi dari pengnlahan data 

alrun dilakukan statistic <ksliriptif untuk: memberikan gumbaran (deskripsi) 

tentang data yang tersedia. Untuk: me!Bkukan analisa knrelasi dari sampel data 

kebijalrun 1lm!Sportllsi dan kualitas pelayanan angkutan umum tersebut 

dignnakan program slasistik SP&Y For W1ndow ver.l3.1J. 
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Adapun Metode analisis data statistik Non parmnetrik dapat diuraikan 

sebagai berilrut : 

I. Uji lebih dari dua sampel bebas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah lebih dari dua buab sampel 

yang bebas berasal dari populasi yang sama. Uji yang digunakan adalah 

Uji N sampel bebas Krud:al-Wallis 

2. Uji Korelasi 

Uji Kore!llsi yang bertujuan untuk mengetahui bubung;m antara 2 variabel 

atau lebih, jika ada hubungan yang signifikan , dan seberapa erat 

hubungan tersebul. Uji yang digunakan adalah KDre/osi Spearman dan 

lwrelasi Parsial Spearman. Besaran Korelasi ditentukan berdasml<an : 

a. Tanda + atau -. Jika korelasi + berarti hulrunglm searah dan sebalilmya 

jikliumda- . 
b. Besar kore1asi berada antara 0 sampa! 1. Untuk: ke.onvlaban digrmakan 

tingkat keeiaiBD hubungan antar wriabel menurul Guilford Emperieal 
Rulesf 

Tabel3.3 T1ngkat Kee.tBIBD Hubungan 
Nilal Kor.lal :..:;;' 

0.00- <0.20 11!! ~~L 1icJakada 
>0.20- <0.40. fHi ....... 
>0.40- <0.70 H sedanllienkao 
>0.70- <0.90 
>0.90- <1.00 H san1!81kaat 

c. Nilai signifikan Ho = p :5 0.05 , Ho Ditolak 

Ho = p 2: 0.05 , Ho Diterima 

3.9. UJI V ALIDITAS dan RELIABD.ITAS 

3.9.1 Uji Vallditas 
Uji wliditas diartikan sebagai pengujian untuk mengetahui 

sejauhmaM ketepBIBD dan kecermatan suatu ala! ulrur (instrument) 

dalam melakukan fungsi ukumya. Suatu tes penelitian dapat 

dioyatakan mempunyai wliditas yang tinggi apahila alat ulrur 

ter.iebut meujalankan fungsi ukumya atau memberikan basil ulrur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengulruran tersebut10
• 

~Sambas Ali Muhidio.SPd.M.Si. Analisa Kore/as~ Regre.si dan Jahir Dalam Yene/itian. 
Cv.l'uslaka Sem, Bandoo& Tabun 2007.1W.l28 

10 Drs. Saifuddin Azwar,M.A,. Reliabilitas dan Validitas,. PusiBkaPelajar,. Yogjakarta 1997, bal. 5 
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3.9.2 Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas adalah sejauhmana basil suatu penelitian 

dapat dipereaya. Hasil pengukunm dapat diperoaya hanya apabila 

dalam beben!pa kali pelaksanaan pengukumn tetbadap kelompek 

suijek yang mana diperoleb basil yang relative sama11
• 

Hasil uji reliahilitas meneerminkan dapat dipereaya alan 

ti<lakoya suatu instrument penelition berdasarkan tingkat 

kemontapan dan ketepatan suatu alai ukur dalam pengertian bahwa 

basil pengukuran yang didapat!am merupakan ukuron yang benar 

dari SWIIU ukuron12• 

l'engi91Jm data dilalmkan deogan alat bmltu software SPSS 

dengm menggunakan met<>c!e A/plul-CrcnJJach. S!Andar )11118 

diguuakan da!am menentnlaln reliabel dan tidaknya suatu 

inslrumen penelltian umUID1I)'Il alah peri>!mdinpu antam r 

bitung dengan r label peds talllf tingkat l<epereayaau 95% alan 

tinglmt signifikansi 5%, dalam petihmgan ini nilai r diwanti oleh 

alpha, apahiJa alpha bitung Jebih besat daripeda r label dan alpba 

bitung bemilai positi.t; maka suatu inslrumen penelffian dapat 

disebut reliabel13
• 

3.10. KF.SIMPULAN 

Dalam peneli1ian ini diglmakan dan met<>c!e penetitian yaitu studi 

kaSus dan survei. met<>c!e studi studi kasus dil!'makan untuk mengetabui 

hubungan variabel Kebijakan pemerinteh daerah dibidang II'ImSjlOitiiSi dan 

variahel ukuron kuatitas pelayanan angkutan umum. SMangkan metode 

survei dilakukan melalui lruisioner, dan wawancam lrepada responden gnna 

mencapai tuju:m penelitian. Darl data yang Ielah diperoleh, dilalrukan tehap 

penetapan tekDik analisis dan pengolahon data. Analisis yang dignnakan 

adalah analisis pengntub k:ualitatif, dan analisa korelasi. yang mengbasilkan 

jawaba tujuan penelitian. 

,, Drs. Soiliuldin Azwar,M.A.. Op.cit hal4 
ll Trition P .B •. Op.clt hal. 248 
13 1bid 
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4.1. PENDABULUAN 

BABIV 

LOKASI STVDI 

Lokasi penelitian ini odalah Kota Cirebon di l'rovinsi Jawa Barat dan 

Kata Tegal di l'rovinsi Jawa Tengall. Kedua kota dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena kedua kola ini litemiliki bebempa poiSOmlllll1 dan perbedaan 

yang terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu : 

I. Letak kedua kota berada di jalur pantai utam, pada simpul pergemkan 

:ransportasi antat provinsl di Pulau Jawu, Kota Cirebon menjadi simpul 

8Diata l'rovinsi Jawa Bamt Jawa TC!IJ8ah dan DKI Jakarta, $edangbn 

Kola Tegal meqjadi simpul antata Pro'!'insi Jawa Tengah, Dl · 

Yolcyskarta dan DKI Jabrta 

2. Kedua kota mempa1om daerah yaug dibentuk jauh sebelum adanya 

kl:bijakan otonomi daaah, berdasalkan Undang-lllldang No. 16 

Thn.l950 tentang Pembentukan Daerah-daerah KotaBesar Di Jawa 

3. Kola Cirebon dan Tegal memiliki sarona dan pmsanma lnml!pomlsi darat 

a. Terminal Bus bertipe A, yaug terdapat dalam sa111 lokasi dangan 

terminal anglrutanlrola,. anglrutan pc"RDtaan dan pedesaan 

b. Jenis kendaraan anglrutan umum llmliri dari yang betmotor yaitu bus 

besar, bus kecil (ell), milcrolel, dan tabi, ,...Jangbn tidak betmotor, 

bccak dan sepeda selain itu terdapat smsiunlrereta api 

4. Selain Organisasi Angkotan Darat (ORGANDA) juga terdapat 

orgaoisasi pengemudi di setinp tmyek angkutan koui yang disebut 

deogan Peguyuban 

5. Koudisi lalu lintas hampir diselurub ruas jalan odalah lalu lintas 

c:ampman (mix traffic), di!llllM kendaraan bermotor (mobil dan sepeda 

motor) dan keodanwn tidak betmotor (be<:ak dan sepeda) bcn:ampur. 

Sebingga mempengaruhi kecepalan keodaiaan. 

6. Sedaogbn yang terkait dengan kebijakan transportasi dnpat dllihat 

pada label berikut di bawah ini 
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c: 

i 
;; 
g 
m 
;; 

Kebijakan 
Transportasl 

dan Pelayanan 
And<utan Umum 
. 1 

Kebijakan Trayek 
dan kendaraan 
angkutan kola serta 
kondisi load factor 
lembaga 
penan • iawab 

Kebijakan terhadap 
pelayanan terminal 
angkutan ummn 

Tabel 4.1. Kebijakan Tnmsportasi di Kota Cirebon dan Kota Tegal 

KolaTepl Kola Clrebon 
. 

% 3 
terdiri dari 2 trayek dengan load factor rata- terdiri dari 10 trayek dengan load factor 63.5 %., 

rata 70 % sebingga belum ada kebijakan S~ak uihun 2005 tidak ada penambabanjumlab 
penambaban trayek ataupun jumlab kendaraan trayek dan kendaraan 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan inforDilllli Dinas Perhubungan 

I. Berbentuk kebijakan retribusi terminal I. Berbentuk kebijal<.an pelayanan terminal 
sebagai pembayaran atas pemanfaatan penumpang dengan tujuan untuk mewujudkan 
fasilitas terminal terminal sebagai prasarana angkutan penumpang 

2. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi yang oman, nyaman, tertip dan Ioncar. 
didasarkan pada mernperoleh keuntungan 2. Mengatur tentang : 
yang layak, sebagai pengganti blaya a. Subjek dan objek pelayanan, fungsi, fasilitas 
pengelolaban, biaya penyelenggaraan, biaya terminal dan daerab kewenangan terminal 
kebersihan dan biaya administrasi b. Pelayanan terminal terhadap angkutan wnmn, 

3. Selain itu mengatur tentang: P""8W8]ung, pelayanan penunjang, parkir dan 
a. Ketentuan nama, objek, subjek, kebersihan 

golongan retribusi c. Oolongan retribusi dan wilayab pemungutan, 
b. Struktur dan besamya tarif serta tala prinsip dan sasaran,besamya reribusi, cora 

cora pemungutan pemungutan dan cora pembayaran 
c. Sanksi dan pidana akibat tidak d. Pernbinaan dan pengawasan 

mernbayar atau keterlambatan e. Ketentuan pidana dan penyidikan 

"' c 
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c: 

i 
i 
~ 

f 

1 

Kebijalam tentang 
pengujian 
kendanuln bermotor 

z 
1. Berbentuk kebijalam retribuai pengujian 

kendanuln bermotor sebagai pembayaran 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor 

2. Prinsip dan saSaran struktur dan besamya 
tarif didasarkan pada tujuan untuk 
menutup biaya penyelenggaraan pengujian 
kendanuln bermotor dengan 
mempertimbangkan kemampuan 
masyarakal dan aspek keadilan. 

3. Mengatur tentang 
a. Ketentuan nama, objek, subjek, 

golongan retribWii 
b. Struktur dan besamya tarif serta tata 

cora pemungutan dan penagihan 
c. Sanksi dan pldana akibat ddak 

membayar atau keterlambatan 
pembayaran retribUlli 

3 
I. Berbentuk kebijalam pelayanan pengujian 

kendanuln bermotor untuk memberikan jaminan 
kesel•matan secara teknis dan menjamin 
kelestariau lingkungan dari pencemaran terhadap 
penggunaan kendanuln bermotor di jalan 

2. Ruang lingkup te!diri dari fasilitas pengujian, 
pemberian pelayanan pengujian, pelayanan 
administrasi, pembinsan, pengawasan dan 
pengendallan, dan peningkatan SDM 

3. Mengatur tentang : 
a. Kriteria penS\Iiian. subjek dan objek 

pelayr.nan, kelaikan kendanuln bermotor, dan 
pengujian 

b. Pelayanan dan penyelenggaraan pengujian, 
pemeriksaan mutu, peogujian awol, berkala 
pengujian pengbapusan dan mutasi tempat 
pengujian 

c. Oolongan retribWii dan wilayab pemungutan, 
prinsil' dan saaaran penetapan tarifuntuk 
meniii'Jp biaya pelayanan yang tidak terlalu 
memberatkan, besamya tarifpengujian, cora 
pemungutan dan pembayaran 

d. Pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana 

"' -
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c: 
~ :c· 

i 
I 
" 

I 

Kebijakan tentang 
izin tmyek dan izin 
operasi angkutan 
umum 

Kebijakan lainnya 

1 
I. Berbentuk kebijakan retribu.!i izin 

tmyek,izin operasi, dan izin insendentil 
kepada pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan pelayanan angkutan 
angkutan penumpang umum dalam wilayah 
daerah 

2. Prinsip dan 88S8lllll struktur dan besamya 
tarif didasarkan pada tujuan untuk 
menutup biaya penyelanggaman pemberian 
izin tmyek, izin operasi, dan izin insendentil 
angkutan penumpang 

3. Mengatur tentang 
a. Ketentuan nama, objek, subjek, 

golongan retribusi 
b. Struktur dan besarnya tarif serta tata 

cara pemungutan dan penagihan 
c. Sanksi dan pidana akibat tidak 

membayar atau keterlambatan 
pembayaran retribusi 

Kebijakan tentang penyelenggaraan 
perlengkapanjalan oleh pribadi atau badan 
yang mengatur tentang : 
I. Tanggungjawab pemerintah daeruh dan 

keterlibatan pihak lain dalam 
penyelenggaraan perlengakapan jalan 

2. Ketentuan pidana, penyedikan dan 
pelaksanaan dan """a•wasan. 

3 
I. Berbentnk kebijakan retribusi izin tmyek, untuk 

meogblmpun pendapatan asli daeruh dan untuk 
mengOI'dalikan dan mengawasi keseimbangan 
aatara kebutubanjumlah angkutan dan tmyek · 
yang diperlukan serta untuk memberi peluang 
borusaha l:epada masyarakat 

2. MengatUr tentang : 
a. K.etentuan perizinan, persyaratan adminstrasi, 

fisik dan teknis ; masa berlaku izin; kewajibao 
pemepng izin dan pencabutan izin 

b. Nama, objek dan subjek retribusi; golongan 
teitibusi dan wilayah pemungutan; prinsip, 
""""""' dait penetapan tarif; besarnya tarif. 
cara pemungutan dan pembayaran: dan 
penagihan 

c. Keringanen , penguraogan dan pembebasan 
retribusi 

d. Sanksi administmsi, ketentuan pidana dan 
penyidikan 

kebijakan tentang parkir di badanjalan yang 
mengatur tentang : 

I. Penyelanggaman parkir di badanjalao 
2. Penetapan lokasi untuk parkir 
3. Posisi parker 
4. Besarnya retribusi untuk parkir 

' 

::.: 
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Dari tabel di atas dapal dilibat bahwa terdapat bebernpa persamaan dan 

perbedaan dalam pola kebijakao yang terdapat dalam peratunm daerah antara 

Kota Cirebon dan Kota Tegal. yaitu : 

1. Sedikit sekali jumlah peraturan daerah terkait dengan transportasi yang dibuat 

di kedua daerah tersebut, padahal berdasarlatn wewenang yang diberikan 

uotuk kebijakao transportasi dikota dan kabupateo, terdapat paling sedikit 18 

(Delapan Belas) wewenang kaoupalen! kota dalam nmgka otonomi daerah. 

2. Di Kota Tegal Tujuan utama dari. setiap Petatman Daemh adalah UDtuk 

menarik re!ribusi dari. pelayanan yang diberikan ..:dangkan di Kota Cirebon 

selain meoyangkut peoarikan re!ribus; yang terdapat dalam bagian 1etsendiri, 

juga dialurtentaag tujuan,- ...... dan persyaralan pelayamm perizinan. 

3. Prinsip penetapan besaran teln'Wsi di kedna kola adalah uotuk memperoleh 

~!'mlbmgan yang !ayak dan sebagai pengganti biaya pemanli<alao pelayanan 

yang diterima oleh peogguoa jasa serta uotuk pemeliman 

4. Tangsong jawab pelaksana kebijakao di Kota Tegal adalah iJIStallsi yang 

memiliki togas beragam selain mengurus masalah transportasi juga memillki 

togas yang telkait deogm k:om.uniJo:lsm dan jnfiRI!U<.ft se!Jiuw togas iJIStallsi 

ini meujadi lidak maksjmal Hal ini berbeda dengan Kota Cirebon yang 

dilangaiii oleh satu iJIStallsi yaita DiDos Pedmbuogan 

5. Dasar bu1mm dari. setiap Petatman daerah masih meogacu kepeda Uodsng­

undang dan Petatman l'<me:riiltah yang lama dan Ieiah dimboh, sepetli 

Undang-undang No. 22 Tehuo 1999 tenmng Pemerintabao Daemh dan 

Undang-undang No. 14 Tahuo 1992 tentaag Lalu Lintas Angkutau jalan, 

sampai saat ini belwn !Ida n:visi tetbadap pema·perda tersebut. 

6. Pada setiap peratunm daerah ~ di kedua kota sangat sedikit sekali terdapat 

keterkaitan peratunm daerah ""'"'but dengan pelayanan angkutau umum, 

terutama di Kota Tegal, sedangkan di Kota Cireboo dalam beberapa pesal baJ 

ini masih disebutklm sepetli pada petda tentang izin trayek yang menyeblilkan 

tujuaa petda ini bagi penyelensgaman angkutau penumpeog yang selamat, 

lerlip, aman dan !ancar. 

Selain bat-hal ~ diatas dibawah ini akao diberikan gambanm umum 

tentang lokasi studi pada sub bab tersendiri. 
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4.2. KOTACIREBON 

Kota Cirebon terletak pada ,-----;;,_,_;-:,-,;:. , :-;. ,.;c-c:?=~~="' 

1011"33 Bujur Timur dan 6"41 

Linlllllg Selalan, bagian limur 

Jawa Bam!, memanjang dari ~,-,,.,.,,, · 

barat ke timur ± II km dengan 

kelinggian dari pennukaan lau! ·-
±5 M . Luas Kola Cirebon adalah c~ 

C1ftt!Cn . 
l.b!d .-

J ... • '.-. • -··"<:;;)! :·~- g(: ' •.. ' •' 
"~~=·rc 

3. 735,82 hek!ar atau ± 37 km2 1-..._:SIO=Oia'l::•:._:l;_~~--',;...,,._: 
Ga!nbm-4.1. PetaKDI&Cirel>on de!lgan dominasi pengguoaan L_ ______________ ~ 

laban UDIIII< pernmahan (32%) dan laD8h pertanian (38"/o). Wtlaysh Kota 

Cirebon dibatasi oleh : 

• Sebelah Ulam : SUJl88i Kedung Pane 
• Sebelah Bamt : S. Banjir Kana1l Kabupaten Cirebon 

• Sebelah Selatan : 8uDgai Kalijaga 

• Sebelah Tmrur : LautJawa 

Dan tenlirl dari lima k"""""a!an dengan luas sebagai berilrut : 

• Hm;jmnnkli : 17,615 kin' 
• £.cmab Wungtuk : 6.s«T km

2 

• l'cblipan : 1,561 km2 

• ~bi : 8,089 km2 

• ~ : 3,616 km2 

Tabel4.2 Tala Guna Laban Kola Cirebon 
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Tabel4.2 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Cireoon 

No Kecamatan 
Luas Wilayah Jumlah Kepadatan 

(H.a) Pendndul< (jiwa/Ha) 
l Hlujamukti !.761 92.010 52,28 

2 Lemahwun 652 52.884 81,11 

3 Pel:alipan !57 33.867 215,71 

4 K.lsambi 80S 68.340 84,89 
s Keja!o;an 361 43316 119,99 

Sumlah 3.736 290.477 77,75 
. 

Berdasarkan koreteristik kota. peluang dan tatrtangan yang alam 

dihadap; Kola Cirebon di masa damng, Pemerinlnh Daerah alam 

meogemba:ngl:an Kola Cirebon menjadi Kola Pomfagllnglln dan Jasa. 

Rwnusan kesepakatan ini teltUIIng dalam Visi Kola Cirebon "Kola Cirebon 

menjadi Kola Perdagllnglln dan Jasa Yang M!gu Tahun 2008" .Untuk 

mewujudkan visi tetsebut, dite!apkanlm delapan misi yaitu: 

I. Meo>ingb!lam kuaUtas sumber daya umnnsia yang dilandasi oleb nilai· 

ni1ai !rei!!!!!ll8ll dan kelaqwaan 1mbadap Tuban Yang Maha Esa dan lain­

lain lulmr bodaya bangsa. 

2. Meningkalbn profesionalisme apan11ur dan rcvilalisasi lrelembagaan 

Pemerintah Kola yang efeldif dan etisien mB1lllju pemerintahan yang baik 

dan bebas dari Kotupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

3. Meningkatkon k..,marum dan ketertiban umum. 

4. Oplilnalisasi pemanfaatan ruang kota dan pelestarian keseimbanglln 

linglnmgan hidup. 

5. Meningb!lam kualitas dan knantitas pelayanan p!liSallUUl dan sarnna 

ekonomi serta produktifitas ekonomi yang berdaya saing tinggi. 

6. Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada nilai· 

nilai trodisi dan bodaya Cirebon. 

7. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembanganan. 
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&. Peningkatan kemitrruul dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan 

!embaga lain baik yang betsifut tol<al, regional, nasional dan intemasional. 

Selanjutnya unWk lebib mengoperasionalkan dan menteijemahkan misi 

dalam pemyataan yang lebib detcil, perlu diurail<an dalam arah kebijakan 

dan program prioritas. 

Peluang dan prospek Kota Cireben dapat diidentifikasilo.n sebagai 

berikut: 

I. Masib tenlapatnya laban yang kosong dan komersil yang dapat 

dikembangkan 1IDlUk kegiatan perekonomian yang letaknya tersebar 

diseluruh vrllayab Knta Cirebon seperti unWk kegilltan penlngangan dan 

jasa, ~ wisata, industri, dan hlin-lai4. 

2. Laban pcrtanian yang masih luas dipinggiren Kota. Cirebon yangdapat 

dimanfaatalran 1IDlUk kegilltan il!iW bisuis. 

3. StDDber daya !aut dlsepaojang pontai Kola Cirebon yang bisa 

dimaniBatfam 1IDlUk kegilltan wisnta !aut. ngro industri, dan sebngainya. 

4. Adanya pelabahan Cirebon dan ~awanan I pelaboban perikanan yang 

masih temoka 1IDlUk kegiatan industri, petdngangan (ekspor, impor, antar 

daerah/pulau). 

5. Jumlah peruluduk yang cuknp dapat dilrembangkan dan dilatib Dga! apat 

ilrut berpat1isiposi dalam berbngai kegilltan pembangunan yang didnkung 

oleb sejumlah peqpmllltl tinggi dan sekolah lrejurwm. . 
6. Tersedianya infrastruktur atau soranaipmsamna penU!liang kegiatan 

perekonomian seperti listrik, air, telekomunikasi, lembnga keuangan, jalan, 

dan lain-lain. 

4.2.1. Sanula DaD l'ruanma 'fraasporttii Darat Di Kola Cirebou 

Sanma dan prnsanma 

tnmsportasi darat terdirl dari 

tnmsportasi jalan dengan terminal 

bus Tipe A dan tnmsportasi jalan 

rei (kereta api). 

Unlve.rsitas lndones\a 
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A. Lalu lintas ang)ruwt jalan 

I. Terminal Penumpang terdapat 2 (dua) tempat yaitu tenninal 

tipe A P-'lljamuk:ti yang melayani AKAP, A.KDP dan 

ang)ruwt kota dan Terminal Dukub Semar merupakan 

tenninal khusus anglrutan kota dan angkutan 

petbalasanlpedesaan. 

2. Panjangjalan sepanjang 137,865 km., ten!iri darl : 

• Arteri Primer : 16,370 km 

• ArteriSektmder : IS,782km 

• Koleklor Primer : 6,339 km 

• Koleltor Sktmder : 15,528 km 

• I.olral : 83,855 km 

• Jalan Se!apok : 16,47 km 

Bila dibandingkan dengan luas Kola Cirebon 37,36 mt 
benlrti kepadatan jaringan jalan 4,4 km per krn1• Hal ini 

menunjukan bahwa Kola Cirebon memililri aksessibilitas yang 

liD8gi, pola jalan membeotuk pola grid yang dilqbpi dengan 

pola mdial dan lingkar di pinggir kola. 

Jumlah trayek yang melayani dalam kola sebanyak 10 trayek 

dengan tarifTohun 2009 turun 10% menjadi Rp.2500. 

No 

I 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

Tabel4.4 K.ineaja Anglo- Kota!Perkotaan 
di Kola Cixebon 

Trayek 
Panjaog Jumlah Armada loadFakto< 

Trayek(km) Alokasi hio (%) 

Dl 25.2 ll2 96 76,33 

D2 24.4 131 121 69,00 
D3 16.2 66 62 63,00 
D4 19.1 128 112 63.67 
DS 23.1 134 127 70,67 
D6 20.3 204 191 55,00 
D7 26.9 40 36 60.00 
DS 16.3 87 85 71,00 
D9 16.4 40 36 49,23 
DIO 32 7 s 56.33 

Jumlah 949 871 . . 
S,.,l!er' Dlnils Per/mbtmg<vl K® c .. elxm. Apnf 2005 
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Peratumn daerah yang letkait dengml kebijakan ttansportasi adalah : 

1. Pemturan Daerah No. 13 Tahun 1998 Teataug Retribmi lzin Tnyek 

2. Pemturan Daerah No. 7 Tahun 2001 Tmtallg Pengnjiau keudaraan 

bermolor dan Peraturan Daerah No. 16 11m 2002 TenWlg Perubabanya 

3. Pemturan Daerah No. 13 11m 2001 Tentallg Pelayanan Terminal 

Peaampang 

4. Pemturan Daerah Kola Cirebon Nomor I iahun 2001 Teutag ljin 

peuyeleuggaraan lempal parldr lWUDl Dlluar badllll Ja!D Peratumn 

damahkotacirebon no. 2 iahun 2008TealllagPartdr DlbldanhlaD 

4.3. KOTA TEGAL 

Kola Tegal terletak di 

belahan bon¢ l'ropiDsi Jawa 

Tengah. I:1euJan kondisi georafis 

~ 8lll:am 109'011' -

109"10' pris Bujur Tunur dan 

06':50' - 06"53' garis Umang 

Selalml. 

Luas wilayah Kola Tegal . 
39,68Kaf, yang dibagimenjadi Oombar4.3.PetaKolaTegal 

4 Kecamatan dengao 27 Kelurahan, dengmlluas sebagai berlkut : 

• T egal Barat •15,!3Km' 

• K"""""'laD MBigadana •ll,76 Km' 

• Kaeamalan Tegal Selatan6, • 43 Km' 

• K=atan Tegal Timur = 6,36 Km 

Dan dt"balasi oleh : 

• Arah timur : Kabupaten Tegal 

• Arah Barat : Kabopaten Brebes 

• Arah Utara : Laut Jawa 

Univer&bs lndoneaia 
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• Amh Selatan : Kabupaten Tegal 

Tabel4.5 Tata Gllna Laban Kota Tegal 

Tala G!IJIII Laban Laas(Ha) 

Kam emrukiman 1,779.00 

IndUSlrl 75.40 

Sawah 1,000.00 

Tanah Kering 526.60 

Kebun Campuran 56.00 

Perkebunan 21.90 

Hubln 60.80 
-Swn1J<r: Projll Daeroh Kola Tegal, 

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan 
eli Kota Tegal 

Statistik Pmdudllk J"amhh 

JumlahPria 120,291 jiwa 

Jumlah Womita 120,493 jiwa 
Jumlah Total 240,784 

Kepadatan Penduduk 6,981.27 Per Km2 

llellgan visi tneWlijudkan Kola Tegal .sehagai Pnsat Jndustri, 

Pe<dapnpn, Jasa, dan Maritim yang mempunyai keungguhm daya saing 

Wltuk menillgkatkan kesejabteraau bagi W8lll8llY8 melalui kebersamaan, 

dengaa misi sebagai berikut : 

I. Mem&sil.itasi dan meaegakkaa terwujudnya masyarakat yang beri.ma.n, 

bertaqwa. sehat, eerdas, dan bedrualitas. 

2. Meniagl<atkaa l:ualitas sumber daya maausia dan pengn!ISI!aa ilmu 

pengetahuan dan telmologi. 

3. Memfasililasi tetwujudnya pelakSI!Illll!n politik yang demolcralis, 

tnmsparan, aspimtif, berkeadilan dan menillghtkaa kesadaran hukum 

sella melindWlgi hak asasi manusia (HAM). 

Unlv81'9Ha8bldonesla 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



60 

4. Meningkatkan kondisi aparatur daerah yang professional, berdedikosi, 

berdaya guna, produktif, transparan, dalam rangka pelayanan publik yang 

efektif dan efisien guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. 

5. Meningkatkan ekonom.i daerah yang banda! dan lruat teru1ama upaya 

pemberdayaan masyarakal khususnya bagi pengusaha keeil, menengab dan 

koperosi. 

6. Meningkatkan sarana dan pmsarana yang tepat dan bermanfaat !llltuk 

meaunjang Kola Tegal sebagai pusat industri, penlagongan, jasa dan 

7. Meniqlcatkan kemm:npuan kenangan daerah dengan mengoptimalkan 

polmli daerab. 

8. Mendayapnalam dan menjaga kelestarian sumber daya almn dan 

U"&bmgsn bidapS00111'1loplimol. 

9. Meningkalbn keleslarian nifai.nilai. .sosial dan budaya masyarakat sesuai 

dangan kepn"badiaa yang lulmr. 

Tegal merupalam daerah beJ:potensi di sektor perilaonan, industri, dan 

pe<kebunan. Komoditi - dari sektor teiSebut ialah perikanan 1Bft8kap, 

s~ kenjinan bordir, tenun i1aJt, jamu tnldisionai, dan teh. 

Kebemdaan Pelabuban Niap, Tegal Bantt menjadi pusat perikanan ll!Dgkap 

dangan basil 425 tonltahun. KC!lliinan bordir banyak dijumpei di Keluraban 

Randugunting dan Desa Debong Teqah Ko;amalan Tegal Selatan. Iumlah 

keselwuhan me:ncapai 21 unit usaha deni!IUI menyerap tenaga kelja 751 

oraJJg. UPAH Minimum Kola {UMK.) Tegal untuk 1Bhun 2008 dilelapkan Rp 

560 nou. Jumlah tersebut naik Rp I 0 ribu dari pengajuan Dewan Pengupaban 

~l!!!!!l~s;so ribu. 

4.3.1. Sanuuo dan Prasanma 

Traasporiui Darat di Kola 

TegaL' 

Jenis TnmsportJISi darat di Kola 

Unlv- lndon ... la 
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Tegal yang ada berupa bus, Angkutan kota, taxi, Becak, Kereta api. 

Khusus angkutan Kota banya memiliki 2 tmyek. yaitu tmyek tenninal­

banjaran sebaoyak 22 kendaraan dan tcrmioal-slawi sebanyak 20 

kendaraan yang dibedabkan benlasarbn warna biro dan kuning. 

Kondisi load fat:tor kedua trayek tersebut sebesar 70 %. Tcrmioal bus 

di Kota Tegal bertipe A. Tarif angkutan umum Tabun 2009 turun 

sebesu6.95% menjadi R:p.2811Penumpangikm atau R:p 2000. 

Kondisi jalan dan jembatan di Kota Tegal di alas 85% dalam 

kondisi baik, tabun 2008 kondisi jalan bail< sepanjang 152,349 km. 
kerusalam sedang ~ang 24,064 km. serta yang tuaak 10,784 km. 
tuaak berat 0 km. Luas jalan nasional yaitu 12,905 Jan pada talmo 

2005, Jtanlab dan pa!!jang jembatan di Kota Tegal pada talmo 2008 

menurut - keweoangan pengek>laan, teidiri dari milik negara 

sebaoyak 7 bualt dengan pa!ljang IolBl 144,23 m, dan milik 

kabupatenlkota sebanyak 53 bualt dengan panjang to!Bl298,03 m. 

Kebijakan Pemarintab Kola Tegal di bidang TtiiiiSjlOrt!lsi yang 

d!Duat dalam bentuk pemlumn daerah adalab : 

1. Pema Kola Tegal No. 10 Tabun 2001 Teataag Roiribull 

Termillal dan Keputusan Walikota Tegal No. II Tabun 

2001 ienlaDg petunjuk pelaksanaannya 

2. Petda Kola Tegal No. 13 Tabun 2001 Teabllg Jldriboti 

PeapjiaA Keadanu llermolior dan Keputusan Walikota 

Tegal No. 02 Thn 2002 tentang Petunjuk Pelaksamumnya 

3. PetdaKota TegalNo. 14 Thn 2001 TeniaDgRelnbuai1ziD 

Tnyek Dan 1ziD Opensl Aagknhlll Umu111 Dan 

Keputusan Walikota Tegal No. 03 Thn 2002 tenlang 

P~uk Pelaksanaannya 

4. Petda Kota Tegal No. IS Thn 2001 Te11taog Perlengkapon 

.Ja1aa Dan Keputusan Walikota Tegal No. 08 TabWl 2002 

tenlang Petunjuk Pelaksan99ooya 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

5.1. PENDAHULUAN 

Dalam Bab analisis data dan pembahasan ini, akan diuraikan 

mengenai, pelaksanaan survei, karakteristik responden yang akan 

dikaitkan dengao masiog-masing •Jariabel peoelitian. Disamping itu juga 

dibabas tontang fuktor-fakror yang dijodikan variabel dan indikator dari 

proetilian ini, yang nantinya akan diuraikan IIIOIIjodi basil peoelilian 

yang berupa snalisis deslaiptlf variabel aerta analisis korelasi untuk 

meodapetlomjawahon dari pelllllilian ini. 

5.l. PELAKSANAAN SURVEI 

5.2.1. Lolwi Survel 

Lokasi survei kegiataD. pe1ayanan aogtnnm umum di Kola 

Ci1ebon dan Kola Tegal dilakobo poda aog1ndm penllll'lJ)IIng 

yang memiliki jalur 1myek dalam kawliSim kola. Pemi1ibao 

aog1ndm umum odolab be!:dasarkon 1myek yang memilild armada 
'< 

1l!lbesar dari 10181 aog1ndm kola yang ada di Kola Ci1ebon dan 

Kola Tegal, odapuu ~sebapi berikot: 

I. Di Kola Cirobon yang dipllih odolah annada aoglnnm umum 

poda trayok D6 dengan jalur 1myek Terminal • Tentara peh!jar 

PP. Pemiliban Tmyok D6 ini didasari babwasanya 1myek ini 

yang memilild armada yang bemperasi 1l!lbesar yaitu sekitar 

20 % dari total aog1ndm kota yang ada di Kola Cirdxm. 

Jmnlab angkotan aerta trayek yang beroda di Kola Clreboo 

......,. kesoluruban dapat dilihat poda tabel4.3 di Bab IV 

2. Dikota Tegal, banya terdapat 2 trayok angkotan kota, yaitu 

Trayek Tenninal-Slawi dengan 20 kendaraan yang beropemsi 

dan Trayek Tenninal Banjarnn sebanyak 22 Kendaraan, ttayek 

inilah yang dipilih. 
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5.2.2. Pdaksuun Survei 

Survei yang dilakukon di kedua kola terdiri dari 3 jenis survei yang 

dilaksanakan:!:. I bulan , yaitu : 

I. Survei untuk mendapatkan persepsi DPRD Dan Di.nas Perbubangan. 

DPRD Kota Cirebon dipilih komisi A dan komisi C sena Dinas 

Pethubtmgan. Sedangkan Ko.a Tegal, DPRD dipilih Komisi C dan 

Dinas l'ethubangan, Konumi.kasi dan Informasi • Surveior mendatangi 

langsung ke alamat instansi yang bersangkutan peda jam kei;ja dan 

bettatap muke langsung dengan pejabat bersangkutan 

2.-Survei untuk mendapallam pemepsi pengemudi melalui Kmsioner 

dengan pengemudi angkutan mengenai hal- hal yang bedcaiwt dengan 

masalab yang sed""~! diteliti sepeni fuktor-faktor kebijuken pemerintah 

dibidaag llanspo!lasi dan p<'layanan yang telab diheriken. Prosec!ur 

Survei dimulai dari surwior llllik angkot dari temJiual dan kembali 

lagi ke temJiual. Selama dalam pezjaiODall, surwior melalruka:n 

wawaneara dengan pengemudi angket, selain itu surwior juga 

menpda1am kuujungan ke peguyuban tmyek untuk wawancara dan 

kuisi_,.., dilalmkan peda bari ke!ja (Senin - Jumat) dan hari h"bur 

(Sahtu-Minggu). 

3. Survei untuk mendapalken pemepsi penumpang • Pertanyaan yang 

diajuken mengenai kinerja angkutan umum, peogamh kebijuken 

pemerintah tethadap pelayanan angkutan Ullllllll, pengaruh tethadap 

pola pezjalanan responden sebari - bari, biaya transport total yang 

dikeluarlmn responden sehari - harinya, dan lain - lain. Surveior 

melukekan on hoard interview dan wawancara 'di Halte-halte yang 

terdapal sepanjang tmyek. pada jam polang kanJor sekiw jom 16.00-

20.00 dengan pertimbangan bahwa responden yang diwawancarai 

adalah penumpang angkutan kola yang rutin melakukeo pezjalanan 

setiap harinya. 

Univef'Gtta& lndonoo\:a 
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5.3. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Jumlah responden dlpilih secam purposife yang temrah sesuai 

dengan tujuan penelitian Responden yang dipilih adalah mereka yang 

terlibat langsung dengan pembuatan kebijakan tnwspor1asi dan yang 

te!l<ena dampak langsung dari kebijakan tersebut.. AdBpun katakterislik 

Respnden sebagi berilrut : 

Tabel S.l. Kamkteristik Responden 

Kola J..eaioladf1lletor Operamr PeDIJCIIla 
To 
tal 

cu.bon - 4 8llggola DPRD - 5orang -2 Peh!jar 
terdiri dari 3 pengemudi - 6orang 
orang dari lromisi - 3 Pemilik pekelje 
Cdanl omng 24 
dari kumlsi B 

- 4 orang dari Dloas 

Tegal - 4 811ggoiaDPRD -6orang - 4Peh!jar 
terdiri dari lromisi pengemudi - 4orang 
c 4 orang dari - 2Pemllik pekelja 24 
Dloas 

5.4. ANALISIS FAICI"OR-FAKTOR KEBUAKAN PVBLIK PADA 

KEBUAKANTRANSPORTASIDANPELAYANANPUBLJKPADA 

KUALITAS PELAYA,NAN ANGKUTAN UMUM 

Untuk menentukan lloktor-lloktor lrebijakan tnwspor1asi di daenlh 

studi dan faktor-lloktor untuk kaalitas pelayamm anglmlall umum, 

berdasari<an metnde yang telah dibahas peda Bab m, diperoleh basil 

sebagai berilrut : 

I. Hosil studi litera1ur t<rbadap Paktor-lloktor kebijakan dan k:ualitas 

pelayanan anglrutan wnum, yang kemwfum dikailkan dengan isi 

kebijakan Pemerimab kota dibidang transpertasi dalarn bentuk 

pera1umn daenlh (perda) yang terdapat di Kota Cirebon dan Kola Tegal, 

maka berdasari<an analisis penulis t<rbadap pasal-pasal peda berbagai 

Perda tersebut, diperoleh hosil peda tahap awal ini seperli terlihat peda 

label berilrut : 

Unlvel'&!ta$ lndone:sla 
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N 
Peraturaa Daerab 

0 

KetaClrobon 

I Perda No. 13 Tahun 
1998 Tentang 
Retribusllzin Trayek 

2 Perda No.7 Thn 2001 
Tentang Pengujian 
kendaraan bennotor 
&Perda Kota Cirebon 
No. 16Thn2002 
Tentang Perubahanya 

3 Perda No. 13 Tahun 
2001 Tentang 
Pelayanan Terminal 

c: Penumpaog 

~· 

i 
f 

4 PerdaNo. I thn2001 
tentang Ijin 
pcnyclcnggaraan 
tempat parkir umum 
Di luar badanjalan 
dan Dibadan Ialan 

Tabel 5.2 Faktor-Faktor Kebijakan Publik. pada kebijllkan Transportasi 
Hasil Literatur dl Kota Circbon dan Kota Tegal 

NllaJ Slllllp (Siuon) 
NIW KoadUao O .. tlce) dan 

NIW KepedaUaa (Caro) NIW KepentiDgBD Umwn (Fair) 
I . 2 3 I 4 

I. Bmnanfilat bag! peopndallaD pelayuwl 4. """''-da1am 6. Tidak Diskriminatlf(Pasai!O a)'llt 2) 
angkutlln umum (Paaal2, a)'1lt I a) pelaban•unya 7. HuJOJmandansanksi(pBsal17,pasal24} 

2. Mudah Dlpahoml olcb petugas dan S.MqulaJr~ 8. LUllS jongkauan !"layanan terbalas hanya 
pemllik kendaraan ---- da1am kota (Paaalll a)'llt 2) 

3. Memberlkaa Konstribusl peda PAD peopndallan, dan poofngbmn 9. Menjaga Kepeotingan umwn temadap 
(paaal2 a)'1lt I b) pelayuwl (paaall3 a)'1lt 2) pelayanan aogkutan umum (Paaal2 a)'llt 2) 

!. Bennanfilat bag!~ ... dan s. """''- da1am 7. Tldak D~kriminatif(Paaal S ayat 2) 
pensendatinn terbadap penyaratan tcknls pelabenaannya 8. Tonlapat Hukuman dan sanlcsi (Pasal 27) 
dan laikjalan kendaraan (Paaal2) 6. MqulaJrkenuunpuan 9. Luas jangkeuan pelayanan dapat dapat 

2. Mudah Dipabaml oloh pctugas dan Pemerlntab da1am membcrlkan dll!.kukan pada setlap kendaraan didaemh 
pemilik keDdaraan jamlnan keamanan dan tenlokat (Paaal ayat 2) 

3. Konstribusi pada PAD (Paaal 18 a)'llt I) kesclamatan secara. teJwh 10. Monjaga Kepeotingan umum terbadap 
4. Pcduli pada Ungkttngan, temadap terbadap JICID88UIIBill1 kendaraan pelayanan angkutan umum Pasal2 ayat 2d) 

peocemanm kendaraan (Paaal2 a)'1lt I) (Paaal2 a)'1lt 2a) 
!. Bmnanfilat bag! perbalkan klnetja s. """''- dalam 7. Tidak D~kriminatif(Pasal4 ayat 2) 

pelayanan tmn1na1 ( paaal2 ayat 2) peJabanaannya 8. Tonlapat Hakumaa dan sanlcsi (pasal27) 
2. Mudah Dipahoml olab pctugas dan masy. 6. MqulaJrkenuunpuan 9. Luas jangk.auan pelayanan melayani 
3. Ada Konstrib.SI pada PAD (Paaall9)) Pemcrlnltlb dalam membcrikan AKAP,AKDP, & Bllgkutan kota (Paso! 7) 
4. Pcduli pada llngktmpl. tanggltngjawab pelayuw!JICID88UIIBilll tmnlna1 10. Mei\Jaga Kepeotingan umum dalam 

keber.dban oloh Diohub (Paaall8) (Paaal3 baglan b) . pelayanan terminal (paaal2 ayat !) 
I. Bmnaafilat bag! peoycdlaaa sarona dan 4. KoDS'-dalam 6. Tldak Di'<kriminatlf(paaal4 ayat 2) 

prasarana paddr yang mcmadal dan pelab•nunnya 7. Hukuman dan sanies! (Pasal16) 
tcrpelihara (Paaal2 a)'llt I) S. MqulaJrkemampuaa 8. Luas jangkauan pelayanan terbatas dalam 

2. Mudah Dlpabaml oloh pctugas dan Pemcrlnltlb dalam memberlkan kota (Pasal 8 ayat 2) 
masyar1lkat pelayanan perparldran (l'aaal2 9. Menjaga Kcpentingao umwn dalam 

3. Konstribusl pedaPAD (pasal8 ayat I) ayat 2) meogunakan parldr (Pasal2 ayatl) O'o 
Uo 
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Kota Tegol I 
l. Bc:nnanfiw kepado kcbuluhan tmbadap 

l Perda No. 10 Thn pcoetapan tarifpcogguoaao terminal 
2001 Tentang (pasal2) 
Retribusi Tenninal 2. Mudah Dlpahaml olch petugas dao 

pcogguna tcrmlnal 
3. Mcmberikan Konstribusi tmbadap PAD 

(pasall baglan g) 
I. Bennanfiw kepado kcbuluhan 

2 Perda No. 13 Tabun pcoetapan tarif (pasal 2) 
2001Tentang Retribusi 2. Mudah Dipabsml olcb pelugas dao 
Pengujian Kendaraan pomilik kcndaraan 
Bermotor 3. Membcrikan Kom~tribusi ke PAD (Pasal 

l baglan y) 
4. Peduli tmbadap Ungkungan Pasal I 

baginno) 
3 Perda No. 14 Thn l. - kepado kcbutabsn pcoctapan 

2001 Tentang tarif (Pasal 2) 
Reuibusi Izln Trayek 2. Mudah Dlpahaml olch petugas dao 
Dan lzln Operasi Pemilik Kendaraan 
Angkutan Umwn 3. Mcmberikan koiiSiribusi pada PAD 

c: 

I 
!1 

(pasall baglan q) 
4 Perda No. 15 Thn I. Bc:nnanfiw tmbadap kebuluhan 

2001 Tentang penaiU8Il, pcoscndallBD, pcmnllbaraan 
Perlengkapan Jalan dao pcogaWIISO!l pcrlengkapao jolao 

. (Pasal 3) 

I 
2. Mudah Dipabsmi olch pctagas dao 

masyarakat 

l 
4. Konslsten dalam 

pelak!lAnaannya 
S. Mengukur kc""""Puan 

Pemerinlab dalam 
mombcrikan pclay.uum 
pcrparldran (pasal24) 

S. Kouslsten dalam 
pelaksaaaannya 

6. Mcngukur komsmpuan 
Pemerinlab dalam 
mcmbcrikan pcl&yaaan 
pcmbs)'1111111izln (pasal24) 

4. Kouslsten dalam 
pelabmunnya 

S. Mengukurkomsmpuan 
Pemerinlab dalam 
memborlklln pclayaaan 
pcmbayaran lzln (Pasa1 23 ) 

3. K011Slsten dalam 
pelakaaM!IDn;y& 

4. Mengukur komsmpuan 
Pemerinlab dalam 

- pclayaaan lzln 
(Pasa12 ayat 2 ) 

- -· .. 

! 

3 

6. Tidak Dlskriminatif(pasal4) 
7. Tenlapal Hukuman dao sanksi (p&al25) 
8. Luasjangkauan pelayanan mclayani 

AKAP,AKDP, dan angkutan dalam kota 
(pasal12) 

9. Menjaga Kepentingan umum dalam 
pcgguoaao terminal (pasall bagian e) 

7. TldukDiakriminalif(pasal4) 
8. Terdapat Hukuman dao sanksi (pasal2l) 
9. Luas jangkauan pelayanan terbatas dalam 

kola (pasal 9) 

6. Tiduk Dlskriminalif (Pasa14) 
7. Terdapal Hukuman dao sanksi (pasal 21) 
8. Luasjaogkauan pclayanan terbatas dalam 

kola (pasal9) 
9. Mcqjaga Kepentingan umum (pasall baginn 

r) 
s. Terdapal Hukuman dao sanksi (pasal4) 
6. Luasjaoglmwm pclayaaan terbalas dalam 

kola ( PasaJ I baglan a) 
7. MOI\Jaga Kepentingan umum (Pasal l h) 

--- "' "' 
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c: 
~ 

~ 

i 
I 

N 
0 

I 

2 

3 

4 

Peraturan Daerab 

KotaCI~bon 

Pemtunm Daerah No. I. 
13 TahWI 1998 2. 
Tentaog Reribusi lzin 
Trayek 3. 

4. 
Peraturan Daerah I. 
No. 7 Tahun 200 I 2. 
Tentang Pengujian 
kcndaraan bennotor 3. 

4. 
Peraturan Daerah No. f. 
13 Tahun 2001 2. 
Tentang Pelayanan 
Tenninal 3. 
Penumpang 

4. 
Perda No. I Th 2001 I. 
tentang Ijin pnyclngg 2. 
tempat parkir umum 
Di luar & dibadan 
jalaa 

Tabel 5.3. Faktor-Faktor Pelayllllllll PubUk poda Kualitas Pelayllllllll 
Anglrutan Umum Hasil Literatur di Kola Cirebon dan Kola Tegal 

lloo)"ll Taaaap Jamlaaa Terakar (Terakllr Keoodolu (llellobWty 
(Jiapooalveo01) (Aaanncc) 

I l 3 4 

Terdapat ~ polayarum 5. Kctersedlaan anglndan um.um. 9. Cepat 10. Pemlllkan izio 
Blaya clapat dlba)'Bl' oleb 6. KepeatlDgaD waktu - mengemudi 
pcmilik aogJmtBD wnum 7. Perpindahan 1111181' angkuUm I I. Kemampuan dan 
Trayek tenedla Halle dan mnum ketr.un;>ilan 
Terminal 8. Jonls kendaraan unluk B!lgkutan 
Informa3i pelayanao -Terdapat tempat polayarum 5. KenyiiDUIIIJIII terlJadap suhu 8. Cepat 9. Pemilikan izin 
Fasilitas Pera!atan ujl 6. Kelalkan f\mgal teknlk - mengemudi 
tmedia kendanam unluk lalkjalan 10. Kemampuan daD 
Bfaya tarifpoosuJian clapat 7. Maaa pemakalaa kendanam kctrampilan 
dlba)'Bl' II. Keamanan Dan 
TOIJBgB pengujf !media Keselama!an 
Lofwi terminal tenedla 5. KeterBedJaan angkntan umum 10. Cepat II. Pemilikan izio 
Fasilitas utama dan 6. Kepootlnsan waktu lallggap mengemudi 
penunjang tersedia 7. Perpindahan- angku!IID 12. Kemaml'luan dan 
Biaya retribusi terminal ummn kctrampilan 
dapat dibayar 8. Mudab turun D11ik keodanaan 13. Keamanan Dan 

Jnformasi PCijalanaa 9. Kepodma dldalam kendanam Kese"""-
Tempat parldr tersedla 3. Mudab turun aalk keodanaan 4. Cepat 5. Keamanan Dan 
Biaya parldr c1apat dlbayar - Keselamatan 

EmpatJ 
· (EmpatQ 

s 

4. Pelayanan 
oleh 
pengemudi 

"' ~ 
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Kota Tegal I 

I. Tempal pola)'BIUID tcrsedia s. 
I Perda No. 10 Tahun 2. Fasilitas utama dan ' 6. 

2001Tentang penuqjang tcrsedia 7. 
Retribusi Terminal 3. Blaya Retribusi dapat 

dlbayar 8. 
4. lnformasi pelayanan 9. 

I. Terdapat tcmpat pola)'BIUID s. 
2 Perda No. 13 Tahun 2. Fasilitas Perahltan ujl 6. 

2001 Tentang -· R.etribusi Peogujian 3. Bill)'a pengujlan dapa1 7. 
Kendaraan Bmnotor dlbayv 8. 

4. Tenaga pengujllm<dla 

3 Perda No. 14 Tahun I. Tempat Iayaoan tenedia 4. 
2001 Ten tang 2. Blaya rctribusl dapa1 s. 
R.etribwl Izin Trayek dlbayv 6. 
Dan lzin C)pera>i 3. Informasi pelayanan 
Angkutan Umwn 

c 

i 
4 Perda No. 15 Tahun I. Alai pengeodall clan 

2001 Tentang penguman, jalan tcrsedia 
PerlensJ<span Jolon 

[ 
0 

~ 

2 3 

KctcrsediaaD augkutan umum 10. Cepat 

Kepentlngao woldu -Perplndahan Blllar angkutan 
umum 
Mudah tunm nalk kenclaraan 
Kcpadatan dldalam kenc1araan 

Keoyamenan tcduodap ouhu 9. Cepat 

Kelallam ~I tclmlk -kendaraan11111uk lalkjalan 
Masa pemakaiBD bDdaraan 
Jenls kenc1araan untuk angkutan 
kola 

Kctcrsediaanlllgkutanumum 7. Cepat 
Kepentlnpn woldu -Perplndahan Blllar augkutan 
umum 

4 

! I. Pemilikan izin 
mengemudi 

12. Kemampuan dan 
ketrwnpilan 

13. Keamanan Dan 
Keselamatan 

10. Pemilikan izin 
mengemudi 

11. Kemampuan & 
ketnuopilan 

12. Keamanan &. 
Keselamatan 

8. Pemilikan izin 
mengemudi 

9. Kemampuan& 
ketrampilan 

10. Keamanao & 
Kcselamatan 

5 

4. Pelayanan 
oleh 
pengemudi 
dan kenek 
angkutan 
umwn lebih 
dominan 

• 

"' ~ 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



69 

2. Pada labap bedlrut, untuk menentukan &ktor-faktor , penulis menyusun 

kedua label tersebut di atas menjadi instrument penetitian dalam bentuk 

kuisioner terbuka dan meminla persetujuao abli masing-masing dari 2 ( dua) 

anggota DPRD dan 2 (dan) crang dari pimpinan Dinas Petbubengan di 

kedua 1rota, dengan pertanyaan npobh mereka setuju bahwa &ktor-&ktor 

!etSebut tetdapat dalom pemturan daerah tentang trnnspvrtasi. Setiap 

responden diminla untuk memberikan. komentar dan menambabkan jika 

&ktor~&ktor lenlebut dianggap masih kurang. Dari basil pendapat dari para 

pilmk yang membuat pemturan !etSebut diperoleh basil sebagoi berikut : 

a. fillrtor.:fiJktor kehijalam publik yang tetdapat dalam kehijalaon 

1mnllpOrtBSi Kola Cirehon dan Kola Tegaledolab sebagoi berikut : 

Tabel 5.4 

unmm 
2. Mudah Diplhami oleh 

petupsdan pemihlc 
kmdanum 

3. MembcrilamKomlribusi 
pada hndapalan Asli 

4. 
pelaksana~m~~ya 

s. Meugukur kemampuan 
Pemerillleh dalam 
peogilWliS8D, pengendalian, 
dan peningbtail mutu 

1. Bemumliiat kep.ida lrebutuhan 
lllrhadap pene1llpiUl tarif 
reltibusi 

2. Mudah Dipabami oleh petugas 
dan Pemililc Keudaman 

3. Membcribn Konsttibusi 
terl!adap PAD 

4. Konsi3!en dalam 
pdaksamannya 

S. Mengnkurkemampuan 
Pemerintah dalam memberikan 
pelayanan Pembayaran 

Nilai Kcadllan (jastlce) dan Nllai Kepenlillgo Um- Wair 
1---
6. 
7. Terdapat Hukuman dan 

sanksi 
8. Luas jangkauao pelayanan 

terbatas hanya dalam kola 
9. Menjaga Kepenlingan 

umum terlJadap pelayanan 

Terdapat Hnlmman dan sanksi 
Luas jangkauao pelayanan 
melayani angkutan dalam kota 

9. MenjagaKepentingan umum 
dalampengjJllll.Wiangkutan 
umum 

universitaslndone&la 
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b. faktor-filktor dari pelayanan publik pada kualitas pelayanan angkutan 

umum yang terd.pal di Kola Cirebon dan Kota Tegal: 

Tabel S.S Falctor-Falctor Pelayanan Publik 
pada Kualitas Pelayanan Angkutan Umum di Daerah 

dan pembayaran 
2. Ienis kendaraan 
3. Kondisi lenllinaJ yang belsih 
4, Lokasi. halte yang tepa! 
5. 1ariJlslm 1m.yek daPat 

melayBnl kebuluhan IIDgk>!!an 
6. .Informosi ter:;edia 

pembayaran 
2. Ienis kendaraan 
3. Kondisi termiMI yang bersih 
4. Lokasi halte yang tepat 
s. ~ lmyekdapatmelaylml 

kebuluhan angbnan 
6. Jnfo!:masi tersedia 

~~~~-~~~ 
2. Wakln JlOII!!SUIIll 2. Waktn-Dipedmlikan 

Diperimrilam 3. Kmdanian Temp dan-
3. Kendaraan Tenip dan teralllr 4. Mudah beq>iDdahan antar 
4. Mudah beq>iDdahan lllllllr angbdan um:un 

angl,tanumum 5. Mudah-..naikkeodataan 
5. Mudah-naik keodataan 6. Klon]&li!8M!! tedJadap suhu di 
6. Kenyaroanan lelbadap suhn di dalam kendaraan 

dalam keodataan 7. Ba1BS jumlah penumpang sesnai 
7. Balas jumlah penumpang batas ~ didalam 

sesnai batas ~ didalam kendaraan 
kendaraan 8. Palmgkapan Alat pengendali 

Pengemudi 
Kemampuan dan ke1mmpilan Kemmnpuan dan ketrampilan 

3. Adanynmsaamandari 3. Adanya rasa aman dari 

I. 
pengemudi kapada pengemudi kapada penumpang 

Universitas Indonesia 
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S.S. ANALISIS DF.SKRIPTIF V ARIABEL 

Analisis ini dilakukan Oerdasarkan isi lruisioner kedua yang 

dibagikan kepada responden, dibuat dengan mengacu pada basil analisis 

faktor..faklor kebijakan transpottasi dan faktor-faklor untuk kualitas 

pelayanan anglottan umum pada analisis sebelmnnya. Untuk mengukur 

sejauh mana basil dari kesel......., faklor-faklor tersebu~ makH diukur 

dengan menggunakan laiteria inW!pretasi skor, dimau• untuk sedap butir 

pillhan nilai lelkecll = l dan nilai terbesar = 5, lredua nilai dikalikan 

dengan jumlah respondeD= 24 ,.m;,.,, dipernleh nilai terirecil = 24, 

nilai terbesar = 120, maka uutuk meacari lllla-11118nyil adalah (120 + 24) : 

2 = 72, sedaogkan uutuk menentukao intervalnnya adalah (120 - 24) : (5 

-I)= 24. Deagao demikian basil kriteria intelpre1asi skor dapat dilihat 

pada label berilmt : 

Tabel 5.6 Kriteria Inti:qm:t>tsi Skor 

24-48 Sangat tldak baik 

49-72 lc.1nug baik 

13-96 enkapbaik 

!17 -120 Baik 

s.s.t. Amdlsis Desl<rlptlf v~ Dl Kma Orebon 

1. Amdlsis Fenepol Rospoaden terfuldap ladibtor Nilai 

Kepedulian darl Kebijalum Tnoaoportasi 

Faktor nilai kepedulian dari kebijakan transportasi yang 

dikaitkan dengan maaiilat kebijakan tersebut bagi peogenda!iao 

angkutao ummn, konstibusi Bagi Peadapatan Asli Daemh (PAD) 

dan kemudehan pemabaman bagi aparatur dan disajikan dalam sebel 

berikut: 

Unlversita& Indonesia 
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Tabel 5.7 Skor Faktor Nilai K<>pedulian Kebijakao Transporll!si 
di Kota Cirebon 

~I KEPilDULIAN ss s R TS STS 
TO 
TAL 

lnlnsporlasi 
8 10 I s 0 93 

2 

3 

memberi mao1Bat bagi 
pengendaliiiD pelayanao 33.3% 41.7% 4.2% 20.8% .. wnum 
Kebijakao -.portasi 
memberi koostnllusi 9 9 6 0 0 99 
terhadapPAD dan tidal< 
membebaoi masyarakat 
dalam raeodapad<an 

37.5% 31.5% 25% 
~BDglodan 

Kebija!om lnlnsporlasi 
mudah dipohami baik 4 12 s 3 0 89 
oleb BpiUlllUr, 

peo,semudi ·-
16.7% SO% 20.11% 12.5% 

p - 29.2% 43.1% 16.7% 11.1% 94 

Benlasar:bn tabel di alaS dapat disimpllibn bahwa rallH:ala 

persepsi resp<>nden tedladap f8ktor nilai kepedulian adolab 29.2% 

sangat sell!iu, 43.1% sell!iu, 16.,.1.. ragu-ragu dan 11.1% tidok 

sell!iu. Sedangbn-~ adolah 94. 

Deogao demikian dapat djkala)am bahwa filktor nilai lrepedulian 

JllUig melipuli maofaat bbijakao, lronstribusi tedladap PAD, 

kemadaban pemahaman yang teRiapat <lalam bbijakao traosportasi 

di Ko1a Cirebon termaksud <lalam Kriteria cukup bail<, sementara 

untuk skor tminggi dori filktor ni1ai lrepedulian menurut para 

responden adalah lronstribusi setiap kebijakao dibidang 1ranap0rll!si 

tersebut terbadap Pendapolao Asli Daerab (PAD), sedangken skor 

tenmdab adoiab pemahomon apamtur, pengemudi dan dan pengguna 

angkutao umum terbadap kebijakao tersebut hal ini benuti setiap 

kebijakao dibidang 1ranap0rll!si yang dijalaakao di Kota Cirebon 

lebih baoyak diperuntulom untuk menarik retribusi bagj kapentingao 

PAD dan berarti pula bahwa paraabaman tedladap kebijakao 

1ranap0rll!si temyata masih knraog. 
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2. Analisls Perseplli Respondeo terlladap indikator Nilai Sikap dati 

Kebljakan Tnlllllportasl 

.. ~ 
I 

il 

Persepsi respondeD di Kota Cirebon terhadap faktor Nilai sikap 

dari kebijabn transportasi, di'"liil<BD dalam bentuk tabel dibawah ini 

Tabel5.8. Skor Faktor Nilai Sikap dari Kebijaka.n 
Tnmsportasi di Ko:a Cirebon 

NILAISIKAP ss s R TS STS 

IKe 
& lO 4 2 0 

"""""'koosislen baik 
bagi aparat, ~udi ... _~ 

33.3% 41.7% 16.?% SJ% pongguna augbdan 

~~ -- 9 9 6 0 0 

Peme!Wtahclalam 
p.._ 
~dan 

l'enift&bbm - 31.5% 37.5% 25% 
pelayaaanongkntan ...... - 3S.4% 39.6% 20.11% 4..2% 

i! 
95 

!IE 

96 

B<l:dasarl<an label di atas dapat disimpull<an bahwa rata-rata 

persepsi respondeD tetbadap lilklor nilai sikap adalah 35.4% sangat 

seluju, 39.6% sell!iu. 20.8".4 "''llloJ"aBU dan 4.2% tidak setuju. 

Sedangbn ll!laolllla slromya adalah 96. Makn dapat dikalnkan faktor 

sikap yang melipuli pelaksaoaan yang konsisten dan menguknr 

kemampuan pemerintah masuk dalam kriteria culrup baik. 

Untuk skor yang terlinggi ada pada dampsk kebijakan tersebut 

dalam menguknr kemampuan pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang masih culrup baik. Pelaksanaan 

kebijabn secara konsistcn memiliki skor terendah yang berarti 

pemerintah masih korang konsistcn dalam melaksanakan peraturan 

daerah di bidang transportasi. 
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3. Allalisis Penepsi R"'ponden terl!adap indikator Nilai Keadilan 

dan Kepentingan Umum dari Kebijakan Transportasi 

N 
0 

1 

2 . 

3 

4 

Untuk indikator nihu keadilan dan kepentingan umum yang 

terkait secara terinci dijelaskan pada tabel di bawah ini : 

Tabel5.9. Skor Faktor Nilai Keadilan dan Kepenlingan Umum 
dari Kebijakan Transportasi Di Kota Cirebon 

NlLAI KEADILAN TO dall KEPENTINGAN ss s R TS STS TAL VMUM 
Kelontu.anPelayanan 
dalam Kebijakan 6 12 ~ l 0 9~. 

VmlspOCtosi tidal< 
membedabbn 
pelayanan dan tidal< 2H'o SO% 20.8% 4.2% 
bcxilifut disl<rimDlatif 
K.efamiOlllnJiouna• 
dan s.mbi l!:rbadap • 16 2 2 0 94 
~cfidalam 
k<bijakan -.portasi 
darll DlOil1bcxikan rasa !6.7% 66.7% 8.3% 83% 

kead""" 
Kebijakan VmlspOCtosi 
dopa!momberikan 6 14 l 3 0 9S 
pelaymmanglwtan =-meojangbn """'luruh 25% 583% 4.2% 12.5% -Kebijabn tmnsportasi 
dopa!momberikan 4 16 2 2 0 94 
pedinduogan l!:rbadap 
kopen1ingan umum 
dalam penwmaan 16.7% 66.7% 83% 83% 
ugkutan umum - 21% 60% 10% 8% 9S 

Berdasatlmn tabel di atas dopat disimpulkan bohwa rata-rata peiSepsi 

responden letbedap faktor nilai kendilan dan kepentingan umum adalah 21% 

sangat setuju, 60% setuju, 1 O"Ao mgu-mgu dan 8% lidnk setuju. Sedaugkan rata­

rata skomya adalah 95. Maka dapat dikalakan bohwa faktor aihU keadilan dan 

kepenlingan umum dari kebijakan tmusportasi culrup baik. 

Untuk skor yang tertinggi terdapat pada indikator tidnk diskriminaifuya 

pelayanan dan lunsnya jangkanan pelayanan, yang bemrti kebijakan tersebut 
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cukup balk dalam melayani semua pillllk mnpa ada perbedaan dan jangkuan 

pelayanan cukup baik Sementam skor terendah terdapa1 pada penetapan 

hukum dan sanksi serta perlindungan rerbadap kepentingan hukum yang masih 

kunmg memberik.an"""' adil. 

4. ABaJ.isis Penepsi Rlspondeo lerfladap indikator Terulrur dari 

Kualitu Pelayuan Aaglrui:ID Umum 

lndikator ini secara rincl dijeliiSkan pada lllbel dibawah ini 

1'1 
0 
I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

Tabel 5.10.SioorFaktor Terulwrdari Kualitas Pelayanan 
Anglrulm Umum di KOla Cirebon 

TERIJKllll ss s R TS STS TO 
TAL 

Koodisi lemp8t 
pen&l!iian daa s IS 3 I 0 96 
pelllbayamn -."bosi 
mommjaog 
peuingPtbn pelsy.man 20% 62.5% 12.5% 4.2% 

Jellis Kooduaan 4 14 6 0 0 94 1IICIDpC!1DUdah begi 
~ao,slallllo 
....,. d""'lam loot& tfi.m 583% 25% 

Koodisi -·~~~~ 6 10 8 0 0 94 
- f<omudahon pola.ymom aosta-

""""" 
25% 4t.m 33.3% 

J..obsi daa keadaan 
Hala>cubp balk, 5 14 5 0 0 96 

sebingga-jaog 
~aosta- 20.8% 58.3% 20.8% 
umum 
Koodisijaringan ~ 8 !0 6 0 0 98 mempormudah 
llleiDJ>I"'Oeh pe!ayaoao 

umum 
33.3% 41.7% 25% 

lnfonnDsi pe!ayaoao 
Msta-umwn 

5 l! s 3 w 
-a,daamudah 

20.8% 45.3% 20.8% 12.5% dipen>leh 
Biaya petjalanan 
aosta- umum tidok 3 s 6 10 0 73 
memberatkan baik begi 
pengemudi, pemilik 
maupen pengguna 12.5% 20.11% 25% 41.1% 
engkutan 

RaiiH1Ita 21.4% 47.0% 23.2% 83% 91 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



76 

Dari tabel di atas, rata-rata persepsi responden adalah 21.4% sangat setuju, 

47% setuju, 23.2% ragu-ragu dan 8.3% tidak setuju. Sedangkan rata-rata 

skomya adalah 91. Maka dapat dikatakan bahwa kondisi tempa~, jenis 

kendaraan, biaya perjalanan, trayek, halte, terminal dan infonnasi dalam 

kriteria cukup baik. Untuk skor tertinggi adalah kondisi trayek. Sedangkan skor 

terendah terdapot pada ongkos perjalanan yang belum adil baik bagi 

penumpang, pengemudi dan pemilik kendaraan, 

5. Analisis Persepsi RespondeD terbadap indibtor Keandalan dar! 

Kualltu Pelayllllm Anglmtan Umum 

lndikatar keandalan dijelaskan sebagai berikut : 

. Tabel 5.11 Skor Faktor Keandabm dari Kwilitas Pelayanan 
ADg1rutan Umum di Kota Cirebon 

N 
KEANDALAN ss s R TS STS 

0 
I Pelaylusn Anglnlan 12 9 2 I 0 

umum sclalu. tencdia 
SCiiap bari dan llllldah 50% 37.5% 83% 4.2% 

2 Pelay8Daa angbdan umom 8 14 I I 0 
meiiJIIftbltilam 
b:J• aAinga•, waktu 39.6% SS.4% 3% 2% 

3 Kc:odanran sngbdan 3 18 3 0 0 
umum :ym~g beill)lCiliSI 
dijalall- tcrtip 12.5% 1S% 12.5% 
daa-.r 

"4 Pa'piPhsrn pe1ayaDaD 8 13 I 2 0 
8ldar angblhm um.um 
mudah dilakuk:an oleh 33.3% 54.2% 4.2% 8.3% 

5 Tunm naik dari l=daraan 9 IS 0 0 0 
angladan umum mudah 
djlakubn oleb 

31.S% 62.5% peoumpang 
6 Suhu didalam kendanmn 3 10 8 3 0 

angkutan umiDQ cukup 
memberikan rasa nyamm 12.5% 41.7% 33.3% 12.5% 

7 Jumlah penumpang 
didalam kendaraan I 20 I 2 0 

seoantiasa sesuai cleogan 
ba!as jumlah penumpang 4.2% 83.3% 4.2% 8.3% 
tendaraan BDgkutan um.u:m. - 26.2% 59.5% 9.5% 4.8% 

TO 
TAL 

104 

101 

96 

99 

!OS 

85 

92 

98 
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Berdasarkan label di alas dapat disimpullmn bahwa mta-rata persepsi 

responden terhadap fuktor nllai keandalan adalah 26.2% sangat setuju, 

59.5% setuju, 9.5% mgu-ragu dan 4.8"/o tidak selllju. Sedangkan rata-rata 

skomya adalah 98. Maka dapat dikatakan bahwa fuktor keadalan 

termaksud dalam kriteria bail<, • terutama pada lremudaban tunm nail<, 

ketersedian dan kepenlingan waktu pelayanan yang memilild skoc tertinggi. 

Sedangkan skor rerendah terdapat pada ketidak nyamanan temadap sahu 

didalam kendaraan. 

6. Anall!is Penepsl R<sponden terh•dllp indikalor Ke .... poDIItim uri 

Kaalitas Pelayalum Angkutu Umam 

lndikator keresJ>onsifan dlsl\jikan pada label berikut : 

N 
0 
I 

Tabel 5. J2.Skor Fektor Keresponsi1lln Dari Kua1itas Pelayanan 

Anglrulan Umum di Kola Cirebon 

DAYA TANOOAP ss s ll TS srs TO 
TAL 

Peogomudl .......masa 
cepat..._ llldladap 5 13 2 4 0 91 

masslab yaag terjadi 
setamapecjalanan 20.8% S4.2% 8.3% 16.7 
kendaraan 

BetdasaJ:bn label eli -. diperoleh persepsi responde!! temadap 

keresponsifm sangat selllju 20.8%, selllju S4.2'Y., lllgu-l8gu 8.3% dan 

1~.7% tidak setuju, yang bemrti bohwa respon pensemudi temadap setiap 

mssalah yang lefjadi sepa!ljang petjalanan cukup baik dengan skor 91 

7. Anlollsis Penepst R<sponden tem.dllp indikator J.minn uri 

KuJitas Pelayun Allglmlu Umum 

lndikator jamlnan yang terkait dengan kepemilikan Sural kin 

Mengemudi (SIM), kemampuan dan ketrampilan mengemudi, dan jaminan 

keamannn dan kesel.ama1an dljelaskan pada tahel berikut ini 
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N 
0 
I 

2 

3 

Tabel5.13 Skor Faktor Jaminan dari Kualitas Pelayanan 
Anrdrutan Umum di Kota Cirebon 

JAMINAN ss s R TS STS 
TO 
TAL 

Peogemudi angkulan 
omum teloh memiliki 4 15 3 2 0 95 

surat izin meogemudi 
dan- kdeogkapan 16.7~ 62.5% 12.5% 8.3% 
kendaman lainnya 
Pengemudi angl<ullln 6 12 4 2 0 94 
umummampudan 
trampil dalam 25% SO% 16.~41 8.3% -Peoggunaangkutan 
um:um senantiasa 5 IS 2 2 0 95 
merasa aman dari 
kecolakaan dan WI 
bjahalan ketil<a bemda 26.3% 62.5% 8.3% 8.3% 
didalamkendaman - 20.3% 583% 12.5% 8.3% 9S 

Benl8sarlatn label di otas dapat disimpulkan bahwa mla-rala 

persepoi lllSp01lden 1elhadap l8ktor jmninan adalah 20.8% sangat 

..,qu, 58.3% sellliu. 12.5% ragu-nlgU dan 8.3% tidak ..,qu, 
Sedangbn mla-rala slromya adalab 95. Maka dapat djkata!can bahwa 

jaminan dari kualitas pelayaDan angkutan mnmn cukup baik, 

- pada kelengkapan ijin mengemudi dan sumt-surat 

kendaraan serta lr"""""'an selama perjalanan yang memiJiki skor 

tertinggi. Untuk kemampuan dan ketrampilan pengemudi pendapat 

responden masib brang boik dibanding dua l8ktor lainnya. 

8. Anallds Persepsi Respoadeu Cmfuodap indik•mr Empati dari 

Kualitas Pelayanm Angkutan Umum 

Indike!m" jmninan dijelaaken pada label berikut ini : 

Tabel 5.14. Skor Fslrorr Empali Dori Kualitas Pelayarum 
Ummndi KotaCirebon 

N EMPATI ss s R TS STS 
TO 

0 TAL 
1 Pengemudi senantiasa 4 17 2 I 0 95 

membetiluut pari>atian 
ldlusus atas masaloh mu 
keluhao peoumpang 16.7% 7U% 8.3% 4.2 
selama oerialanan 
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Dari tabel di atas dapat dlka!akan bahwa perhatian khusus atas 

masslah dan keluhan penumpang oleh pengomudi cuk:up bail< dengan 

16.7% sangat seruju,70.8% seruju, 8.3% ragu·ragu dan 4.2% tidak setuju 

denganjumlah skor95. 

9. RiDgka- Analisls Persepsi RespondeD 

Berikut ini adalah ringkasan basil analisis pen;epsi responden di 

Kota Cirehon 

Tabel5.15 Ringkasan Rata-rata Persentase PetSeplli Responden 
remodap Kebijalam Tnmsportasi di Kota C"nbon 

STS Skor 

TabeiS.16. Ringle-.. Rata-ratal'etsentasi PetSepSi Responden 
temadap Kualitas Pelayarum A.ngkul8n thnmn di Kola 
Cirehon . 

ss s R TS STS Slror 

Dari kedua tabel ringkasan di alas pada variabel kehijalam 

ttanaportasi terihat bahwa lroraposisi perseatasi indikator tidak 

setnju terbesar terdapat pada variabel niini kepedullan yaitu sebesar 

11.1%. SeAmgkan dari variabel kualitas pelayanan anglru:tan umum 

terlihat bahwa komposisi perseatase indilartor tidak setuju terbesar 

terdapat pada variabel keresposifim. 
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Sikap Responden terbadap fuktor-faktor kebijakan publik yang 

leldapa1 dalam kebijakan transportasi dan fuktor-faktor dari standar 

pelayanan publik pada kualitas pelayanan angkutan wnwn di Kola 

Cirebon, menunjukan bahwa faktor-fuktor ternebut berada dalam 

kategori eukup baik. Data juga meounjukan bahwa ada perbedaaan 

persepsi aotata legislalif, regulator, operator dan pengguna 

angkutan umum yang ukan dibahas pada sub bah tersendiri 

5.5.2. Au•llOJb n...krlptif Variabel di Kola Tegal 

L Aaalisis Penepsi Respouden terluulap indlkator Nilai 

Kcpedllllm dMi ~ 1'nDopMtaol 

01 Kola Tegal, Pem:psi n:sponden tedladap fioktor nilai 

b:pedulisn di&gikan dalam 1abel dil>awah ini : 

N 
0 
I 

2 

3 

Tabel5.17 Sb>r FaktorN'dai Kepedulian Dari Kebijalam 
Tnmspartasi di Kola Tegal 

N.IL.!JK£PilDIILIAN ss s R TS srs 
KoiJijabn llllll!lpOrmsi 4 13 3 4 0 
IDCIIIlbai fttlllfisat bagi 
peogenda1isu pelayanan 16.7% S4.2% 12.5% 16.1% 

umum 
K<bijakanllllll!lpOrmsi 
mcmbcri lroastn'busi s 18 I 0 0 
1abadap PAD daD 1idak 
membebmi masyamkat 
dalam mendapalkan 

20.8% 75% 4.2% pelayanan angkutan 

Kobijabn tnmsporlasi 
mudah dipalwni baik 1 17 4 0 0 

olehaparatur, 
pengemooi. maupun 12.5% 70.8% 16.7% 
Pengguna angkutan - 16.7% 66.7'Ao 11.1% 5.6% 

TO 
TAL 

89 

98 

95 

94 

Benlasarkao label di alas rata-rata persepsi responden 

tedladap faktor nilai kepedulian adalah 16. 7'1. sangat setujn, 66.7% 

setujn, 11.1% ragu-ragu dan 5.6% Udak setuju. Sedangkan rata-rata 

skomya adalah 94. Hal ini menuojukan bahwa fuktor nilai 
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kepedulian dalam kebijalom transportasi termaksud dalam kriteria 

culrup bail<:, sementru:a untuk skor tertinggi dari adalah konstribusi 

kobijalom dibidang transportasi ttmebut le!hadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), sedangk.an skor terendah adalah manfsat kebijalom 

ttmebut bagi pengendalian pelayanan angkutan umum. Dengan 

demikian berarti bahwa kebijalom di bidang transportasi di Kota 

Tegal lebih banyak diperuntukan untuk menarik retrlbusi bagi 

kepentingan PAD dan berarti pula bahwa manfllat kebijalom bagi 

pelayanan angkutan umum masih korang . 

2, Aaallols Penepsl Respolldea tululdap bullbler Nllal Sikap dar! 

N 
0 
I 

2 

KebljabD Tnulopol1UI 

Persepei respondeD terlladap lilku>r NiJai sikap, dijalaalom 

secant dalam diba'Mih ini : 

Tabel S.lS Skor Faktor NiJai Sikap Dari Kebijalam 
Tnmsportasi di Kola TasaJ 

NILAISJKAP ss s R TS ST 
s 

Kollijabn llllllSpOllasi 
dapotd ........ bu 6 14 1 3 
....... foJusislon baik 
bagi aparat, poogemudi --- 25% SB.3% 4.2% !2.5% 
.~~ 
Kollijabn ll8llSpllllasi 
Dapat meogukur 

6 !6 2 0 0 kemampwm 
Pemerintah dalam 
~ 
Peogmdalian. dan 
PeuiDgblan Mum 
pelayanan angl<u!on 

2S% 66.7% 8.3% 

umum - 25.0% 62.5% 63% 63% 

ro 
TAL 

9S 

!00 

'in 

Berdasarl<an label di alas dapat disimpulkan bahwa mta-rata peiSeJlSi 

respondeD di Kota TasaJ terlladap lilku>r nil.ai siknp adalah 25 % sangat 

seluju, 62.5% setuju, 6.3% ragu-ragu dan tldak setuju. Sedangkan rata-rata 

skomya adalah 97. Maka dapat dikata1om bahwa fsk!or nilai sil<ap yang 
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melipuli pelakMnaan lrebijakan yang konsisten dan pelaksanaan kebijakan 

Wltuk mengulrur kemampuan pemerintab masuk dalam kriteria sangat baik 

Darl kedua point nilai sikap di alaS, responden berpendapat bahwa 

fungsi lrebijakan memiliki skor lebih baik daripada skor pelaksanaan 

kebijakan """""' konsisteu yang berarti bahwa pelaksaan kebijakan secara 

konsisten masih kumng dilalrukan oleb aporatur maupun pihak yang terkait 

dengan kebijakan tetSebut 

3. Analisb l'ersepsl RespomleD ffl'lllldap IDdlblor Nilai KeadiJan dill 

~ Umam dui Kebijalam 'fnuloportul 

lndikalor N"dai keadilan dan kepemingan umum dijelaakan pada !abel 

dibo.wah ini 

Tabel5.l9 Skor Faktor N"dai K.eadilan dan Kepentingan Umum. 
Darl Kd>ijakan T11111Sp011asi di Kola Tegal 

N N1LAI KIWIILAN ro 
0 - Kl!PIINTINGAN S8 s 1l TS S'fS TAL llMllM 
I Ketel1luan Pelayanan 

dalam Kd>ijabn 4 7 7 6 Bl 
tJ'ampOI'IaSi tidak __......,. 
poh<ylman dan tidak !6.'1% '29.2% 29.2% 2S% 
bcosiliot disl<rimiDalif 

2 Ketel1luan bakmnan 
dan sWsj toriJadap I 9 B 4 2 75 

~dldolam 
b:bijakllll tJ'ampOI'IaSi 
dapat memberibn rasa 4.2% 375% 33.3% !6.7% 8.3% 
keaditan 

3 Kebijakan tral!spo!1asi 
dapat memberilcao 2 15 I 6 0 BS 
pelaymwt angkuton 
umum )'Illig 
menjangbu ke<leluruh 8.3% 62.S"A. 4.2% 25% 
wi!aValiloola 

4 Kebijakan tnmsportasi 
dapatmemberilcao 2 15 4 2 l 87 
perlindungan mlladap 
kepentiopn umwn 
dalam: penggunaan 3.3 62.5 16.7 8.3 4.2 
angkutan umum 

R.ata..mta 9.4% 47.9% 20.8% 18.8% 3.1% B2 
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Berdasarkan label di atas dapat disimpulkan behwa rata-rata persepsi 

responden di Kola Tegal tedmdap faktor keadilan dan kepentingon umum 

yang terkait tidak diskriminatif, keadilan atas hokuman dan sanksi dari 

pelanggarnn atas kebijakan, jangkauan pelayanan dan perlindungon alas 

kepentingan umum dengan adalah 9.4% sangat seruju, 47.9%, seruju, 

20.8% mgu-ragu, .8.8".4 tidak seruju dan 3.19% sangat tidak setuju. 

Sedangkan rata-rata sknmya adalah 82. Hal ini berarti behwa pelayamm 

yang tidak membedahkan dan tidak diskriminatif; rasa keadilan alas 

hukuman dan sanksi dari pelangganm atas kebijakan, luasnya jangbnan 

pelayamm dan perlind1mgon alaS kepentingan urnum tedmdap pelayamm 

anglrutan umum dari faktor nilai keadilan dan bpentingon urnum berada 

dalam krlteria eulwp haik. 

Sknr lel:tinggi lerdapat pada faktor kehijakan lrailspel1asi yang dspal 

memberikan pedindlmgon tfobadap bpentingon urnum dalam penggunaan 

anglrutan 1lDllliD. yang berarti behwa kebijabn tJ:aDsporlasi dalmn 

memperhatikan kepentingon umum redw!ap pelayamm 1J1181o- umum 

sudah eulwp haik. Sedanglom skor lel:l!llilah lerdapat pada Ketentuan 

bukuman dan sanksi tfobadap pelangganm di dalam kebijWn tJ:aDsporlasi 

yang masih kerang Jllelllberikan rasa keadilan. 

4. ADallob Persepsi Re.poaden terlladap illdlbtor Tcralolr dui Xallitas 

Pelayanaa Aaglaltu Umam 

Kualitas pelayamm fJ1181odan umum dilihat dari faktor terukur terkait 

dengan kondisi tempal pelayanan, jenis kendmaan yang dil!'makan untuk 

anglrutan umum, knndisi temtinal, balte, infunnasi pelayamm anglrutan 

umum dan biaya petjalanan dijelaskan pada tabel skor fuktor terukur dari 

kualitas pelayamm angkntan umum di Kota Tegal di bawab iniberikut ini 
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6 

7 

Tabel5.20 Skor Fak:torTerukur Dari Kualitas Pelayanan 
Anglrutan umum di Kola Tegal 

84 

TO TERUKIJR ss s R TS Sill TAL 
Kondisi tempat 
peu&Ujian dan 7 IS I I 0 100 
pembayaran retn"busi 
menunjsog 
peuinglortkan pelayanan 29.2% 62.5% 4.2% 4.2% 
an ........ 
JenisKendaraan s 14 2 3 0 93 
mcmpennudah bagi 
pelaylman angkutan 20.8% S&:l% 83% !2.5% umum didalam kola 
Kondisi terminal !! 12 1 0 0 100 membori!ollll:emudabsn 
pelaylman angkutan 

4.2% 50% 4.2% umum 
I.Albsi.dan-
llalloldup bait, 3 17 3 1 0 94 

sebinp memmjomg 
pelayanan ... gkutan 12.!% 70.11% !2.!% 4.2% 0 
umum 
Kondisijalur lrayek, 8 12 3 l 0 99 
mcmpermudah 
lDOIIIpololoh polayauan 

33.3% 
8D umam - l:I.S% 4.2% 

lufonnasi polay.man 6 I2 s I 0 95 angbtan umwn 
lersodia, danmudah 

2S% - 2U% 4.2% . 
Biaya pajaJaDall 
Mgkutan umum tidak 3 14 3 4 0· 88 
membenl!l<an baik bagi 
peugemudi, pomllik 
maupu1l poou•oa l:Z.S% 58.3% I2.S% 16.7% 

RabHlda 25.6% 57.1% 10.7% 6.5% 82 

Berdasarlam tl!bel di ams rata-rata persepsi responden di Kola Tegal 

temadap kualitas pelayanan anglrutan umum yang terulrur adalab 25.6% 

sangat setuju, 57.1 Y., setuju, I 0. 7% rngu·ragu, dan 6.5% tidak setuju dan 

rala-rala slcomya adalab 82. Hal ini berorti tempat pelayanan, jenis 

kendaraan, terminal, halte, kondisi trayek, infonnasi dan biayo petialanan 

termaksud dalam kolegori cukup baik. 
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Skor tertinggi terdapat pada kondisi terminal bus yang ber tipe A, 

bemda dalam saru lokasi dengan terminal angkutan kota sehingga 

menuqjang pelayanan angkutan umum perkotaan. Sedangkan skor 

terendoh terdapat pada biaya petjalanan yang dianggap memberatkan 

baik bagi penumpang, peogemudi dan pemilik angkutan umum. 

5. Aaollaio Penepsi Responden temadop indlkator Keandalan dari 

KnaJltu Peltryuu Anglrutan Umam 

~ 
! I 

12 

13 

T 

5 

6 

1 

. 8 

Tabel5.21. Skor Faktor Kl:andalao Dari Kualitas Pelayarum 
Aogkutan Umumdi Kota Tegal 

ICEMIDALAN · ss s R TS STS .:! 
~~'"::,. 

3 II 7 3 0 86 

12.5% 45.8% 29.2% 12.5% 

s 12 6 I 0 93 ---....... 
20.8% SO% 25% 4.2% 

6 14 4 0 0 98 

=--
2S% 58.3% 16.7% 

4 13 3 3 I 88 

mudohdllab .... oleh 
16.7 54.2 12.5% 12.5% 4.2% 

Tumo1111ikdm- 2 17 3 2 I 90 
.. gtmw- mudoh 
djlakubn olch 

8.3% 7ll8% 12.5% 8.4% 

Subu didaJam .tend.araan 5 II 6 2 0 91 

·-umum eukup --- 20.8% 45.8% 2S% 8.3% 

- s 17 2 0 0 !19 
- sesuai dlmgan 
balasjlm>lah-
bndantan angtutan 20.8% 70.8% 8.3% I 
lllnlml 

perlongkapanjalao s 16 3 0 0 98 
scnantiasa dl!akJJkan 
Ul:lblk menunjang 
pe1a)wlan angJmtsn 20.8% 66.1% 20.8% 
umum - 18.2% s?.se.4 17.7% 52% Ul% 93 
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Dari tabel di alas dapat diperoleh rata-rata persepsi responden 

tetbadap factor keandalan adalah 18.2% sangat setujo, 57.8%, setujo, 

17.7% lllgU-ragu, 5.2% tidek setuju dan I % sangat tidek setujo, dan 

rata-rata skomya adalah 93. Hal ini berarti bahwa ketersedian, 

kepentingan waktu,tertip dan teratur, perpindahan, turun naik , dan suhu 

didalam keudaraan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan,.kategorinya 

cukup balk. Skor tertinggi p:lda kepadetan penumpang yang berarti supir 

angkutan umum senantiosa tidek melehihkan bolas makahnal jumlah 

penumpang, dan skor terendah pade ketetsedian angkutan umum yang 

masih kurang. 

6. A111UU. l'enepsl llespolldea torbdap lndikator Kerespoulf'aD dar! 

KoaJltaa Pelay.uum A.ngJaagn lJmam 

l'l 
0 
I 

Tabel5.22.Sknr Faklor Keresponsilim Dari Kualit8s Pelayarum 
Angkulan Umwn di Kola Tegal 

KERESl'Ol'ISll'AN ss s II TS SI'S TO 
TAL 

ll'qemudi seoantiasa 

- -"""""ap 
3 10 8 3 0 85 

-lab )'lll!i""iadi 

-~ - I2.S% 33.3% 41.7% 12.$% 

• . . Betdasarl<an label di alas diperoleh per.oepst n:spondell tetbadap 

keresponsifim pengemudi adalah 12.5% smgat sell!iu. 33.3%, sell!iu. 
41.7% raga-raga, dan 12.5% tidek set$ dengalljumlah skor 85, hal ini 

berarti bohwa keresposiJim pengemudi dalam mengatasi masalah sepa!ljang 

pe!jalanan berade dalam katesnti eukup balk. 

7. Alllllillio Penepsl R .. polldea terftlldap illdikator Iammon uri 

KuliW PelayaJIUl A.ngJaagn Umom 

Penjelaskan faktor jaminan yang terkait dengan pemiHkan i.zin 

mengemudi, kemampuan dan ketrampilan dan jantinao alas keamanan dan 

keselmnatan dnti kecalakaan dan aksi k<Uabatan , disajikan secara tetperinci 

pade label berikut : 

Universitas indonesia . .. 
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Tabel5.23. Skor Faktor Jaminan dari Kualitas Pelayanan 
Angkutan Umum di Kota Tegal 

.JAMINAN ss s R TS STS 

Paagomodi anglrutlm 
umum 1J:lah memilild 3 10 l1 0 0 

- izin IOCII_.mi 
dan -.tlreleflgkopan 
keadararm lainnyB 

4S.i% 41.7% 12.S% 

Paagomodi anglrutlm l 18 
umum llllllllpU dan 

4 l 0 

-.pildalom 4.2% 75% 16.7% 4.2% 
'alaolomkeadararm Paasguaa...,_ 

umum......U.S. . 2 19 3 0 0 --dati boolab3n dan abi 
~kolib berada 8.3% 79.2% 12.5% 
didalam keadararm 

'1~ti'?'"~ ~<'~ .. ~~1i·.~,c .. •::·:.: ~- ,. 8.3% 6S.J<-' 25.0% 1.4% 

87 

TO 
TAL 

81 

7S 

85 

91 

Berdasarbn label di alas - peiSOp'Si respooden tmwlap 

filklot jaminan adaleh 8.3 % sangal setuju, 65.3%, setuju, 25% IllgU• 

ragu, dan 1.4% udal< sellliu. dengan lllla·nW> s1cor adalah 91. Hal ini 

benllti behwa lrelenglnq11111 lreodataan , sural izin. kemampuan 

peogemudi. keomaNm selama peJja!amm betada dalam kalegori cukup 

boik. 8kor rertinggi ten1apa1 pada kemnanan dari ·kecelakaan dan Uadak 

• ~ yang bemrti cukup baik terjamin, sedangkao skor 1erendah 

IMiapat pada kemampuan dan ketmmpi1an peugemudi meogenda.tai 

bndaraan yang masih lrurang. 

8. Aullsls Persepol Respoaden terhadap lndikalor Empati dari Kualitu 

Pela:ftman Aagkullm UmlUD 

Tabel5.24. Skor Faktor Empatl Dari Kualitas Pelayanan 
Umum di Kola ie2al 

N 
EMPAT1 ss s R lS STS TO 

0 TAL 
I Peogemudi -memberikan pethatlan 2 IS s 2 0 81 

kbusus atas masalab atau 
lrelubao pcnumpang 8.3% 62.5% 20.3"4 8.3% 
selama oerialanao 
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Berdasari<an tabel di alaS dapat diperoleh pezsepsi respondenterbadap 

factor empati peogemudi t.:rbadap masalah dan keluban penumpang 

eukup baik dengan rata-mill 8.3% sangat setuju, 62.5% setuju, 20.8% 

ragu-ragu, 8.3% tidal<: setuju, dan total skor adalah 81 

9. IW.gkasu Analisis Pen!epsi Respoodeo 

Berikut ini adalah rioglrnsan basil analisis pezsepsi responde!> 

Tabel5.25. RioglrnsanRata-Il!la Per.!elltase Persepsi Responden 
t<rbadap kebijakan transportasi di Kota Tegal 

No ss s R TS Slror 

9.4% 47.9% 20.8% 18.8% 

Tabel5.26. Ringkasan Rata-rata Persentasi Persepsi Responden 
tet:badap K.ue1itas Pela}-anan Angkutan Umum di Ko1ll Tegal 

K.ue1itas s No Pelayanan ss s R TS 
TS 

Slror 
umum 

1 Teroknr 25.6% 57.1% 10.7% 6.5% 0% 82 
2 Keandalan 111.2% 51.8% 17.7% 5.2% 1.% 93 
3 

llamioan 

. 12.5% 33.3'Hi 41.'1% 12.5% 0".4 85 
4 83% 65.3% 25.0% 1.4% 0% 91 
5 

. 
8.3% 62S% 20.8% 8.3% 0% 81 

Dari kedua tabel rioglrnsan di alas pada variabel kebijakan 

ttanspor1llsi terihat bahwa komposisi persentasi indikaror sangat 

tidal<: setuju tedlesar terdapoi pada variabel nilai keadilan dan 

kepentiogan umum yaitu sebesar 3.1%. Sedangkan dari variabel 

koali1lls pelayanan angkutan umum terlihat bahwa komposisi 

persentase indikator sangal tidal<: setuju terdapoi pada variabel 

keandalan sebesar 1%. 

Unlveralta& Indonesia 
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5.5.3. Tabulasi Silang Pe:rbedaan Kelompok Responden ter!Jadap 

kebijakan Traaspomsi 

KOTA 

Cirebon 

Tegnl 

Tahel5.27. Kebijakan Transportasi berdasarkan 
Kelompok Responden 

PERINGKAT 
RESI'ONDEN MEAN U.Jl PERSEPSI 

RANK SFATISTIK PENOLAKAN 

Legislatif 19.00 H"Ho Basis 
Dimana Perbandirtl!llll 

Regulator 15.00 A.Sign= 3 

Operator 8.19 
0.0015 

1 <O.OS, 
User 12.31 Hoditolak 2 

Ugi.;huif 18.38 H.,Ho Basis 
Dimana Perbandingan 

Regulator U!.38 A.Sign= Tidak Menolak 
0.032 

Operator 10.75 <0.05, 2 

User 8.38. Hodilolak I 

Pada Tabel SZT. di allis dapat dilihat b!lhwa kebijakan 

tnmsportasi benlasarkan persepsi kelmnpok respoDdeD eli Rota 

CireboQ. diperoleb basil analisa , nilai angb signifilcan 0.015 lebih 

keeil dsri angb probililas 0.05 (0,015 < 0,05 ). Hal ini berarti keempat 

responden betbeda persepsi tahadap. kebijakan ttausportasi di Kota 

Cirebon • Jika di1iha! dari basil mMn rtmk, Pibak Legislatif dan 

Regulator nilai tidak beda janb tempi temp beibeda, nanmn kedusnya 

terpaut janll dengnn pihak opemtor dan pengguna. Responden dsri 

Dinas Pedtubungan sebagni regnlator yang menyatakan tidak setuju 

atau menolak yaitu sekitar 6% dsri selurnh responde!), sedangkan 

yang banyak menyatakan tidak setuju atau dirugikan oleh kebijakan 

ttauspoi10Si adalab pihak operaiOr dengnn 19'% tidak setuju dan 

kemudian penggnna dengan 8",{, yang tidak setuju. (lihat basil 

deskriptif) 

Operator dan penggnna banyak menyntakan tidak setuju alllu 

menolak kebijakan transportasi 1erutama padn manfaat kebijakan bagi 

Universitas Indonesia 
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pengendalian anglrutan umum, kemampuan pemerintah yang masih 

kunmg dalam mengatasi masalah transportasi, jangkauan kebijakan 

yang terbalas hanya di pusat knta dan tidal< konsistennya petngas dalam 

menjalankan kebijakan akibat petn'l.baman petngas tetbadap isi 

kebijakan yang masih kunmg, serta masih adanya kebijakan yang 

diskriminatif .erbadap golongan tertentu seperti omng caoat, tua , 

wanita, miskin, juga bagi kendarsan lidak bennotor dan pejalan kaki • 

Berbeda dengan Kota Cirebon. dari Tebel 5.27. di atas di Kola 

Tegal diperoleh nilai Angka signitikan 0.032 yang lebih kecil dari 

angka probilitas 0.05, betarti keempat kelompok memiliki perbedann 

dalam menyikapi faktor.filktor kebijakan publik pade kebijalnm 

lr8ns):lortasi di Kola Tegnl. Hal yang membedahlam antara Kota Tegal 

dengnn 'K.>ta Cirebon adalab pade nilai rank - yang S8lllll ontam 

Legislalif dan Regnlator. Hal inl disebabkan """-ked1la kelompok inl 

tidak ada yaag tidak setuju maupun sangnt lidak seh!iu 1l:dladap filktor. 

lilktor kebijakan publik pade kebijakan transportasi di Kola Tegnl, 8lau 

pibak Pibak Regnlator dalsm hal ini Dinas Pedrubuugan, Int0111185i dan 

Kommikasj lidak meoolak kebijakan yang telah dibuat oleb Legislatif; 

tm!apat 2B% dari masieg·masiug kedua kelompok yang menyalakan 

setuju terbadap kebijakan ter.sebut tetutama manfilatnya bagi PAD, 

Pelllgas yang konsislen dan ftlllii'Ulbami isi kebijakan dengan baik. 

pemerintah diaeggnp mampu molaksanakan kebijakan dengnn udal< 

diskriminati.f; hulruman yang adil dan kebijakan dapat dilakaanakan di 

seluruh wilayah Kola Tegal. 

Operator dan peugguna jugn memiliki niloi mean rank yang 

betbeda. tetapi berboda dengnn Kola Cirebon. peuggunalah yang palieg 

hanyak tidak setuju terbadap kebijakan transportsi di Kola Tegal. 

Kelompok ini memiliki persepsi yang sama terbadap tidak 

terlidueginya kepentiugau umum dalsm kebijakan transportasi namun 

berboda dalsm bebetapa fuktor Iainnya. Penggoua masih mmsa komng 

pada faktor manfaat kebijakan bagi PAD, pemahaman, konsistensi dan 

kemampuan petugas dalam melakaanakan kebijakan, masih adanya 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



91 

diskriminasi kebijakan, jangkauan kebijokan dan yang paling lrurang 

bagi penggunan adalah penempan hukuman dan sanksi bagi yang 

melanggar peraturan. 

5.5.4. Tabolasi Silang PetbeciJwl Kelomp<>k Reapond"" te:madap 

Kllolitas Pelayann Aagkutu Umum 

Tahel 5.28. Kualitas pelayanan BDglrutan umum benlasaikan 
Kelompok RespondeD 

MEAN UJI 
PEIUNGKAT 

KOTA RESPONDEN PEIISEPSI RANK SI'ATIS"l"IK PENOLAKAN 
Cirehon Legisletif 19.13 FIJ;Ho Basis 

Dimana Perbandinmm 
Regulalor 15.25 A.Sign~ 3 

Operaror 1431 
0.0010 

2 <O.OS, 
User 6.00 Hoditolalc 1 

Tegal Legislatif 17.88 FIJ;Ho Basis 
Dimana p~ 

Regubdor 18.13 A.Sign= Ttdak Menolak 

Operaror 10.94 
0.022 

<O.OS, 2 

Uset 8.56 Hoditolak I 

ileJ:dasaikan Tahel 5.28 di alas diporoleh bahwa persepsi 

kelompok respondelllellladap kualitas pelayanan lllli!I<Wm umum di 

Kola Cirebon D>ed'Jiliki nilai Angka signifi!am 0.010 < 0,05 , Hal ini 

bemrti bahwa keempat responden herbeda peodapatnya U:rbad.ap 

kualitas pelayanan publik pada pelayanan lllli!I<Wm umwn di Kola 

Cirebon . Dari basil mean rank, Pihak Regulator dan Operator 

memlliki ni1ai yang tidak beda jauh, le!api kedwmya herbeda jauh 

dengan persepsi pengguna. DPRD maupun Dinas Pethubungan 

tetdapat petbedaan dalam menyibpi pelayanan anglmtan umum pada 

tempat pelayanan angkutan umum, biaya peljalawm dan ketettedian 

angkutan umum. Dari seluruh respondell anggota DPRD yang 

menyatakan tidak setuju tethadap filklor-faktor tei:Sebut adalah 7%, 

berbeda dengan Dinas Pethubungan yang hanya 3% menyakan tidak 
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setuju. Sedangl:an yang paling banyak menyatakan tidak setuju 

terbadap standat kualitas pelayanan yang terdapat pada pelayanan 

angkutan umum adalah pibak pengguna, dari selunm responden 

pengguna, ada 13% yang menyatakan tidak setuju terbadap keadaan 

infonnasi pelayanan yang hanya berada di terminal, biaya peljalanan 

yang masih dianggap tidak m.nh, k:urnngaya kenyliiiUII!3Il di dalam 

kendanum akibat kepadatan penumpeng dan banmg, dan perilalru 

pengemudi yang k:nrnng marespon masalah dim keluhan yang dibadapi 

oleh pennmpang, selain itu pengemudi juga di•nggap masih k:nrnng 

uampn dalam mengendarai kendaraan. 

Untuk Kota Tegal pe<sepsi kelompok mponden 'betl:lslsarl<m basil 

dari Tahel S.28. di alas, dengaa nilai Angka sigaij'ilom 0.022 < O.OS, 

membul<:tikan bahwa ·perll':p!ll kelompok terbadap fid:tor..fuktor koa1iw 

pelayanan publik pada kualitas pelayanan angJrutan umum di Kola 

Tegal berbeda, 2 kelompok memiliki persepsi yang hampir sama yaitu 

pihak legisla!if dan Regalator namuo kedanaya betbeda deugao 

operator III8IIPIIll pengguna. Bagj Iegislatif maupno Regalator:, kualitas 

pelayanan angJrutan umum yang masih lruraug hanya pada ketersedian 

angkutan ummn yang melayani kahutuhan masyarakat Kola Tegal, 

jumlah ttayak yang hanya 2, dia!lf!A> masih periu dilambah, selain dari 

faldor tersebul kedua kelompok memillki pendapat yang sama tom•dap 

faldor kebijakan yang lainnya yang dipersepsikan memuasbo 

Lain halnya bagi opem10r dan penggana anglmtan unmm, kedua 

kelompok memillki persamaan pendapat tedladap kelruraugan pada 

pelayanao angkutan umum yaitn faktor jum1ah kendaraao, kondisi 

terminal yang k:nrnng bersih, jariugan tlllyak yang terlalu panjang, 

kaheradaan tempo! infotlllliSi yang hanya di terminal namuo tidak 

terdapat ditempat lain sepetti di Halte atan pusat kennoaian, biaya 

pe!jalanan yang masih dianggap memberatkan, tidak mudah untuk 

be!piodah antar angJrutan umum. dan lrurangaya respou dari supir 

dalam menghadapi masalah sepanjang peljalanao .• selain hal tersebut, 

semua fitktor-faktor dari standat pelayanan publik bagi pengguna 

Unlvenitas lndone&la 
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dipersepsibn masih kurang tefdapat pada pelayanan anglrutlln umum, 

1erutama pada kenyamanan di dalam kendmaan. karena jumlah 

penumpang dan banmg yang tidak teratur. 

Dati basil analisis tersebut, berdasarkan persepsi keempat 

responden, diperoleh bahwa kelompok respouden dati pihak Legislatif 

dan Regulator memiliki kecendnmgan yang sama dalam menyikapi 

kebijakan transporlllsi dan pelayanan anglrutlln umum. sedangkan 

kelompok yang mengalaml cukop kernghm a.ialah kelumpok Openu:or 

karena merupakan sahyek dati kebijakan tersebut dan Pengguna 

anglrutlln yang paling banyak memsa dimgibn akibat kebijakan yang 

tidak dilaksanakan dangan baik olah Regulator dan Openu:or anglrutlln 

UlllUill. 

5.6. ANALISIS IWBUNGAN ANTARA VARIABEL 

Aaalisis dilalmbm dangan Uji Kmelasi Porsial Spearman knrelasi 

untuk n:tendapolk!lfl tingkat keelalan hulmngaD atan peuganlh 8DIBm 

variahel kehijakan tnmsportasi sebagai variahel bebas seeara parsial 

dangan faktor-Mior kualitas pelsyan!lflwgln- umum sebagai variahel 

terikat. 'lmgkat ..__ hublmgan - variahel dignnakan GuJlford 

EmperlcDJ Rulesi1 

Tahel5.29 Tingkat Kee!:atan Hulnmgan 8fllara Voriabel 
Metwnll Guil1iJtd llmperical Rilles 

. Nllll K<>m..i 
Hubupn ~emah, diabaibn, 0.00- <0.20 . 

tidakada 
>0.20- <0.40 H nmdab 
>0.40- <0..70 H 

~ "'0.70- < 0.90 H . . 
> 0.90- < 1.00 Hubunl!an SBDIUII kual 

Dengan Nilai signifikan Ho = p < 0.05 , Ho Ditolak 
Ho = p > 0.05 . Ho Diterixna 

DimBfls Tanda + be!1lrti korelasi positif berarti huhungan seamh, sebaliknya 

jika tanda-

1 Sambas AJj Muhidiu.SPd.M.Si. A:nalis;s Korelasi. Reg!<Si dan JalW" Da1am P ... litian. 
Cv.l'uso!ka Selia, lland>mg, Talmn 2007. Ha1.128 
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5.6.1. Ana !isis Rabun gao An tara V ariabel Di Kota Clrebon 

5.6.1.1. Pmgoruh Wlriabel ke/Jijakon transportgsi dengon wuiabel kualilas 

pehzyat11111 angklliall umum secara umum 

Tabel 5.30.Hubungan antara Variabel Kebijakan Tmnsportasi dan 
Kualitas Pelayorum Angkutao lJmum di Kota Cirebon 

Betdasarkan label di alas, diperoleh nillli r = +0.53~, dan aogka 

signifikon = 0.007 < 0.005, maka hal ini bemni !leC8I1l mnum 

kebijakan culrup beJ:pengmuh positif terbadap kuali!as pelayorum 

anglruhm Ulll'.Jill, dan dipeddmkao semaldn baik lrebijakan Pemerin1ah 

Kola Cireboa dibidang 1mlspOt!asi, akan ..-nakin baik pula lruaUtas 

pelayorum mgla- mnam. 

5.6.1.1. Model JNI15kd Viiii6IJd /u!IJijllk;m tmiiSporttiSi toltrl4q klla/ltas 

pe/qtuuut~ -Uri FUivr TOIIbr 

Pada model ini ingin dilibst pengomh N"dai Kepedulian, sikap 

nillli keadilao dan k<pentingan umum terbadap lruaUtas pelayorum 

anglruhm umum dari Faktor tangible. Dellgao hipotesis sebagai berikul 

Ho,B = 1idak lmlapat pengomh kebijakan 1mnsportasi terbadap filktor 
terukur dari lruaUtas pelayorum angkulan umum 

HI,B = Terdapat peogaruh lrebijakan transpottasi tetlmdap filktor terukur 
dari kuali!as pelayorum 8llgkutan umum 

Tabel5.3l.Hubungan antara Variabel Kebijakan SecaraParslal dan 
Faktor Teruker di Kola Cirebon 

FAicrOR-
TERUKUR 

FAKTOR Koefisien Angka 
Korelasl SiiOlifilam 

KEPEDULIAN 0.536 0.007 

SIKAP 0.509 !l.Oll 

KEADILAN 0.394 0.057 

Unlve-lndonesla 
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Dari tabel di atas diperoleh : 

• Korelasi positif antara kepedulian dengan terukur r ~ ~. 536, dan 

dengan nilai Angka signlfikan = 0.007 < 0.05, bemrti Ho ditolak 

• Korelasi positif antara sikap dengan terukur r = ~.509 , dan nilai 

Angka signifikan = 0.011 < 0.05, bemrti Ho ditolak 

• Korelasi antara keadllan dan kepentingan umum dengan terukur r = 

~.394. nilai Angka signlfikan = 0.057 > 0.05, bemrti Ho diterima 

Hasil ini menjelaskan bahwa tl:rdapat pengaruh yang culrup 

signifikan dari fuktor-lilktor kebijakan tm11am.a dari nilai kepedulian 

dan nilai sikap leibadap fuktor terukur, semakin bagus nilai kepedulian 

dan nilai sikap maka dipeddrakan semakio bagus jup Faktor terukur 

dl'ri pela)'lW!l anglmtan umum. Sedangkan dari fuktor keadilllll dan 

kepentingan umum pengnrulmya rmdah rerbadap wujud kuali1as 

pelay&llllllllllglamm umum yang bemti bahwa hukuman dan sanksi. 
belum memberibn """'keadilan {lihat tabel 5.6) 

5.6.1.3 Motkl fHZI'/liiJ varillllel hbf/tll;lm lriBtspOmui tmadllp fnmlitM 

pe/tlytiJuul ~ _, ,.,.,..,_d#lmo 
Pada lltlldel iDi ingin dilibat peogamh •'8ri8bel bebas Nilai 

Kepedulillll, sikap dan nilai keadllan dan kepentingan umum teTbadap 

vllriabel kualitas pelayatUIIl angkutan umum dari Faktor keandalan. 

Dengan hipotesis sebagai berilrut : 

Ho,C - Tidak tl:rdapat pengaruh kebijakan 1I8nspor1Dsi tetbadap fuktor 
Rellabi/ily dari kuali!Bs pelayanan anglmtan umum 

Hl,C = Terdapat pengaruh kebijakan II8nsporiDsi teTbadap lilktor 
Rellabilily dari kualiiBs P.,Jayanan llllglamm umum 

Tabel 5.32 .. Hobungan antara Vari!lbol Kebijakan Seoara Parsial dan 
Faktor Keandalao di Kota Cirebon 

FAKTOR-
KEANDALAN 

FAKTOR Koefisien Angka 
Korelasi signifilom 

KEPEDULIAN 0.492 0.066 

SIKAP 0.544 0.006 

KEADILAN 0.153 0.477 

Univeraltas Indonesia 
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Dari label di alas diperoleh : 

• Korelasi positif antua k:epedulian dengan k<andalan r = +0.381, 

dan dengan nilai Angka signifikan = 0.066 > 0.05, berarti Ho 

diumma 

• Korelasi positif antara sikap dengan keandalan r = +0.544 , dan 

nilai Angka signi6hn = 0.006 < 0.05, berarti Ho ditolalc 

• Korelasi anima keadilan dan lrejlentingan umum dangan keandalan 

r = -t1}.153. ni1ai Angka signifikan = 0.477 > 0.05, berarti Ho 

diumma 

Dari basil tm!ebiU dapat dijelaskan behwa U:rdapat pengnroll yang 

cukup signliikan antua .W.i sikap telbadap k«mdahm kuali1as 

pelayanan anglrullm umum, dimana seti)akin baik pelaksanaan 

kebijak.en yang konsistell dan kemampuan yang dimiliki pemerin1ah 

dipeddrakan semakin bail< juga kanndalan dori kualitas pelayanan 

angkullm lliDUIII. Sedongkan ni1ai k:epedulian pengorulmya rendah 

telbadap kuali1as pelayanan anglrullm umum, bal dilmrena kebijalcan 

ttanspotUISi yang ada diko1a Grebon lebih diutamakan pada retrlbusi 

UDiuk pmingkalan PAD. Begitupun pada ni1ai lreadilan dan 

kepentingnn umum yang tidak mengniUr lentang ~iban 

memberikan rasa nyamsn, kemudohan memperoleh kendoraan, 

k.mudahan tunm noik dsb, sehingga tidak beJ:pengaruh terhadap 

kanod•lau kuali1as pelayanan anglo>lan IIIJlUII1. 

5.6.1.4. MDIW p<Jl'$141 1llril1lel kebq,kmm ITtlnspo1tlilsl toluulap klllllil#s 

pelaytmlflllfllgkultm WfflUII dari Faklor ktrtt:spoiiS/11111 

Pada model ini ingin dilihat pengnroll variabel bebes Nilai 

Kepedulian, sikap dan nilai keadilan dan kepentingan umum terhadap 

variabel kualitas pelayanan anglrutnn umum dari Faktor k"""'Jl'!lSifao. 

Dengnn hipotesis sehsgni berilrut : 

Ho,D = Tidak terdapa1 pengaruh kebijalcan transportasi terhadap faktor 
respomiwmes dori kualitas peloyanan angku!an umwn 

HI,D = Tenlopa1 pengoruh kebijalcan transportasi terhadap lilktor 
responsivenes dari lrualitas pelayanan angkutan umum 

UniveNitas lnd<mesla 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



97 

Tabel 5.33. liubungan antam Variabel Kebijakan Secara Parsial dan 
Faktor K"""P'Mifan di KJ>ta Cirebon 

FAKTOR· 
KERESPONSIFAN 

FAKTOR Koefision Angka 
Korelasi sil!llifikan 

KEPEDUUAN 0.268 0.205 

SIKAP ..().016 0.940 

KEADILAN -0.183 0.391 

Dari tabcl di alas diperoleh : 

• Korelasi positif antara kepedulian dangan ~ r = +268, dan 

dangan nilai Angka signilikan = 0.205 > 0.05, berani !:lo diterima 

• KJ>relasi negatifantara silalp <langank"""P'nsiiim r = -0.016, dan ni1ai 

Angka signifikan = 0.940 > 0.05, berani Ho diterima 

• Korelasi nep!if antara lceadibm dan kepenliDgnn umum dangan 

kerespomifan r = -0183. ni1ai Angka signifilam = 0.391 > 0.05, berani 

Hoditerima 

Hal ini meqjelaskan babwa hanya nilai kepedulian yang rendah 

peagnrolmya telbadap ~ peagemudi, sOO.ngkan nilai silalp 

,keadilan dan kepentingnn umum lidak berpeagnruh temadap kerespomifan 

peagemudi. Dengan demikian .....,. umum dapal: dikAiakan babwa 

kebijakan 1rllllsjlOrlasi di K<>la Cirebon lidak memilil<i pongnruh dengan 

keQ,sponsiiim peagemudi, kareDii semua kebijakan yang ditetapkan d8lam 

berbagai perda lidak menyanglrut tentang kerespomifan pengemudi.kalaupun 

kem;ponsifilll menmut responden culrup baik, ini lebih dikareDiikan si&t dan 

perilaku pengemudi, bukan kmena aturaD.(Iibat tabcl 5.11) 

5.6.1.5. MtNid ptmllll I'IJtiiJbd ~ lrtlnspt1lt4si ~t~rluulq k"oiiiJls 

peJayluum <r~~gkUUUI umum dtJrl FtJ/dor jmnint111 

Dengan hipotesis sebagai berllrut : 

Ho,E = Tidak tadapat pongnruh kebijakan tmnsportasi terbadap faktor 
Jaminan dari kualltas pelayatl.all anglrutan umum 

Hl,E = Terdapat pengaruh kebijakan tmnsportasi terbadap faktor 
Jaminan dari kualitas pelayanan anglrutan umum 
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Tabel 5.34. Hubungan anlalB V ariabel Kebijakan Secara Parsial dan 
Fakror Jaminan di Kola Cirebon 

FA.KTOR· 
JAMJNAN 

FA.KTOR Y.oefisien Angb 
!Ct>relasi si..,ifibn 

KEPBDUUAN 0.529 0.008 

SIKAP 0.106 0.622 

KEADILAN -0.215 0.310 

Dari label di atasdiperoleb: 

• Korelasi positif anlalB lrepedulian dengan Jaminan r = +0.529, 

dan dengan nilai Angka signifikan = 0.008 < 0.05, beratU Ho 

ditol.ak 

• Korelasi positifanlala sikl!p deo>gaD jaminan r = 0.166, dan nilai 

Angka signilibn = 0.940 > O.OS, beratU Ho diterima 

• Korelasi oegative anlalB Jrerulillm dan kepenlingan umum 

diengnn jaminan r = -0.216. nilai Angka signilibn = 0.310 > 

0.05, bemdi Flo dilerima 

Berdasarbn basil in!, terdapat pengaruh yang positif anlalB 

kebijakan dari fllktor lrepedulian terbadap jaminan, dimaM semalr.in 

baik fllktor lrepedulian dari kebijakan seperti kemudalum memabami 

pei81Unm, diperkinllam semakin baik pula jaminan kemampuan, 

kebampilan, kemnanan, leselmnalan dsb, dalam pelayaoan angkutan 

llll\IJDl. Sedangkan fllktor kebijakan yang rendah pengaruhnya adalab 

nilai keadiiM dan kepentingnn umum, lllll1lk fllktor sikap 

dipeddrakan tid8k bapeagarub terbadap jaminan lrualitas pelayaoan 

angkutan umum. Hal ini disebabkan kereaa ku!ang koosistennya 

pelaksanaan peralunln seperti dalam perabuatan Surat lzin 

Mengemudi (SIM) yang menurut pengakean beberapa pengemudi 

tanpa melalui t.es kemampuan dan ketrompilan meogendsrai 

kendaman. (lihat tabel5.12) 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



99 

5.6.1.6. Model parsitd VIU'iabel kebijakan transpofUISi Whadap kualitss 

peltlyturtm tmgludim """"" dari Falltor emp<~ti 

Dengan hipotesis sebogai berilrut : 

Ho,F = Tidak terdapat pengaruh kebijakan transportasi terhadap faktor 
Empali dari kualitas pelayanan tmglrutan umum 

HI ,F = Terdapat pengaruh kebijakan transportasi terhadap faktor Empatl 
dari lrualitas pelayllilllll anglru1an umum 

Tabel S.3S. Hubungan aotara Variabel Kebijakan Secara Parsial 
dan Faktor Empati di Kota Cireboo 

Dari 1llbel di alasdiperoleh: 

• Korelasi negalif aotara kepedul.ian deugan ••npati r = -KI,009 dan 

dengan nilai Angka slgnifibn = 0.966 > o.os. benltli Ho diterima 

• Korelasi negalifaotara sibp deugan empati r = ~.411. dan ni1ai 

Angka signifibm = 0.056 > O.OS, bei:arti Ho diterima 

• Korelasi negntive aDtara keadilan dan 1o:pentingnn umum 

deugan empati 

r = ~.302. ni1ai Angka signifilalo = 0.151 > 0.05, benltli Ho 

diterima 

Oengaii basil ini tidak f£tdapat pengaruh dari ni1ai kepedulian, 

sibp. Keadilan dan kepentiogan umum secara parsial terbadap ni1ai 

empati dari kualitas pelaYililllll tmglrutan umum. Hal ini disebabkan 

kereoa semua kebijakan yang meoyaogkut transportasi di Kota 

Cirebon tidak terdapat kewajiban kepada pengemodi ontok memberi 

pelayanan kepada pengguna, walaupuo nilai empati ini culrup balk 

(lihat label 5.13). sama seperti ni1ai daya tanggap pengemodi ini lebih 

dikereoabn sifat dan perilalru pengemodi itu sendiri 
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5.6.2. ADalisis HublliiJllUl ADtara Variabel Di Kota Tegal 

5.6.1.1. Pengaruh ~ lutbijaluut trtursportJisi dengun VllJ'iahel lutalitas 

peiayanan anglcutan umum /leCIIIYl II1IIUIIt 

Tabel 5.36. Hubuugan antam Variabel Kehijakan Tl'lUISpOrtasi dan 
Kualitas Pelayanan ADgkuta:n Umum di Ko1ll Tegal 

Dari tabel di 8tas diperoleb niJai r = 40.810, dan oilai ADgka 

signifilam = 0.000 < dati 0.05 yang beJ:arti bahwa ......, umum di 

Kola Tegal 1llldapat peugamh positif yang lruat dati kebijakan 

traDsportasi terhadap kualiuis pelayaDan ~ umum. semakin 

baik kebijakan yang dibuat maka diperkirakan beRiasod<.an pendapel 

dati 24 n:sponden akan semakin baik pula kualiuis pelayanan 

8Dgkulan Ulll1llll 

5.6.2.2. M<Nkl p<ll'llilll l>tiiWd Wl}llk;ul ltfrnlpooasi tmuultJp A:lllllltas 

~ ~-dtuiFIIltwll!nlbr 

Dengan hipolesis sebagai berilrut: 

Ho,B = Tidak 1llldapat peugamh kebijakan traDsportasi terhadap filktor 
terukur dati kualiuis pelayanan angkuta:n umum 

HI,B = Terdapot peugamh kcbijakan traDsportasi terhadap faktor terukur 
dati kualiuis pelayamm angkutan umum 

Tabel S.37. Hubuogan antaza Variabel Kebijakan Secara Pmsial dan 
. FaktorTerukur di Kota Tegal 

FAKTOR­
FAKTOR 
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Dari !abel di alas diperoleh : 

• Korelasi positif antara kepedulian dengan faktor terukur r ~ -HJ. 

651, dan nilai Angka signifikan = 0.001 < 0.05, bemrti Ho ditolak 

• Korelasi positif antara sikap dengan terukur r = -HJ.567 , dan nilai 

Sig (2-tailed) ~ 0.004 < O.OS, bemrti Ho ditolak 

• Korelasi antara oreodilan dan kepentingan umum <Iangan terukur r 

= -HJ.S37. nilai Angka signifikan = 0.007 < 0.05, bemrti Ho 

diterima 

HasiJ ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang cukup 

signifikan darl faktor·faktor kebijakan yang terdiri darl nilai 

kepedulian, ni1ai sikap, nilai keadiian dan kl:pentingan umum secan~ 

parsial terhada!> faktor terukur darl laJaljtas pelayanan angkutan 

umum. Semaidn bagus kebijakan yang mengafur tcn1a11g nilai 

kepedulian ,nilai sikap, nilai keadilon dan kepeatiugan umum maka 

diperi<irakan semakin bagus juga wujud pelayanan angkutan umum 

seperti lokasi pelayanan, biaya peljalanon, terminal, lWte, trayek 

peojaiJman dan lain-lain. 

5.6.2.3. MtHiid pDJi/111 WllitJbel ~ 1Ttuupo111Jsl teduuJgp biJ/Jt4s 

~ llllgludtm- darl F..,.r lrarul#km 

Ho,C 
. 

Hl,C 

Dengan hipotesis sebagai berikut : 

= rldak: terdapal pengaruh kebijakan lransportasi teriladap faktor 
ReliabllitydarilaJaljtas pelayanan~ umum 

= Tenlapat pengaruh kebijakan lransportasi teriladap filklor 
Reliability darilaJaljtas pelayanan angku!an mnum 

Tabel 5.38. Hubungan aotara Variabel Kebijakan Secam 
Parsial dan Faktor Keandalan di Kota Tega! 

FAKTOR-
FAKTOR 

Unlvers""" 1-.,esla 
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Dari label di alas diperoleh : 

• Korelasi positlf antara kepedulian dengan keandalan r ~ -Hl577, 

dan nilai Angka signifikan = 0.003 < 0.05, betarti Ho ditolak 

• Korelasi positlf antara sikap dengan keandnian r = -Hl.576 , dan 

nilai Angka signifikan = 0.020 < 0.05, betarti Ho ditolak 

• Korelasi antara keadilan dan kepen1ingan umum dengan keandalan 

r = -Hl.764. nilai Angka signifikan = 0.000 < 0.05, betarti Ho 

ditolak 

Dari basil te;rsehut dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang 

wkup signifikan - nilai kepedulian dan nilai sikap dari kebijakan 
- -

lraasportBsi fl:lbadap keandalan, semakin baik pelakaanaan kebijakan 

yang konsisten dan kemampuan yang dimiliki pemerintah 

Wperl<irakan ....,akin baik jug& keaqdalan pela}llllllll ang!rntm> WDIDD, 

Sedangkan ftlklor nilai keodjlan dan kq.,..lingan ummn roemiliki 

pengaruh yang bat tedwlap kualilBs pe1ayanan anglml!m umum, 

semakin baik nilai hadilan dan kepenlingan umum, semakin baik pula 

ftlklor keaodalan dari kualilBs pe.layaDar>anglrntan umum. 

5.6.2.4.. MHd pttt:JW 1'IIIWid ~ ~ tmuultqJ b411tt1s 

~~-tlmFMt«~a 

Deugan bipotesis sebogal berikut: 

Ho,D = Tldak terdapat pengaruh kebijakan lraasportBsi fl:lbadap ftlklor 
respomivenos dari kualilBs pelayanan ang!rntm> umum 

HI,D = Terdapat pengaruh kebijakan lraasportBsi fl:lbadap ftlklor 
respol~Sivenos dari kna!itas pela}llllllll ang!rntm> umum 

Tabel 5.39. Hubungan antara Variabel Kebijakan Secara Parsial 
dan Faklor Keresponsifan di Kola Tegal 

FAKTOR­
FAKTOR 
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Dari tabel di alas diperoleh : 

• Korelasi positif antara kepedulian dengan keresponsifan r ~ +494, 

dan dengan nilai Angka signifikan ; 0.014 < 0.05, bernrti Ho 

Gitolak 

• Korelasi posinf antam sikap dengan keresponsifan r ; 0.100 , dan 

nilai Angka signifikan- 0.643 > 0.05, berarti Ho diterima 

• Korelasi positif antara keadilan dan kepentingan wnum dengan 

keresponsifan r ~ 0.520. nilai Angka signifikan = 0.009 < 0.05, 

berarti Ho ditolak 

Hal inliJielljelaskan bahwa darl ketiga lilklor kebijak.a:a tersebut 

nilai kepedulian dan nilai keadilan dan kepentingan umum yang 

cukup berpengarnh terbadap da:l" tacggap pengemvdi cJaJarr. 

meugat1ISi lllO.S!IIeh sepai>jaog petjalanan, ...Jangbn ktbijak.a:a yang 

berupa nilai sikap 1idak bezpengarnh tetbadap ke<epotan daya 

tanggap pengemudi. 

.S:.IU.S:. Model pm:s/.111 vt1J'WJel ~ lnUispD1Wi tululd;tp Jwa1116!; 

pe/tiJHutlllt ...,._-Uri Fllilt4r ]ufimm 

Dengan bipotesis sebagai beriku1: 

Ho,E ; Ytdak terdapat pengaruh kebi.iab.n lrBnSpO!.'tasi terbadap lloktor 
Jaminan darl kualitas polayallllll anglrulan umum 

Hl,E = Tenlapat pengaruh kebijak.a:a tnmsportasi terbadap faktor Jamintm 
darl kualitas pelayallllll anglrulan umum 

Tehel 5.40. Hubungan antam Variehel Kehijakan 8e<:ala Parsial 
dan Faktor Jamiii&D di Kota Tegal 

FAKTOR-
JAMINAN 

FAKTOR Koefisien Angka 
korelasi sinillkan 

KEPEDULIAN 0.218 0.307 

SlKAP 0.5ll 0.011 

KEADILAN 0.626 0.001 
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Dari label di ruas diperoleh : 

• Korelasi posilif mtata kepedulian dengan Jaminan r = 1-{).218, 

d8ll nilai Angka signifikm = 0.307 > 0.05, berarti Ho diterillla 

• Korelasi posilif mtata sikap dengan jaminan r = 0.511 , dan 

nilai Angka signifikan = 0.011 <0.05, berarti Ho dltolak 

• Korelasi positif antru:a keadilao d8ll kepeotiogan umum 

dengan jaminan r = 0.625. nilai Angka signifikm = 0.001 < 

0.05, berarti Ho ditolak 

Berdasarlmn basil ini, teTdopot peogoruh yang culrup kuaiantam 

kehijakan dari tillctor sikap, keadilan dan kepellliogan umum tmbadap 

jamidall, dimana semakin baik faklor sikap, keadilan d8ll kepenlingan 

umum diperldiakan semakin baik pula fuctor jamidall dnlam 

pelayaDOD auglodllll lllllWil. Sedanglom nilai kepedulian nmdah 

pengarulmya ll::lilndap jominan dari kualilas pelayaDOD nnglrnllm 

umum adalah nilai kepedolian. Hal ini disebablam karena kebijaknn 

transportasi lebih dlutnrnak•n UJiluk menarik retribusi dari bid.mg 

transportasi bukao utuk memberiknn jaminan alas pelayanan 

nnglrnllm-yang beltualilas 

5.1U.6. Mt>tld PaniJtl V<riJkl ~ TrrD1$p0t't#sl Terluulq Kulit4u 

1'tlllytuum Anglr-u-Darl FIJ!dm' E111fH11i 

Dengan bipotesis l!ebag8i berikut : 

Ho,F = T"l.dak tet"dopot peogoruh kebijakan ttauspollllsi ll::lilndap tillctor 
Empatl dari kualitas pelayaDOD 1111glrutan umom 

H1,F = Terdapat peogoruh kehijakan transportasi tmbadap tillctor Empati dari 
kualitas pelayaDOD anglollau umum 

Tabel 5.41. Hubungnn antam Variabel Kebijakan Secaia Parsial d8ll 
Fakl<>r Empati di Kola Tegal 

FAKTOR-
EMPATI 

FAKTOR Koefisierl Angka 
korelasi si211ifikan 

K.El'EDULIAN 0.262 0.215 

SIKAP 0.295 0.151 

K.EADILAN 0.183 0.392 
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Dari label di alaS diperoleb : 

• Korelasi antam kepedulian dengan empati r = +ll.262 den nilai Angka 

signilikan = 0215 > 0.05, berarti Ho diterima 

• Korelasi positif antam sikap dengan empati r = 0.295 , den nilai Angka 

signifikan = 0.161 > O.OS, berarti Ho diterima 

• Korelasi positif antam keadilan den lrepentingan umum dengan 

empatl 

r=O.l83. nilaiAngkasignifikan= 0.392 > 0.05, berarti Hoditerima 

Deogan basil ini dlpeWrakan tidal< ten1apa1 pengnndt kebijakan 

dibidaDg tnmsportaSi baik dari nilsi kepedulian, sikap. Keadil.an den 

kepel1lingnn umu:n secara parsial terl!adap niini empati dari kualitas 

pelayaoan 1J1181<u1an lllllU!Il. Hal ini disebobk!ln 1w<ma semua kebijakan 

}'8111! menyanghtt IIIIDSpori8Si di Kola Tegai tidak tenlapal kew!ljiban 

bparla peogeiiWdi Ull!uk memberi pelayanan kepllda pengguna ll1lf!l<ulan 
- walaupun nilsi empatl ini eukup baik (lihal label 5.24). """"' 

seperti nilsi d!lya Umggnp pe!l$<lDIUdi ini lebih d.ikarenakan siiirt den 

perilalal peogeiiWdi itu sendiri. 

5.7. PEIIBANDINGAN IIASIL ANALISIS ANTARA KOTA CIREBON 

dmKOTATEGAL 

Beld!lsarlam basil liDIIlisis secara starislik dengnn """'!!&"""lmn 

metode korelasi pada sub bob sebelumnya, maka Ull!uk membandinglcan 

pengnndt kebijakan 1111DSpor18Si terlladap lrualiias pelayanan angkutsn 

antam Kola Cireboe den Kola Tegal, maka perlu dibuat ringkasan basil 

konelasi di kedua kola ter.lebut, yang secant rinci dapat dilibet pada label 

berikut: 
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Parsial2 

Parsia13 

. 

Parsia14 

ParsiaiS 
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Tabel5.42 Ringbsan Hasil Korelosi untuk Kota Cirebon 

dan Kota Tegal 

VARIABEL VARIABEL KOTA CIREBON KOTATEGAL 

TEI.UKAT B11BAS -· A.tgka -. Angka 
Koreiul Slplftba Koreiul Slgallllton 

Kualihls 
Pelayanan Kd>ijakan +Q.S35 0.007 +Q.810 0.000 
Aaglru!lm Tmnsportasi 
Umum 

Kepedulian +Q.$36 0.007 +Q.6SI 0.001 

Sibp +Q.509 0.011 +Q.$67 0.004 

Terukur K<adilan 
dan +Qj94 0.057 0.007 
Kepentingan 

+Q.$37 

mnum 

Kepodulian +Q.381 O.o66 +Q.577 0.003 

Sibp -«1.544 0.006 +Q.576 0.020 

Keandatan K....wan 
dan 

+Q.IS3 0.000 
Kepentin,gan 

0.477 +Q.764 

11111\lm 

Kepedulian -«1.263 6,205 +Q.494 0,014 

Sibp .0.016 0.940 +Q.100 0.643 

Kerespoosilim Keadilan 
dan 0.009 
Kepentin,gan 

.0.183 0.391 +Q.520 

....... 
Kepedulian +0.$29 0.008 +0.218 0.307 

Sibp +Q.I06 0.622 +Q.Sil 0.011 

Jaminan Keadilan 
dan 

.0.216 0.310 !tOOl 
Kepentingan 

+Q.62S 

umum 

Kepedulian .0.009 0.966 +Q.262 0.215 

Sibp .0.411 0.056 +Q.295 0.161 

Empati K<adilan 
dan 0,392 
Kepe~~ti.ngan 

..0.302 0,151 +Q.183 

umum 
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Ben:lasarlom label di alas, maka ciapat disimpulkan secara statistik : 

l. Pengaruh kebijakan tnmsportasi terbadap lmalitas pelayanan 

anglmtan umum. 

Seeara umum peagarub antara kebijakan ttansportasi dan kualitas 

pelayanan anglmtan lDDUDl di Kota Cirebon culmp kust, deugan koefisien 

korelasi ~.535, dan 8llgka tiugkat kesalahan 0.007 < 0.05, yang berarti 

semakin baik kebijakan ttansportasi, maka diperl<ireklm semakin baik pula 

dampaknya teJbadap lrualitas pelayanan anglmtan umum. Hal ini 

didasorkan pula menurut pen;epsi respooden teJbadap kabijakan 

ttansportasi dan lmalitas pelayanan angkutan UllliUD yang tenlapat di K.ota 

Cirebon memiliki krit=ia culmp baik dangan rata-rata skor 95 dan 94, 

dangan skor tenil!ggi kobijakan tenlapat pada llilai sikap yang berupa . 

koosislermi pelabanaan kebijakan dan kemampuan kebijakan dalam 

JDell8llkur kemampuan ~ untnk skor terdnggi dari lmalitas 

pelayanan engla-umum tenlapat pada keand•lan 

Di K.ota Tepl sec:am. umum tenlapat pengarub yang lmat dari 

kebijakan trai!Spodllsi teJbadap lmalitas pelayanan angkutan umum. dengan 

koefisien lmrelasi ~.1!10. dan angka tingkat keslllahan 0.000 jauh dibawah 

0.05, sel>iDilP diperl<ireklm ,..,.,.Jdn baik kebijakan ttansportasi semakin 

baik pula dampaknya teJbadap kualitas pelayanan angkutan umum. 

~ pen;epsi respooden kebijakan dan lmalitas pelayanan angkutan 

umum bemda dalam kategori yang baik, dimana skor tenil!ggi s:ama dengan 

di K.ota Cirebon yailu pada nilai sikap dan keandruan 

Z. Peogaruh kebijabn tranaportasi terbadap faktor ternlmr dari 

lmalihul poloylman anglmtan amum 

Dit.mdi>~g nilai keadilan dan kepeatingan umum yang peagaruboya 

rendah letbadap iill:tor terulrur, di Kola Cirebon banyallillli kepedulian dan 

niloi sikap yang culmp be!pengaruh teJbadap faktor terulrur dari kualitas 

pelayanan anglmtan dangan koefisien korelasi secara berumtan ~.536 dan 

~.509, dan angka signifikan 0.007 dan 0.001 janb dibawnh angka 0.05. 

Hal ini ted:ait dengan konstibusi kebijakan bagi peadapatan asii daerab dan 

• unr.terettas tndoflasfa 
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kemampuan kebijakan untuk mengukur kemampuan pemerintah. Dan 

beihubungan dengan kondisi jaringan tmyek yang mampu melayani 

kebutuban anglo.:tan umum. 

Berbeda dengan Kota Cirebon, di Kota Tegal semua mktor kebijakan 

se<:rua persia! cukup berpengarub ted!adap mktor terukur dati kualltas 

pelayanan angkutan umum. Nllai kepedulion menliliki koefisien korelasi 

+0.651 dan angka signifikan 0.001 jaub dibawah 0.05, nilai sikap dengan 

koefil!ien korelasi +0.5670 dan angka signifikan 0.004< 0.05 dan nilai 

keadilan serta kepentingan umum koefisien korelasinya.. +0.537 angka 

signifikan dibawah 0.05 yailll sebesar 0.007,antuk persepsi responden 

terbadap kebijakan, konstribusi kebijakan bag! PAD yang memilki akor 

1mlillggi. sedangkan kondisi terminal dati mktor terukur yang memilki akor 

tertinggi dati pelayacan. 

3. Peapnda bbi,jalwl trusportui torlladap - .............. dari 

lmalltu pelllyauD angkntu ........ 

Dari Tabel Nilai 5.43 di alas. di Kolu Cirebon llanya nilai sikap yang 

enkop belpengarub terbadap mktor krmMiaLm dati knalilas pelayanan 

angkutan umum. Iauena memilild lroefisien korelasi +0.544 dan angka 

signitikan 0.006 < 0.05, sedangkan nilai kepeduliaD, nilai keadilan dan 

kepentingan umum rendah pengarubnya tm>ndap mktor keandalan 

terutama pndaaspek keumdaban antuk luran naik kendaraan. 

Kondisi berbeda tenlaplll di Kota Tegal. nilai kepedulian , nilai sikap, 

nilai keadilan dan kapent:iugan umum sec:am paraial enkop be1pengarub 

terbadap mktor keandalan dati kualltas pelayanan angkutan umum. 

terutama nilai keadilan dan kepentingan yang umum yang kuat 

pengaruboya.. Seaua berurutan nilai korelasinya adalah +01;77' +0.576, 

dan +0.764, angka signifikannya 0.003, 0020, 0.000 dibawah 0.005. 

Dengan demikian dapat dipetk:ixakan bahwa semakin baik kebijakan 

transpOrtasi maka semakin baik pula mktor keandalan koalitas pelayanan 

angkutan umum terutama yang terkait dengan ketertiban dan keteratw:an 

anglrutan umum. kepadatan penumpang dan pemetibaraan perlengkapan 

jalan. 
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4. P<~~prub kebijako traDsporiasl teriuodllp faklor ker<oponsifon dari 

knolitas pelayonan anglcalan wnwn 

Di kedua kota, tidak terdapal pengaruh nilai sikap dari kebijakan 

transportas~ terbadap faktor k=spowSan atan daya tanggap pengemudi 

dalam mengatasi masalab yang te:tjadi seponjang peljalonan. Kola Cirebon 

koefisien korelasi -+{).016 dan angka. 3ignifikao 0.940 > 0.05 dan .<ota 

Tegal koefisien korelasi -+{).100 dan angka sigoi:libn 0.643 > 0.05. 

Perbedann te:tjadi pada niJai kepedulian, nilai keadilan dan 

kepentingan umum, di Kola Cireboo nilai tersabut tidak berpengarub, 

ttUpi di Kola Tepl kedua niJai tersabut cukup berpengaruh terbadap faktor 

ken:spoosilim pengemudi. dinuma koefisien korelasi kedua niJai odalab 

-+{).494 dan O.S20danangka signifibn 0.014 dan 0.009 kunmg dari 0.05. 

5. P<ll(l8IUb kebija!<an trallspOIIIIsi tedJad&p mktor jaminan· dari kuolitas 

pelaymmlangkalao liiDIIm 

Pada bubungan ini, di Kola Cirebon !tanya mktor niJai kepodulian 

yang cukup berpengaruh teJIJadap faktor jaminan koalitus pelayanan 

anglmum umum dengan koefisien korelasi -+{).529 dan angka. signifikan 

0.0011 bmmg dari o.os. ~ faktor Jaimya tidak berpengaruh. Hal ini 

betarti semakin bail<. nilai l<epednllon moka akan semakin bail<. pula 

jaminan blengkapan. suralolllll1ll kendaman, kemampuan dan ketmnpilan 

pengemudi dan keomuman dari kecelakaan dan tiodak kejabotan. 

Hal bcd>eda leljadi di Kola Tegol, nilai sikap, nilai keadilon dan 

kepeotingon Wll1lDI yang cukup berpengaruh terbadap faktor jaminan 

kualitas pelayanan angkalao umum dengon koefisien korelasi kedua niJai 

odalab -t{).Sll dan -+{).625 ongka signifikan 0.011 dan 0.001 kurang dari 

0.05, sedongkao niJai kepedulilm tidak berpengaruh. 

6. Pengornb kebijako traDsportui terhadllp foklor empoli dari koalitas 

pelayanan anglcalan wnum 

Di kedua kota, bail<. di Kota Cilebon maupun di Kota Tegal lidak 

terdapal pengaruh dari niJai kepedulian, niJai sikap, niJai keodilan dan 

kepeotingon umum terlladap faktor empoti terl<alt dengon perbatian 

pengemudi terbadap masalab atau keluhan penumpang 
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5.8. IDterpretasi dan Rekomeadasl Peaelitian 

5.8.1. lnterpretasi dan Rekomendasi Penelitian terlmlap Kebijakan 

Transportasi dan Kualita: PelayaDao auglmlaa Umum di Kota 

Cireoou. 

Pada bagian ini penulis melalrukan interpl:l:lasi yaitu melakukan 

p..tudl!inm terbadap pengujian hipotesis. Walaupun basil analisis 

statistik itu sendiri sudah merupakan kesimpulan, telllpi belum 

dianggap memadai tanps ada intetplel:asi yang dikallkan dengan 

rumusan masalah, se1ain itu hal ini bertujuan unWk memperbaiki 

kelemahan amu kelruraugan yang teljadi. Peng>Uian dan intetpretasi 

hipoteais dilll'lliklm sebagai berikul : 

A.IDterpretul dan Rekomendul terlladap Kilbijabn Tnmsportasl 

Dl Kola ClrelMm 

Betdasarkan basil analisis ted!adap kebijelam ttansportasi, 

yang berupa Penlluam daerah (Perda) Di KOla Cirebon yaitu Penla 

No. 13 Tahun 1998 Tentang Relrlbusi I21.n Tmyek:, No. 7 Tahun 

2001 Teutang Peng>Uian keodaman bennotor, No. 13 11m. 2001 

Ten!aog Pela;yllll8ll Tenoinal Peuwnpoog, No. 1 Thn 2001 TeniBog 

Jjin Peuyeleoggaman Tempal Pmkir Umum Di hm badan jahm dan 

Perda No. 2 tahun 2008 TeniBog Pmkir ThDadan Julan, terlibat 

bahwa semua peta1Uran daemh telsebut lebih diulmnakan unWk 

JJlCDIIrik Relrlbusi, guna menambah Peudapalan Asli Daerah (PAD). 

Ketelkaitanya deugan kualilas pelayanan aogku1an lDllwn sang;at 

lruro:ag. Dalam beberapa petatunm tersebut memaog disebulkan 

Wjuan dati setiap petatunm daerah, misaloya dalam peraturan 

teotaog pengujian keodaman bennotnr disebulkan··bahwa Wjuao 

petatunm ini memberiken jaminan keselamatan terbadap 

penggunaan kendaraan, menekan serta mencegah terjadinya 

kecelakean, menjamin kelestarian liogkungao, dao memberiken 

pelayanan WllUID kepada masy1lrakat. Namun tujuan ini kemudian 

tidak soma sekali tetkait deogan isi pasal-pasal peraturan berilrutnya 

yang lebih banyak menekankan teiltang tala cara pengujiao, sanksi 
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dan hulruman jika tidak melokukan pengujian dan pembayaran 

retribusi pengujian kendaraan bennotor. Hal ini yang kemudian 

mengakibatk.an pendapat responden tentang pengaruh kebijakan 

terse but kepada kontribusi bagi PAD lebih besor dari pada tujuan 

lain. 

Secara .umum basil kebijakan dibidang tumsporta>i di Kota Cirebon 

mas•lk dalam kategori culrup bail<, ada bebempa a1asan yang mendasari 

jawaban tersebut antara lain yaitu : 

1. Sosia1isasi bel:bagai kebijakan tersebut <>mgat mudah dilalwkan, terutama 

kepada operator augladall yaitu pemilik dan pengemudi kereDa para 

pengemudi ini lergabung dalam o<ganisasi pengemudi yang disebut 

peguyuban supir sesuai trayek dan sekretriamya selalu leibub setiap hari, 

sebingga mtldah dihubongi. tJe1ain iJu dalam pembuatan kebijakan · 

keterlibolm Organisasi augladall darat (Orglmda), selalu diikutsertakan 

dalam penyusunan kehi~ misalnya dalam meosooiallsasik kehijakan 

penggooaan Gas uotuk pengganti beoain bagi baban bakar kendaraan 

angkntan 1tmum 

2. Fungsi Peguyupan pengemudi yang memberi hontmn kemudaban bagi 

setiap pengemudl dolam mendapalkan pelayanan kesebatau, penglll!iSII!l 

izin keDdaraan, sumbangan kematian, dan lain-lain. Hal ini dikereDakan 

setiap organ~.,..,; pcguyupan pengemudi, setiap hllri mengumpulk.an . 

sumbangan dari setiap pengemudi sebesar Rp.tOOO perllati, basil 

sumbangan ini dikumpulk.an oleb setiap ketua peguyuban yang kemudian 

nanti digunakan uotuk membantu seliap pengemudl yang mengalami 

masalah kewmgao. Persoalan dari sumbangaa ini adalah tidak 

IIanspat'aanya penggooaan dana tersebut, para anggo1a pcguyupan bonya 

memiliki rasa saling pen:aya kepada ketuanya maaing-masing 

3. Pemerintah daerah meugahlr bebempa jalan tertentu yang memiliki 

aktivitas sebagai pusat perdagungaa ,dil~ lebih dari satu tmyek, 

begitupun pada ke\WSall pemukimau sebingga mudah mendapalkan 

kendaraan uotuk menuju atau meuinggalkan lokasi tersebut. 
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4. Pemerinlah kota dalam hal ini Dinas Perbubungan selalu giat melaksanakan 

pengontrolan terhadap kelayakan setiap anglrutan umum dengan selalu 

mengadakan pemeriksaan berkala dijalan bersama dengan insllmsi terl<ait 

lainnya 

5. lsi kebijakan transportasi yang berlaku saat ini relab mengalami perubaban 

dibandinglam deng.n kebijakan-kebljakan sebelumnya. Beberape isi 

kebijakan mengalami perubaban pada organisasi yang berwenang 

melaksaru!ken kebijakan, sepettl pada pernturan perparkiran dibadan jalan, 

relah ditunjuk Satuan Keija p.,..,gkat Daemh ( SKPD) untuk 

penyeleolggaraan perparldmn, yang !>lbelunmya disemhkan kepada pihak 

swasta. Hal ini dknasnkkan untuk menlngJcatken limgsi peme:rimah dslam 

memberilam pelayanan kepada tllOSylllllkat sel<aligns mengaplimalkan 

pendapol•• retn1lllsi porl<ir. 

Sehbn bal-bal tersebut dj alaS, beberape responden rerutama operator dan 

pengguoa BDg]rutan IIII!IJDl yang memang berbeda deugan peme:rimah daemh,. 

berpendapat tiduk setujul kurang terhadap pemyataan kebijakan transportasi 

tetsebul. Ada llebeoapa alasan yang mendosari jawabaa kurang terhadap 

kebijalam tersebut dan meminta perlu ada perbaikan yaitu : 

I. Maslb sering teljadi ketiduk konsitenan aparat Dioas Perbubuogan dalam 

melaksaru!ken kebijakan tetsebut sepettl penerbillm suta1 izin trayek yang 

sebarus!lya benlasad<an batasan jumlah kendaraan ditmyek tersebut.l!l!>i 
pada kenyalaannya selalu ada kendaraan yang mendapllllam izin pada 

trayek tersebut. 

2. Prosedur pengurusan uji kendaraan masib sulit dilalrukan, kareoa 

dirasakan masih eukup berbelit 

3. Kebljakan dari peme:rimah daemh yang tiduk membolasijumlah danjalur 

kendaraan roda dua. menyebobkan peadapotan para pengemudi sangat 

berlrunmg dibanding ketika kendaraan roda dua masib lrumng. 

4. Duk:ungan dari pemerintah daemh terhadap para pengemudi masih sangat 

kurang. misalnya tidak odanya subsidi untuk pembelian perlengkapan 

kendaraan yang cukup mabal, maupun pengbatgaan jika pengemudi 

memiliki prestasi terteni!L 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



113 

Secara lebih rinci hal berbagai masalah ternebut ini akan dijelaskan 

berdasarkan fuk:tol"-faktor kahijakan sebagai berilrut: 

a. Faktor Kepedulian 

Darl basil pengamatan dan analisis yang dilakukan terbadap 

pendekatan nilai kepedulian yang dikaitkan dengan mantl,at kebijakan 

tersebut t<>rhadap pengendalian angkutan umum, konstribusioya kepa<la 

PAD, dan kemudaban pemobaman kebijakan ternebut terlibat bahwa 

basilnya 1idak berpengaruh secara signifikan tetbadap penlngkatan kualilas 

pelayanan angkulan wnum temtama pada fuk:tor keandalan, keresponr.ifan, 

jaminan, dan empati. walaupun pet:SCpSi respondeD secara keseluruan 

telhadap indikator nilai kep..!nlian ini eukup baik. Ada bebmpa Faktor 

yang dirasakan lll!ISih 1rumng baik. Hai ini dapal dilihat pada masn. Jrurang 

puas tmad"P l!lll!lti!at kebijaknn bagi pengeox!aJi;m ·-m:nu:n dan 

keo:mdaban untuk memahanri 1>e<i>api kebijakan tnmsportasi.. 

Kurangnya mantilat kebijakan bagi pengendalian angkutan wnwn , 

kareoa isi kabljakan tidal< Wtkait dengan hal tersebnt. Seperti Ielah 

dijelaskaa sebehmmya is1 kebijakan Iebih banyak menyebudam tenlallg 

pembayaean R:ttibusi yang Wtkait dengan 1nlllspor(a!si UlliUk mengatas; bal 

ini, mab kedepan pedu ada perubahan isi kebijakan lranspol1ati agar 

kebijakan !eiSebut dapal meogendalikan pelay!man ansJa- umum. 

Ted:ait deogan hal ini, Pemerintah Kota Cirebon sahaiknya menunggu 

d.ibedakukanya perubahan alas Uadang-undaog No. 141Bhun 1992 lelltang 

lalu linlas dan angkutanjalan yang tfllah disyahkan oleh DPR. 

Klll"llllgDya pemahaman telhadap betbagai kebijakan tersebut ak:ibat 

lrumng jelas dan rendaboya tiogkat penjelasan yang d!Oerikan oleh Dlnas 

peahulnmgan, dan oleh kareoa i1u sahaiknya masalah ini dapal di atasi 

melalui komllllikesi infonnal. KomW>ikasi informal dapat memberi 

pengaruh positif tetbadap organisasi. l'eoyampaiaa inf0111lllSi secara 

informal alaS suatu kebijakan dapal dilakukan oleh pimpinan atau aparatur 

yang langsung bedlubuugan dengan masyarakat atau pelaksaoa dilapaogan. 

Melalui infmmasi informal, petugas pelaksa.na dilapangao maupun 

masyarakat dapat memahami kebijakan transportasi deogan lahih baik. 
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penyampaian komunikasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti 

mempergunakan saluran komunikasi seperti melalui TV Cirebon, agar 

lebih banyak kesempatan pesan d.iterima dengan baik dan d.ilaknkan 

korounikasi dua arab yaitu secam !imbal balik sehingga pemahaman 

tmadap isi lrebijakan dapat dlpahami semua pihak. 

b. Faktor Sikap 

Pada fillOOr ini berdasarkan basil pendapat m;ponden, indikator yang 

masih knrang baik adalah tingkat konsistensi pelak.<anaan kebijakan 

tmnsportasi. waluapun menurut basil analisis terserbut f8lOOr sikap yang 

melipuli konsinteDsi pelalcsanMn kebijakan dan fimgsi kahijakan untuk 

mengaknr kCDla01p11811 pemerinll!h cukup baik, namun hal ini knrang 

beJ:pengaruh kepada peningketan kuaUtas pelayanan angkutan umum. 

Klurmgnya lronsisteosi pelabanaan kebijakan tmnsportasi karcna 

knrangnya peogawasan dari l"liahal yang lebih tinggi afliU pelaksaoa 

peogawasan di mm.unl! pemerlntlili Kola Cirebon. Untuk memperbaiki dan 

menyempmoakan tingkat konsislensi aparat, dahun melaksanalam 

lrebijakan, maka periu peogawasan dari pimpinan Dinas Pethubungan, 

DPRD, serta unit-unit peogawasan yang lahih tinggi.. DisampiDg itn perlu 

pengenaan Slll1bi yang lebih legas tmadap peblf!11S yang lidak 

melaksanalam lrebijakan dengan baik, Hal ini dapat dilakukan melalui 

ketCibukaan pihak pemda untuk mene!ima masukan dan. keluban dari 

masyarakat. sehingga bagi peblf!1IS menjadi a1at penekan untuk 

menjahmkan tugasnya demi peningkatan kualitas pelayanan angkutan 

umum sesuai kebijakan yang dimaksud. 

c. Faktor Keadilan dan Kepentingan Umum 

Beldasarbn basil analisis terbadap. pendapat respondeD, yang 

dlanggap masih kurang baik teidapat pada indikator jangkauan pelayanan 

angkutan umum, ind.iaktor hukuman dan sanksi, perlindungan lethadap 

kepenlingan umum dan sifill diskrim.inaif kebijakan, bal ini menyebahkan 

fillOOr keadilan dan kepentingan umum tidak berpengaruh secara signilikan 

terbadap kualitas pelayanan angkutan umum. 
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Kwangnya jangkauan pe1ayanan menyebabkan lrutaognya 

perlindungan kepentingan umum akan layanan anglrutan umum. Hal ini 

dikarenakan masih ada beberapa kawasan yang belum diakses anglrutan 

umum antara lain kawasan pemukiman yang baru dibangun : Penrmaban 

Kalijaga, Taman Kalijaga, Pennata Hll!:jamukli, Ciremai Girl serta di 

Kelumhan Argasurya seperti Kedung Krisik dan Cibogo2
• UnWkmengatasi 

hal ini pemerinlah kola (peml<ot} perlu meloksanakan analisis dampak lalu 

lintas {Andall)' guna mengetahui dampak langsung kawasmi bam m.ebut 

ll:tbadap petgetakan lalulintas pada sistem jalan yang 1dah ada dllibat dari 

segikapasitas, k.........tan, ~ polusi, linglamgandan parameter 

Jainnya. Pembangunan kawason :..m 1elsebut pasli menlmbulkan ~ 

dan tarilam lalu 1intas disebel!kan oleh kegiatan yang dilakakan dikawasan 

tersebut. Selm:uh pe<gerakan manusia, kern!""""' dan bar.mg barus dapat 

dianalisis deogan ce<lllllt dan seksama serta barus pula dapat diperl<imkan 

bempa bessr dampaknya apabila pe<gerakan lalu 1intas ltu membebaui 

.mem jaringan jalan yang 1dah ada. Hasi1 analisis ini memberikan solusi 

terbaik yang dapat nvmlinmnkBlD dampak serta memudahkan peugatUran 

titik akaes ke laban ~ yang bam terscbut., juga memudahkan 

penyusunan usulan ll:tbadap jalur trayek tambaban yang dipedukan (jika 

ada) dan untuk mempertabankan tingil:at pelayanan sistem jaringan jalan 

yang Ielah ada. Dengan demikian ka..........,.,wason 1elsebut akan 

,_tapo11am pelayanan angkatan umum deogan tetap meningkatkan 

efisiensi sistemjaringan yang Ielah ada secara menyeluruh dan merangsang 

pertumbaban pada kawasan tersebut secarai<:Tpadu. 

Selanjutnya terkait deogan lrutaognya keadilan atas ketem:uan 

hukuman dan sank.si ll:tbadap pelangganm kebijakan, hal ini disebabkan 

petugas yang tidak professional dnlam melakaanakan tugasnya dan isi 

kebijakan yang banya memberi sank.si kepada masyamkat te!api tidak bagi 

petugas, sehingga petugas modab berkompromi dengan pihal:.-pihak yang 

melangglu: kebijakan. UnWk mengatasi hal inl pernkot perlu senantiasa 

;:Dinas Perhubunpn Kota Cirtbon .. LoporanAkbil' PenaJQ(III Trom/H)I1asi Local Koto 
Cire/xm 2009 bal V-9 

1 Ofvar Z.Tamln1 ~ ~~ & Rei:ayna Transpcrtasi. ITB, 9andun« 2008 
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melak:uksn pengawasan yang lebih ketal, memberikan sanksi yang tegas 

terlladap petugas dengan mencanbomkannya langsung di dalam pemtunm 

yang tertulis, menempalkan petugas yang memiliki persepsi yang sama 

terlladap isi, prosedur kebijakan dan cam kerja yang sama dan memiliki 

kualitas yang tidak dimgukan. Selain itu perlu ada pengbargaan atas kinerja 

aparalllr yang dapat diberikan dalam bentuk iru.entif; sebingga para petugas 

dapat bekerja lebih baik. dan memuas!<an. 

lCurangnya kebijakan pelayanan ttansportasi yang tidak diskriminatif 

disebabkrm karena betdasarl<an basil pengnmatan tidak teniapa! kebijakan 

yang memprioritaskan tnmsportasi bagi golongan DIIIII)'Blllkat yang 

be!per>depatan kutang, 01'11118 cacat, Wlllli1a. anak-anak, manula dan bagi 

wargn kola yang tidak mempunyai 11:mpBt tinggal. Uatuk itu pemket barus 

segem ~ kebijakan yang ada '.leogan perubalum undang­

nndang lalu lintas dan angla!lan jalao, diSIIIIIIOng itu Dinas Perlwbugan 

Kola Cirebon periu meningkalkan pengetah1um tenlaog sistem ttansportasi 

yang bukan hanya melihat lioktor mobllitas (kemudahan unluk bergerak) 

sebagai 1$Jan akhir dengan selalu mengasahak!!!! oemakin hanyak 

bMaraan bergerak deugan loocepatan yang !ebib tingi, tempi jugn 

~ aksesibilitas (kemudaban) bagi setiap penggnna (manusia), 

batong dan jasa secara adil, seimbang, biaya rendah dan mempunyai 

dmnpok yang kecil. K<adilan sebarusnya memberikan priorilas bagi 

temedia angla!lan umum, pejalan kaki dan keudaraan tidak bennolllr yang 

mudah dljangkan bagi si.apapun. 4 

B. Interpretaal daa Rekomendasl Penelitian teriladsp Kuallw Pelayan111 

aJ11i1mtan um-dl Kota Ci.rd>oD 
Dalam upaya meningladkan kualitas pelayarum angkutan umum di 

Kola Citebon, betdasarl<an hasH pengolahan data dan wawancara yang 

dilakukan, ada heherapa fak:tor lerlenlu yang penting untuk diarlakan 

pedoaikJm dengan tujuan 8gaf masya.nokat mendapalkan peningkatan 

kualitas pelayanan angkutan umum. 

• Ofyar2.Tamln, Perem:anaan Pemadelan&Rekflyasa Transpcrtasi. rre, Bandung2008 
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Secam menyeluruh kualitas pelayanan anglrutan umum di Kota 

Cirebon bedcategori culrup baik. Beberapa alasan yang mendasari hal 

tersebu! ya.iru : 

I. Jenis kendaraan anglrutan umum yang telab memiliki kelayakan fungsi 

dan bakan bus memberi kemud•ban bagi pengguna angkutan umum 

da1am menggunakannya, terutama untuk tunm naik kendaraan 

2. Kondisi Tenninal Harjamnkti yang bertipe A dan Tenninal Dukuh 

Semar yang kbusus nnluk anglrutan kota, tel.ab dikelol.ab <Iongan balk. 

Hal yang sama juga dilakakan pada penenruan lokasi balte, 

3. Jaringan lfayek anglrutan perkotaan memilild tingkat kepadatan 

sebesar 11.99 kmlkm2
, yang menunjnkan babwa tingkal aksesibililas 

anglrutan umum oukup ~-
Bedangka!l dari beberapa m!pellden terutama pengguna anglrutan 

umum banyak yang meuyebud<an tidak seluju atau 1r::uJ:ang te<badap 

pernyetaan kualilas pelayamm anglrutan umum, bebetapa a1asan yang 

mendasarinya yaitn : 

I. Hampir di se1uruh ruas jalan adalab l.abJ lintas campman (tnt. trqff/c) 

dbruma kendaraan benno!or bemampur deogao kendaraan tidak 

benno!or (l:!eoak dan sepeda), sebingga ~ kecepaUm 

kendaraan anglrutan umum dan berpengaruh ll:l:badap penyebab 

kemacetan pada ruas jalan tertentn 

2, Perilalru JIC'll!"'lludi angkulau kota yang memutuskan sendiri kapan 

mereka beropenlSi. kecepalan opezasi, mengbentikan dan meJillllkir 

kendaraan nnluk memmggu penumpang. 

3. llesamya prosentase penggunaan kendaraan pribadi yaitu sebl:sar 

59.73%, daripada angiodan umum yaitn sebesar 40.27 %. dimano untnk 

angkutau perkolaan banya sebesar 32.5 % 6 

sDinas Pett:lubunga:n Kota Cin;bon "'Laporan Aklrir PenataQn Tramportasi Locc1 Kota 
Cinbon 2009 hal y.g 

6 Dinasl'erl>Ubun;11111Kola CirebonOp.dt. hal V-7 
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Secara lebih teq>erinci akan dijelaskan sebaga.i berikut : 

a. Fak1or Terukur 

!18 

Dari basil pengamatan dan analisis data terbadap fak1or 

terukur ini, basil yang diperoleh adalah cukup bai.k, oamum 

demilian petbaikan yang perlu diringkatkan adalah pembenahan 

terbadap kondisi t<:mpat pelayanan yang masih lrur..ng bersih dan 

nyamao dan tenaog serta cukup panas dan koraog segar, baoyak 

hahao-bahan bekas-hekas pengujian yang berserahkan meoambah 

kesemmwul:an. Unlllk kelrurangao informasi pelayanlhl aogkutan 

adalah brena t<:mpat infunnasi haoya pada S8lu t<:mpat yaitu pada 

Terminal, tidak terdapat pada pusat-pusat keramaian, pemukinao 

dan halte, serta pada Website Kola Cirebon. 

8edaogkan yang diaoggap sangat- kur.mga adalah pada 

indJ"blnr biaya poljolanao yang dianggap mosih memberallam 

tendllmo bagi pihak opemlor dan pengguna aogknlan umum. Hal ini 

diBebeblmn karena bagi J"'D!!!!!m& aogkutan umum, biaya Rp 2500, 

dianggap mosih cukup !Mbal, dlbanctingkao jika menggunakan 

badaraan pribadi roda dua. SMangkm bagi operator biaya 

poljalaoan yang diperoleh lidak sebanding dengao biaya operasional 

dan pendapalan bersib. Rala-rata Pendapatan kotor sehari adalah 

Rp.120.000, ini kemudian diJruraogi setoran Rp.60.000 dan biaya 

opemsional berupa bahao bakar sebesar Rp. 45.000, sehinggo sisa 

pendapotan bersih adalah Rp.IS.OOO, pendapotan yang S8Jlgot 

koraog untuk memenubi kebutuhan keluargo sehari-hari. Untuk 

meogatasi hal ini, Pemerintah Kota (Petukot) Kota Cirebon perlu 

selalu meUbalkan porbsipasi semua pihak dahun menentukan tarif 

angktutan umum. Petukot juga sebaiknya memberikao subaidi ke 

ope!8lor angkutan untak pembelian suko cadang kendaraan, 

sehinggo opera!or angkutan umum mendapatkan harga yang lebih 

mumb dari harga pasaran. Selain itu perlu ada perbaikan atau 

peningkatan mutu prasaraoa dan sanma lnlnspOrtaSi, misalaya 

petbaikan permakaan jalan akan beJpengaruh biaya perawatan 
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kendanum, perbai.kan sistem 1:rllnsp0rtasi dengan menambah 

kecepatan rata-rata, karena pada kecepatan rendah menumbahkan 

billya operas; yang tinggi karena bertambanya pengereman dan 

keausan kendaraan apalagi jika disebakan oleb kemacetan7 

b. Faktor Keandalan 

Untuk fak!or keandalan, walaupnn dalam krlterla baik, masih 

ada responden yang tidak setuju atau merasa kunmg tetbadap 

foktor keandalan kualitas pelayanan angkulen umum tersebut yaitu 

pada ketersedian angkutan umum yang disebabkan karena jumleb 

kCIIdaraan yang dioperasikan beberapa tJ:aydr; masih kunmg 

diblnwh Dilai yang direkornendasikan yakni kunmg dari 800,{,, 

kunmsnY" kepentingan waktu peljal_., karena pengenrudi 

angkutan kom memutusksn sendirl kecepalan operas; yang 

dik:ebeDdaltin: _ ........ ~ .... ft dan memarldr bndaman-ya,-

nntuk lllOIIDD!!8" penumpm~g (ngetem), kunm8nya lremudahan 

be.pindah antar angkutan Ull1llll1 yang disebabkan karena tidak 

semua trayek anglrulan kola masuk kedalam terminal, kunm8nya 

xasa llyaiDIUl didalom bndaman akibat suhu udara yang tidak sojuk, 

dan kunmgnya pembata""" jumlah penumpm!g oleh pengenrudi 

sehingga terlmdang penumpang berdeaak-desakkan, bebnn lagi jiko 

batang yang dibawah pemunpang c:ukup banyalr. 

Untuk mengatasi berbagni masalah filktor keandalan tersebut 

di Bills khusus untuk petpindahan antar angkutan umum, dan 

ketetsedian" angkotan umum, pemkot perlu menyediakan sanma 

angkotan lain yang khusus beroperasi di antam jalur inlyek dengan 

terminal atau antar trayek., namnn berbiaya mmah misalnya becok 

dan pembangnnan pedestrian yang memberikan rasa nyaman bagi 

pejalan kaki, Sedangkan kepentingan waktu peljalanan, 

kenyamanan didalam kendaraan dan kepadamn penumpang , hal ini 

bisa di atasi dengan memberi pemahamao dan pengertian kepada 

7 Ofyar Z. Tamin, Pelenamat~n Pemode/,an & Rekayasa rrat:spcrtasl. ITS, Bandung 2008 hal 
455. 
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para pengemudi tentang pentingnya memberlkan pelayanan kepada 

penumpang, kerugian akibat meniogkatnya biaya operasi karena 

terlalu banyak berhenti namun mesin kendaraan dalam keadaan 

hidup, pembatssan penumpang yang tidak harus benlasarkJin 

batasan jumlah penumpang, dan ongkos peljalanan yang berl>eda 

jika membawa barnng. Untuk dua yang terakhir sebaiknya baru. 

melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Fal.."torK~ 

Pada lilktor ini benlasarkJin basil analisis beroda dalam 

krlteria cuJwp baik dan hal ini bukan disebeblr.an oleh kehijakan 

tnmsponasi. yang ada. Persepsi respooden terhadap kekuraogan 

peda l8ktor ini adalab masm a:~a pengemudi yang tidak cepo1: yang 

tidak cepot :m,gap tMhailar masalab yang tmjadi -sep!!lljang 

petja1alllm. misalnya pengemudi yang diam Sl!ia jika tmjadi 

kl:m.aeetlm km:na ada !rends"""' yang bedxmti Wteogah jalan 

akibat kerusakan mesin, kecepotan kendal"lll!1l tidak dilrunmgi 

ketika melewati liniBs penyehemDgan bagi pqjalan kaki (Zebra 

........ ), saJil!g berebolan pelllllllp8Dg, pengemudi tidak memberi 

kemndalum bagi kendanum tidak bermesin dan lain-lain. Karena hal 

ini menyangkut perilaku pengemudi, maka untuk mengstasinya 

diperlukan kesadanm dari pam pengemudi, d.isamping itu pemkot 

pedu juga membuat kehijakan yang menyangkut kewajiban bagi 

pengemudi angkutan umum ketika beroda dijalan, lengkap dengan 

Sllll!ali akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut dan yang terakhir 

adalab adanya pemberian pengbargaan bagi Peniemudi teladan, 

pengemudi yang dinilai melaksanabn kewajibannya dengan baik 

d. Paktor Jaminan 

Benlasarl<an basil analisis dan wawanca:ra, kekurangan peda 

lilktor jaminan Ulljadi peda semua indikator yuitu peda 

perlengkapan sumt-surat kendaraan seperti Swat !zin Mengemudi 

(SIM), !zin operasi, izin tzayek, dan mssa uji kendal"lll!1l karena 

masih ada saja pengemudi yang ditahan kendaraanuya ketika 
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dilakukan pemeriksaan oleh petugas dijalan. Disamping itu juga 

terdapat kelrurangan pada ketrampilan dan kemampuan supir 

mengemudikan kendaraan, seperti berhenti pada rnmbu dilarnng 

berhenti, ketika mema.<uld persirnpangan, ketika mendahului 

kendaman lain, ketika berada dijalan pada kawasan yang mmai dan 

tain·lain. Kurnngnya rasa aman pengguna angkutan umum dari 

keeelakaan dan aksi kejaba!an, karena supir masih sering 

mengemudi ke!!daraan deugan kecepatan yang tinggi guna 

mengejar setoran sehingga sering menimbulkan t8Sil cemas bagi 

pomnnpomg didalam kendaman. 

Ketiga kelrurangan tersebut barus di a1asi, salah Sllll:nya 

deugan ketegasan aparatur dalam meJljalankan peratumn mengenai 

l"'ffllllll''l memililri SIM. izin tmyek, izin opemsi dan masa ujl 

Rel<omcudasi yang diberlkan penulis pada inlerp:etasi kebijakan 

1nmsportasi. 

e. Faklor: empali 

Faklor: yang temkhir dari kualitas pela}oman angloJ!Bn umum 

adalah tDklor empali. yaitu ped>atian khllsus yang diberlkan oleh 

pengemudi kepada masalah dan keluhan JI"'IUUIIPP''! Seeam umum 

fuktor ini memiliki kriteria cukup baik, kelrurangan yang 

di~ oleh responden adalah pada masih adanya pengemudi 

yang lrurallg memilild kesadanm alan kerelaan UD1uk menerima 

masukan, kritikan atau sanm dari pengguna angJrutan umum alas 

pelayan yang diberikan. Hal ini dirasakan perlu guna memperbaiki 

kelemahan dan kelrurallgan pelayanan IIDgkidlm ummn. 

Untuk meugatasi hal in4 sebaiknya peguyupan para supir 

yang merupakan organisasi bagi pengemudi senantiasa memberikan 

pemahaman kepada para anggotunya tentang peutingnya 

memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna angJrutan 

umum, disamping itu jika perlu disedialom kotak pengaduanl 

keluban peugguna angkutan umum disekretariat peguyuban dan di 

lokasi Tenniual angJrutan umum. 

Unlllllraltaa-ia 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



122 

5.8.2. illlerprellui dan Rekomemlasi P011elifum terbadap Kehijakan 

Tl'liiiSporla!li dan Kualltllll Pelayullll IUlgknWI Umum di Kota 

Tegal 

Pada dasamya permasaiah kebijokan transpor1asi dan pelayanan 

angkutan umum di Kota Tegal hampe< sama deDgan yang tetjadi di 

Kola Cirebon. Karena itu dalam melakokan inteqmltaili terhadap basil 

aoa!isis untuk Kola Tegal, bebempa rekmnendasi disamokan dengan 

rekomendasi diberikml untuk Kola Cirebon , yang diuraikan sebagai 

berikut: 

A. llllerpretui dan Rekomeudasl terfJadap Kdlijalo:IUl TntllllpOrla!li 

»> Kota Tegal 

Di Kola Tega! kebijokan tmnspottasi ddam bemnk Peratlll"all 

daerah {Penla) yang meojadi l:alwllitmdur-bagi penelitian ini 

:yaitu PeRla No. 10 Tim 2001 Tca••IICRt.trilH&si T~ Pefda 

No. 13 Tabun 2001 T-g ReiiiiNoi P""Pjlu Kodwnan 

Bermotor,PemaNo.14Tim 2001 T-II(I~Izill'frayek 

Du.JzillOponuiA ...... aU...,.danl'efda No.15Tim 2001 

T-1111 Pa'...P.P'IIl Jalaa. Dari semua peralUI"all daerah 

tersebut llljuon utama untuk tnellllrik R<oln"busi, sum menambah 

Pendapalan Asli Daemb (PAD). KeterlalitaJiya dengan kualitas 

pelayanan angJmtan umum sangm lrunwg. Dalam bebetapa peralUI"all 

tasebut tidsk disebutkan pasa!-pasal yang ttdaiit deDgan pelayanan 

angkutan umum tetapi lebih banyak menekankan fe!lllmg tala """' 

pengqjian, sank:si dan hukuman jika tidak melalmbn penglljian dan 

pembayanm retribusi pengqjian kendliraan beJ:moroi". Hal ini yaug 

kemudian mengakibatkan pendapat responden t<:otang pengaruh 

kebijokan ternebut kepada lrontribusi bagi Pendapatan asli daemh 

lebih besar dari pada tujuan lain. 

Secam .wnmn basil kebijokan dibidang tnmspo-i di Kota 

Tegal masul< dala kategori eukup baik:, ada bebempa alasan yang 

mendasari jawaban ternehut autam lain yaitu : 

Untveraitas Indonesia 
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I. Jangkauan wilayah pelayauan angkutan umwn yang banya 

terdiri dari 2 tmyek, mempermudah perencanaan , pelaksanaan 

dan pengawasan setiap kebijaka.a transp<.>rtasi 

2. Sosialisasi kebijaka.a mudah dilalrukan teru1ama kepada para 

operator angkullln umum karen.a jumlah k:elldarean yang ada 

banya 42 kedaraan dan berada dalam 2 organisasi peguyuban. 

3. Fungsi Peguyupan pengemudi yang memberi bantuan 

kemudahan bagi setiap yengemudi dalam mendapatkan 

pe1ayanan lresel-.., pengurusan izin kendaraan, 8111llbangan 

kematian, dan lain-lain sama seperti yang dilakukon di Kota 

Cirebon, danf!SD mengnlDf>Uikan dena Rp 1000. Perharl. 

4. Status kewenanf!SD pengelolahan jolan yang lebih bonyalr. 

dimiliki oleh Kalmpalen Tq¢ dan pemerin1ah pllsal, memberi 

kemudalum bagi pemeriutah dahun mengelolah saran& 

transportasi perlrotaan. 

5. Pemerintah !rota dalam hill ini Dines Perlrubungan selalu giat 

meJaksaMlam pengon1101an ledladap kelayokan setiap anglrutan 

umum denf!8D se!alu meogadokau pemerikssan bedmla dijolan 

bersamo denf!8D instansi terkait lainnyo 

6. Adanya pe\aj.'llll!ln satu alllp dan peoetapan bolasa• wak1u 

pengurusan ledladap pembayuran R:ln'busi sebinggo memberi 

lremudahan peloyauan 

7. Ketersedian berbagai jenis k:elldarean angkutan IQDnm yai!U 

berupa bus, 1111gkutan kota, taxi, be<:ak dan sepeda denf!8D 
Terminal bus yang beltipe If. berada dalam satu lokasi denf!8D 
tetminal anglrutan kola. - . 

Selain hoi-hill tersebut di oms, bebempo responden terulllllla 

pengguoa anglrutan umum berpendapot tidok selllful kurang 

terhadap pemyataan pada kebijaka.a tmnspor!asi ~ Ada 

beberupa alasan yang mendasari jawahllll kurang UoWap kebijaka.a 

tersebut dan meminta perlu ada perbuikan yailu : 

Unlveraltas Indonesia 
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I. Kebenulaan Dinas yang menangani masalab transportosi yaitu 

Dinas PerbubWlgan, Komunikasi dan informasi ,yong S<lain 

mengurus transportasi juga bertugas untuk mengurus masalab 

lromunikasi dan informasi sebingga tidak optimal dalam mengurusi 

masalab transportosi. 

2. Kebijakan dari pemerintah daerab yang tidal< membalasi jumlah dan 

jalur kendaman roda dua, menyebabkan pendapolan para 

pengemudi sangat berlrurang dii>anding ketika kendaman roda dna 

lllliSih kunmg. 

3. Duknngan dari pemerintah daemb terbadap para pengemudi lllliSih 

sangat kuta!lg, misalnya tidak adal!ya subsidi untuk pembelian 

perleugkllpen kendaman yang cukup mahal, maupun pengbargaal! 

jika pengemudi memiliki prestasi tellenliL 

4. ~ lroordinasi antar wi1ayah Kola Tegal dan Kabupateo 

Tegal dalam menangani masalab anglmtaD IJDilUII, mengingst 

babwa banyak kendaman melewnti balas lredua daerab 1m'sebut. 

Seoam Jebih rinci bal belbagal masalol! tersebut iDi akan 

dijelaakan beldasad<an :lilkmr-lilktm kebijalom sebe,gai berilrut : 

a. Faktor Kep!dnlian 

Deri basil J""l&l"""'an dan analisis yang dilabdam terbadap 

Dilai kep<xlnljen tcrlibat babwa basilnya tidak l>erpalgaruh secam 

signifikan terbadap peniD{!Iamm balitas pelayanan angkni8D umum 
tervtama pads lilktm keresponsilim, jaminan, dan empati. 

Walaupun persepsi respnnden secara keselurnan terbadap indikator 

Di1ai kepedulian ini cukup baik. Tlka dilihat dari persepsi 

n:sponden terbadap indikator .kepedulian ini maka ada bebempa 

Faktor yang dimsakan lllliSih kuta!lg baik. Hal ini dapat dilihat pads 

lllliSih kurang puas terbadap manlliat kebijakan bagi pengendalian 

angkataD nmum dan kemudaban untuk memabami berbagni 

kebijakan transportosi. 

Hal ini terjadi karena isi kebijakan tidak lelkait dengan 

pengendalian angkutaD umum. Kebijakan lebih bsnyak 
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menyebutkan tentang tata """' perobayaran retribusi, maka kedepan 

perlu ada perubalum isi kebijakan tnmsportasi agar kebijakan 

tersebut dapat mengendalikan pelayanan angketan umum. Terkait 

dengan bal ini, l'e!nerintJ!h Kota Tegal sebalknya menunggu 

diberlakulamya perubahan atas Undaag-undang No. 14 tahun 1992 

tentang lalu lintas den angk...tan jalau yang Ielah disyahkan oleh 

DPR. 

Kurangnya pemahaman terbadap be!bagai kebijakan tersebut 

rerutsma bagi pengguna angketan ummn, Karena kebijakan tersebut 

tidak diperuntulam bagi mereka selain itu akibal kumng jelas dan 

rendahnya tingkat pe!1jelasan yang diberikan olah Dinas 

perbubungan, infbrmasi dan kommubsi , oleh karena itu sebalknya 

rnasalah ini di atasi dengan ..-..nfuafum bidaag komunikasi dan 

inllmnasi si i.nstami ini, dan komnnibsi infurmaJ melalui radio •• 

b. Fak!or Sikap 

Jindilmtor yang masih kumng baik adalnh tiugkat konsislensi 

pel•ksanaan kebijakan trausportasi. wa1aupun metiUII1I hasil analisis 

tersebut fuktor sikap eulrup baik, uaffiiDl bal ini kumng be:rpengaruh 

kepeda peningkalan kualitas pelayanan angkutan umum. 

Kumngnya konsistensi pelakaanaan kebijakan tnmspoltasi 

karena kumngnya pengawasan dati pejahal yang lebih tinggi alau 

pelaksana peagawasan di unit-unit pemerintah Kola TegaL Untuk 

memped>aiki bal ini dan menyempumakan lingkat konsistensi 

apaxat. daJam melaksanalam kebijakan, maka perlu pengawasan dati 

pimpinan Dinas Perl!~ DPRD, sem. unit-unit pengawasan 

yang lebih linggi,. Dlsampingitu perlu pengenrum sanksi yang lebih 

tegas terl!adap petugas yang tidak melaksoMkan kebijakan dengan 

bailc, bal ini dapat difakukBn melalui ketedmkaan pihak pemda 

untak menerima masukan dan keluban dati masyatakat. sehingga 

bagi petugas ini menjadi alat penekan untak menjalankan tugasnya 

demi peningketan knalitas pelayanan angkutan umum sesuai 

kebijakan yang dimakand. 
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e. Faktor Keadilan dan Kepentingan Umum 

Berdasarkan basil analisis yang dianggap masih ktmmg baik 

pada faktor ini tetdapat pada semua indikator terutama pada 

hukuman dan sanksi serta perlindungan teihadap kepentingan 

umum, jangkauan pelayanan angkutan umum dan terakhir sifiU 

diskriminatif kebijakan, bal ini menyebahkan fuktor keadilan dan 

kepentingan umum tidak betpengaruh secam signi6kan tedmdap 

lrualitas pe!ayanan angkutan umum. 

K.unmgnya keadilan atas keteotuan hukuman dan sanksi 

lerlladap pelanggnmn kebijakan, bal ini disebabkan breDa perilaku 

petugas yang tidsk profi:siona! daiam melaksanakan lugaslya, dan 

isi kebijakan yang hanya memberi sanksi kepada masyamkat tetapi 

tidsk memberi sanksi bagi petugas ji!:a tidsk me!aksanakan 

!rebijakan, se!tinggn pe1ngas mudah bed:umpromi deupn pihak­

pihak yang melanggar kebijakan, Untuk meogalasi hal ini. breDa 

knndisinya sama dengsn yang leljadi di Kola Cin:bon, maka penulis 

~ bal samateihadap Kola Tegal 

Kmangnya jangbu!IU! pelayanan angknlan umum 

menyebahkan ktmmgnya pertind:uDgan kepentingnn umum. akan 

layanan angkutan um!Dn Hal ini dibreDakan masih ada beberapa 

kawasan yang tidsk diabes angkutan umum. misalnya kawasan 

a!un-alunK<>fa Tegal. Dan masih palljangnya IUie pe:lija!anan nntnk 

Jllen1iju lokasi tertentu padabal jaraknya culrup debt. Untuk 

meogalasi bal ini pemerintah kota sebaiknya mengoptimalkan 

1\mgsi kendaman tidak bermesin seperti becak dan sepeda nntnk 

men'liu lokasi-lokasl terlmll.L ~Selmljutnya Untuk indikalor tentlmg 

kebijakan transpol18Si yang masih diskrlminatit; tidak tetdapat 

kebijakan yang memprioritaskan transportasi bagi golongan 

masyamkat yang herpendapetao kurang, OtliDg cacal, wanita, anak­

anak:, manula dan bagi warg;a kota yang tidak mempunyai tempat 

tingga!. Untuk itu pemerinlah hams segera menyesuaikan kebijakan 

yang ada deng;an pernbaban !Dulaog-undang !alu lintas dan 
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angkutan jalan, disamping itu Dinas Pethubugan Kota Tegal perlu 

meningkall<>m pengetahuan tentang sistem transportasi bagi 

menyediakan aksesi.bilitas (kemudahan) bagi ..map pengguna 

(manusia), berang dan jasa secora adil, scimbang biaya rendah dan 

mempunyai dampak yang kecil. 

B. Interpretosl dm Rdmmelldasl Penelitiall teriuul.•p Kualitas Pelayaoan 

aoglmtan Umum di Kota Tegal 

Secata menyeluruh lrualltas pelayanan angkutan umum di Kot• Tegal 

benlda dalam btegori culrup bail<. Ada beberapa alasan yang mendasari 

hal felselrut yaitu : 

I. Kondisi /1)(11/ falaor pada 2 jaringan lrayek sebesar 70'/0, sehingga 

masih bise llleiayani kebutuhan akan angkutan IIID!UD tanpa barus 

menamhahjumlah lrendaraan 

2. KondiJd. jalan dan jembatan di Knta Tegal dalam lroadisi baik di atas 

85% sepanjang 152.349 km dan rusak berat 0%, yang lainnya dalam 

lroadisi rusak sedang dan msak, sehingga memperlanear pergerakan 

kendaraandalam kola 

3. Ienis lrendaraan Udak bermesin seperti sepeda, masih ll!<lliadi anglo­

penunjang ulama bagi masyarakal dalam mo!aksaoalam aklivitas sebari­

bari. 

Disampiog itu llebempe responden yang menyebu!kan tidek sebliu 
atau kmang temadap pemyataan lrualltas pelayanan uoglottan umum, 

bebempaalasan yung mendasarinya yaitu: 

I. Belum adanya jalur khusus untuk sepeda dan becak padahal jenis 

lrendaraan masih meJ!iadi penunjang ulama bagi aklivitas masyarakal di 

Knta Tegal. hal menyebahkan bampir di seluruh ruas jalan kendaraan 

bermotor ben:ampur dengan kendaraan tidak bermotor , sehingga 

mempengOIUhi kecepatan kendaraan an~ umum dan betpengaruh 

temadap penyebab kemautan pada tuaS jalan tertenlll 

2. Perilaka pengemudi angkutan kota yang memutuskao sendiri kapen 

mereka beropernsi, ke<epal!ln operas!, mengbenDkan dan memarkir 

kendaraan untuk meounggo peouropang. 
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Seca:ra terperinci hal ini akan dijelaskan sebogai berikut : 

a. Faktor Terukur 

D:lri basil pengamatan dan analisis data l>:rbadap faktor terulrur 

ini, basil yang diperoleh adalah cukup baik, namun demikian pcrbaikan 

yang perlu diperhalki adalah pada biaya perjalanan yang masih 

dianggap memberatkan teru1ama bagi para supi.r, kemudian jenis 

kendarann yang terlalu tinggi pilllu masukuya, sehiogga menyulitbn 

beberapa penumpang turun naik, kondiei tempat pelayanan yang herada · 

jauh dipinggir !rota, kondisi halte yang tidak beriimgsi dengan baik dan 

dan jalur tmyek yang juatm mcmperpanjang jarak perjalanan kelobsi 

tenen1u, begitupun dengan kelammgan infcrmasi pelayanan angkutan 

kaJ:ma tempat infOIIIIaSi hanya pada satu tempat • 

Da!i semua indikalor tersebut yang dianggap sangat besar 

kekumng:arulya ada!ab pada inditsmr biaya perjalanan yang dianggap 

masih memberatkan terullma bagi pihak operator .Hal ini disebabkan 

kaJ:ma biaya Rp 2000, dtanggap masih murah, 1idak sebaDding deogan 

biaya operasional dan pend•pallnl benih. Sama seperli di Kola 

Ci.rebou, pendapatao bersih sebari adaloh Rp.IS.OOO, pendapatao yang 

sangat kurang untuk memenuhi kebuluban keluarga sebari-bari. Uoluk 

mengatasi hal ini. Pemerimoh Kota (Pemkot) Kota Tega! perlu selalu 

melibalkan partisipasi semua pihak dalam menenll•kan tarif ongketta11 

. umum. Pemkot juga sebaiknya ~ suhsidi seperli yang 

disanmkan untuk Kota Ci.rebon. Se1ain itu perlu ada pcrbaikan atau. 

peningkatan mutu pmsarana dan sarona tmosportasi. 

Terlaiit deogan masa!oh tinggillya pintu masuk kendarann, 

pemerintah kola sebaiknya meudesain balte-halte deogan 

menyesuaikaunya deogan tinggi pintu anglrutan kola, hal ini sckaligus 

mengoptimalkan 1\mgsi halte. 

b. Faktor Keandalan 

Untuk faktor keandalan, waianpun dalam kriteria baik, masih ada 

responden yang tidak sctuju atau merasa kurang teriladap faktor 

keandalan koalitas pelayanan angkutan wnum tersebut yaitu pada 
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kemudaban perpindaban antar angkuum umum, turun naik kendarnan, 

ketersedian angknllm umum yang disebabkan karena jumlah kandarnan 

yan dioperasikan masih lru!:a!lg terutama yang menuju kelolwi wisala 

di k:awasan Pantai K<>ta Tegal, kurnngnya kepentingan waktu 

perjalanan karena pengemudi angkuum kola memutuskan sendiri 

!recepatan opemsi yang dikaheodakinya, mengbanti.kan dau memark:ir 

kandarnan sementara untuk memmggu penumpang (ngetem), kunmgnya 

rasa nyaman didalam kandarnan akibat suhu udma yang tidak sejuk, 

kunmgnya pembalasan jumlah penumpang oleb pengemudi sebingga 

letkndang penmnpang betdesak-desokkan, belum lagijikn bamng yang 

dibawah pemnnpang cukup banyak. 

Untuk menga1asi bed>agai masalab fuklnr k:aandalan lenlebut di 

!lla3, kbusus untuk perpindahnn antar angkulan umum, dan ketersedian 

anglmton ummn, petuknt pedu menyediabm """""'angkuum laiJi yang 

kbusus beroperasi di antara jalur tnlyek dengan terminal nllm antar 

tmyek, namun be:lbiaya mlllllh mifO!Inya beoak dan pembangunan 

pedestrian bagi pejalan kaki, Sedangkan i<epartingan waktu perjalonan, 

kenyamanan didalam kendarnan dan kepadalan pennmpang , hal ini 

bisa di atasi. dengan memberi pemahaman dan pengertilm kepadn para 

pengemudi -g pentingnya memberikan pelayamm kepadn 

peomm.l""''. k<rngian aln'bot meningkatnya ~ opemsi karena terlalu 

banyak beriiOIIIi ll8Dillll mesin kendarnan dalam keadann hidup, 

pembatasan penumpang yang lidak harus berdasarkan balasan jumlah 

penumpang, dan ongkos perjalanan yang berbeda jika membawa 

bamng. Untuk dna yang temkhir sebaiknya harus melalui kebijabm 

yang ditelapkan oleh pemerin1ah. 

c. Faktor Keresponsilim, Jaminan dan Empali. 

Pada faktor-faktor ini masalah yang dibadapi sama petais 

dengan yang leljadi di Kota Clrebon, terutama pada perilakn 

pengemudi , karena itu penulis merekomendasi mengatasinya sama 

seperti yang diusuikan Wltuk Kota Clrebon. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil pengolahan data dan analisis terbadap data yang 

di> 'ftl!eb, maka kesimpulan dan saran dati basil penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

6.l.KESIMPULAN 

a. Faktor-faktor kebijakan poblik yang terdapat di dalam kebijakan 

transportasi di daetah adalah Ndai Kepedulim (CIJTI!), Nilai Sik.op (Share) 

dan Nilai Keadilao dan~ Umum (/usJice and Fait') 

2. Fakmr-faktor kuali1as pelayanan poblik yang terdapat pada pelayanan 

aoglmtan _llllllllll di daemb. adalah : Berwujud (Tangibles), Keandalan 

(Reliability), Keresponsilim (Respo-), Jaminon (Assurance) dan 

Fmpati (Empoty) 

3. Betclasad<an basil analisis pada bah sebelumnya dipemleb basil sebagai 

berikut: 

a Hasil dati kebijakan ttansportasi 

I) Uli!Uk faktor kepedulian basil yang diperoleh st!a!ah cukup baik 

,namun demikiao m.asih ada terdapat kdrunmgan pada pengguna 

tetbadap faktor ini sepenl pada pemabamao tedwlap isi kehijakan 

yang kuraog dimeogerti 

2) Uli!Uk faktor sikap, basil yang diperoleh di loodua kola adalah eukup 

bail<. tetapi bebempa hal yang m.asih kuraog teru1ama bagi openltor 

· mgk.ujJln umum adalah pada kelronsisbman petugas dalam 

melaksanakan kebijakan dan peogawasan dari pemerintah terbadap 

pelak..,.naan kebijakan 

3) Untuk faktor keadilan dan kepentingan umum, walaupun basil yang 

dlperoleh adalah eukup bail<. namun bagi opemror dan pengguna 

angk.utJln umum hal yang masib diaoggap ku:rang adalah kebijakan 

yang masib bersi&t diskrimiaalif; dan hukuman dan sanksi yang 

diJasa tidak adil, 
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b. Hasil dari kualitas pelayanan onglrutan umum 

1) Untuk faktor terukur basil yang diperoleh adalah cukup bail<, 

bebempa indikator yang dirasa kumng terotama bagj pengguna 

anglrutan umum adaleh kondisi tempat P"layanan yang masih kumng 

bersih, inf011ll8Si pelayanon yang lumya IOTSedia di terminal. dan 

mahalnya bioya pegalanan 

2) Untuk faktor keadalan, basil yang diperoleh cukup bail<, nanmn yang 

dirasa bagj peilgglma yang masih kumng adalab kumngnya 

pengemndi memberi perllalian terbadap kepenlingan waktu penggnna, 

lrerlyamaoon dan lrepadatan di dalam kendaraan, dan 1idak mudah 

melalmi!JI!! peq>iru:lahan an1ar kendaman agnkWm umum 

3) Uatuk faktor ketesonsiiim basil yang <lipemleh bemda dalam blegori 

culrup baik, teiHpi hal ini lehih dlsel>abkan lalrena peniJaian penggllila 

tezhadap perilakn peogemudi yang dianggap culrup menspon masalah 

selama dipegalarum. 

4) Uatuk faktor jaminan basil yang diperoleh adalh cukup bail<, hal 

yang lliiiSih lwnmg ad•lah pada kele:ngkapom surat-surat kendaraan, 

lalrena lliiiSih baoyak kendaman yang di1ahan peQ.1gas lrebka ada 

pemerikaaan di jahm. Kekurangan lainnya adalab pada jaminan 

keaJl!l!nan dan ~ dari kejahatan dan lreoolakaan, lalrena 

peogemudi selalu l!lelllpeleOpll laju kendaman untuk mengejar 

setomn, sehingga lwnmg memperiJalikan rasa aman dari pengguna. 

S) Fnklor empati pada kedua kola memiliki blegori yaog baik, kareoa 

peri1aku peogemudi yaog memang memiliki kultur budaya yang 

sopan, maka bagj penggnna, perllalian pengemudi ter1uu1ap masalab 

dan Jrelahan pengguna cukup baik 

4. Hasil berdasarkan petbedaan kelompok responden 

a. Untuk Jrebijakan transportasi diperoleh di Kola Cirebon, Regolator, 

()pelalor dan pengguna banyak menyatakan 1idak setuju pads 

kebijakan transportasi terutama pads manfuat kebijakan, kemampuan 

pemer:intah, jmgkanan kebijakan dan lidak konsistennya petugas 

dalam meujalankan kebijakan, sedangkan di Kolll Tegal hanya 
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pengguna dan operator yang banyak menyalakan tidak setuju pada 

kebijakan transportasi tetutama pada perlindWlgliil kepentingan umum 

terhadap pelayanan angkutan umum. 

b. Untuk kualitas pelayanan angkutan umwn, dl Kota Cirebon menurut 

Regulator,Operator dan penggana yang berbeda dengan Legislatif 

adalau pada infotmasi pelayanan, biaya peljalanan, kenyamanan dan 

perilaku pengemudi, selain itu pengemudi juga dianggap masih kunl!lg 

trampil dalam mengendarni kendaraan, sedangkan dl Kota Tegal 

pendapat yang sama diberikan oleb pengguna dan operator,Legislalif 

sependapat dengan Regulator 

S. Hasil Pengaruh kebijakan tnmsportasi secam parsial terbadap kualitas 

pelayanan anglrutan umum dapat dlsimpu1lam sebugai berikut : 

· a. Scaua umum di kedna kola kebijal:an berpengarul>.lrnat dan posi1if 

terbadap kualltas pelayanan anglrutan - dan diperldtal:an 

~ baik kebijal:an pemerintah kola kota dibidang traDspol1llsi. 

akan semakin baik pula Jmalitas pelayanan anglrutan umum. 

b. Pengaruh variabel kebljal:an tnmsportasi secam parsial terbadap 

terukur (T<mg/bles) pelayanan di Kota Cirebon, nilai kepedulian 

memiliki pengaroh yang kuat, semen1arll sik.ap, keadilan dan 

kepel'itingan umum memiliki pengaroh yang cukup sipifikan. 

Semalcin bagus lilktor-lilktor kebijakan tersebot, malca diperldnlken 

semakin bagus juga lilktor terukur, sedanglam di Kota Tegal , nilai 

kepedulian, sikap, keadilan dan kepentiugan umum memiliki 

pengaroh yang cukup signitikan Semakin bagus nilai kepedulian, 

sikap , keadilan dan kepentiugan umum make diperldnlken semakin 

bagus juga lilktor wujud lrualitas pelayanan anglrutan umwn, 

c. Untuk pengaroh variabel kebijakan transportasi secam 

parsial,terbadap keaadalan (Reliability) kualitas pelayanan di Kota 

Cirebon, nilai kepedulian ,keadilan dan kepentingam urnmn 

memiliki pengaroh yang wlrup signifikan , semen1arll faktor sikap 

tidak betpengaruh. Semakin bagns nilai kepedulian, keadilan dan 

kepentingan umum make diperkirakan semakin bagus pula faktor 
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keandalan kualims pelayanan angkutan umum, sOOangkan di Kola 

Tegal, nilai kepedulian dan sikap, memiliki pengaruh yang cukup 

signifikan . sementara nilai keadilan dan kepentingan umum memiliki 

pengaruh yang kuat. Semakin bagus nilai kepedulian, sikap, keadilan 

dan kepentingan IBDIBD maka diperldrakan semakin bagus pula faktor 

keandalan kualims pelayanan angkutan umum, 

d. Untuk pengaruh variabel kebijakan tnmspormsi secara pan;ial, 

terbndap keresposifan (Re<Ponsiveness) pelayanan di Kola Cirebnn, 

nilai kepedulian ,kendilan dan kepentingam umum memiliki pengaruh 

yang cukup signifilam sernentara faktor sikap tidak belpengnruh. 

Semakin bagus nilai kepeduliaD, keadilan dan kepentingan mnmn 

maka diperldrakan semakin bagus pula faktor keresponsiian dari 

kualila! pelayanan angkubm mnum, oedangkan di Kota Tegal, nilai 

kf,pe<lnlian ,kendilan dan kepentingam mnmn memiliki pengaruh 

yang culrup signifikan sementam faktor sikap tidak belpengnruh. 

Semakin bagus nilai kepedulian, keadilan dan lep<ollingnn mnmn 

maka diperldrakan semakin bagus pula faktor keresponsifim. 

Terbadap jaminan (Assruance) pelayamm, nilai sikap dan keadilan 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan sementara faktor 

kepedulian tidak belpengnruh. Semakin bagus nilai sikap, keadilan 

dan kepentingan mnmn maka diperldrakan semakin bagus pula faktor 

jaminan dari kualitas pelayanan anglmtan mnum, 

e. Untuk pengaruh variabel kebijakan tnmsportasi secara pan;ial, 

terbndap jaminan (AsswtmCe) pelayanan, nilai sikap ,keadilan dan 

kepentingam mnum memiliki pengaruh yang cukup signifikan 

sementara faktor kepedulian tidak belpengnruh. Semakin bagus nilai 

sikap, keadilan dan kepentingan ummn maka diperkirakan semakin 

bagus pula faktor jaminan dari kualims pelayanan angkutan mnum, 

f. Dan terakhir, nilai sikap ,keadilan dan kepentingam IBDmn dari 

kebijakan tnmspormsi di Kola Cirebon dan Kola Tegal tidak 

memiliki pengaruh terhadap faktor empati (empaty) dari kualims 

pelayanan anglrutan umum. 
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6.2.8~-S~ 

!. Karena secara umum ada pengaruh yang cukup signifikan dati 

kebijakan l!llllSpOrtasi terlladap kualitlls pelayW!JIJI anglortan umum di 

Kota Citebon dan Kota Tegal, maka perlu dijalankan secara optimal 

dan baik. seperti kekonsistenan dalarn menjalankan kebijalaw, 

sosialisasi kebijakao secam rutin dan non fonnal, pengawasan yang 

terus menerus dan ketal, dan perlunya pemberian pengbargaan allis 

kerja pemgas yang dinilai melaksanokan kebijakan dengan bail<. 

2. Untuk pmsedur dan mekanisme penyusunan kebijakan , pemerintah 

kota harus meningbtksn pei3Il soda maayamkat yang tedrena dampak 

dati kebijakan tmebut. Partisipesi dati berbagai pibak dsla perumusan, 

pel•kssna!lll dae pengnwasan al:an IM!l!ber.kan lliSil tanggung jawab 

yang saDllidalam melaksanalam kebijakao 

3. Untuk peninglartan lrualitlls pelayaaan anglmtan, pemerintab kota perlu 

seoantiasa memberi pemabaman kepada pengemudi dan pelll!ll1llla 

anglortan umum melalui berbagai pelatihan, seminar, 1erutama tenllmg 

pentingnya peninglartan pelayaaan yang bedrualitas. Untuk mendukung 

hid tersebut, pemerintab perln memberibn bantnan keringanan biaya 

pembelian sulru cadang kendaraan bagi operatnr anglortan umum. 

4. Karena kendaraan tidak bennotor masih sangat penting bagi pergemkan 

masyarakat, maka pemerintab kota perlu membuat kebijakan khusus 

tenllmg jenis kendaraan ini, bailr. dengan membuat jalur khusus, 

pembatasan kendaraan bermotor dan membangun pedestrian yang 

nyaman 1erutama pada daemh yang pusal ketamaian dan kebudayaan. 

5. Untuk kedqlan beberapa peratw:an harus segera dirubab UIJtUk 

menyesuaikan dengan pet'Jbahan allis Undang-nndang Lalu lintas 

angkotan jalan yang baru, Undang-undang tentang pelayaaan publik., 

Undang -undaeg tentang pajak dan retribusi dan Undang-undang 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Untvertdtas Indonesia 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



135 

DAFTARPUSTAKA 

Buku Teks!Bahu Kllllah : 
Dr:s.Ridwan, MBA. Me/ode dan Teknil< Menyusun Tesis, Penerbit Alfubeta Bandung 

. (2004.) 

Dr:s.Ridwan,M.B.A,. ska/a pengulauan variabel-variabel penelitian alfubelta 
Bandlllll! (2002) 

Dunn, William N .• Pengantar ana/isis Kebijakan Publik, edisi ke 2 Gajah Mada 
University Presa. Yokyakarta,(1981) 

Jacbrizal Slllllllbrala"Kebi}akan lransportasi perkotaan"bahan kuliah Tmnsportasi , 
Fakullall Telrnik, Ul, (2008) 

Milo. Fidel, J'ertm.eanQfDt Transport as~ Penerbit Erlangga Jakarta,(2005) 

Prijana dan Sedemendison, "Metode Sampling Terapan "Hmnouiora, BeudllDg ,2005 

l!.idwan, Dast:D"-dasar statistibJ, a1a18beta Ilandung. (20113) 

Sambas Ali Muhidin.SPd.M.Si. Analisa Kmekzst Regresi dan Jalur DaJam 
PeneiUian. Cv .Pusta1m Selia, Bandung. Tabun (2007). 

Singarlmbun, Masri dan Soeyan effimdi, nretode Pene/Uion Survey, LP3ES, 
Jablral.(l989) 

Sugiyono, PalieyResearch,GajahMada, Yokyakarta,(l994) 

Subarto, EW,Pembangun<111, Kebijakan ScsiaJ dan Pe/rajaan Scsial: Speklrum 
Pemikiran, Bandtmg,( 1997) 

Tamin, Ot;ar Z, Perent:0111JfZ11, Pemodelan dan r~ Transportasi" Penerbit ITB, 
Bandung.(2008) 

Tangkilisan, Hessel Nogi S, lmp/lfiTI01IIasi Keb!iakan Publik, Ln\anan offset dun 
Yayasm Pemboharnan Administtasi publik lDdonesia (YPAPI), Yokyakarta, 
(2003) 

Wmamo, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Penerbit Media Pressindo, 
Yolcyakarta(2002) 

Yamit, Zulian.. Manqjemen .IUu:Ilitas, Ekonsia, Yokyakarta, (2004) 

Zei!haml, Valeria, A. Parasuraman, A. and I..oonard L. Berty, Delivering Quality 
Service : Ba1J:mcing Customer Perception tmd Expection, lhe Free Press, A 
Division ofMatmillan,lnc. New York. USA .(1990) 

umver.sttas Indonesia 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



136 

Tesis I Dlsel1asi/Semirun-/Iaporan 
A.miJ:uddin " Kirrerja Pe/ayanan Publik Oleh Birokrasi" Laporan 

Penelitian,IJHAMKA , (2007) 

Fenry Sinumt, Pengaruh Implementasi Kebijalwn Terhad<Jp Kualitas Pelayanan 
Pencrbitrm Sural Keputusan Otorisasl (SKO) Pads Biro h!uangan Prov. DKI 
Jakarta Tesis Fisip,UI. (2004) 

Hoesein "Kebijabm Otononi daerah" "'ll.inar Otda Pemda Cirebon ,(2003) 
Rahmat Salam • Klmtrja Birokrasi Doerah dolam Pe/ayanan Masyarakat. Disertasi 

Fisip,UI.(2003) 

Ricky Moh. Hanafie ,Pengaruh Kebijabm reformasi Peiaytman dan Aplikasl syslem 
EDI terhad<Jp kuaiitas Pelayanan Kepabenan Pada Kanlor Pelayanan Bea t!an 
Cukai Tlpe A KJmsus Tanjung Prink I. Tesis F'JSip Ul.(2003) 

Syafruddin, Strmegl Perusahaim Tromportasl Darat meningkmkan Kllalilas 
Pelayantm /Jus Kota, Te:;is Falrultas l!loonomi UL (2002) 

Wtlbyu Satrio utooro. Falrtor-fabor yang mempengarubi otonomi Dise<tor 
trat1S[H11'tosi. Tesis Fakullas Dmu Sosial dan Politik, Ul ,(2000) 

.ltmUOI: 
Astrid Jamb a, Jolm L. Cmi8 a, Gavin Flliher, Tromport C1MIIlllt1lym: a case strJdy 

af the total C1JSIS of prlvale and public transporl in Aucldand Joumal e n v i 
mlllllllllalocience & pol ioy 9 ( 2 0 0 6) 5 5-6 6. 

Gabriela lleim" o~ J.A. Sarsfield Cabml Undersumding a1tiludes ti1W<ll'ds public 
transport and prillllle C/11': A I{IJQliJative strJdy T"""''''It Policy 14 478-4119, 
2007 

M. Halzopoulou~ EJ. Miller, liiSiilldional illlegratlonfor sustainable transportation 
po/i<;yinOmada Transport Pollcy]13 (2006) 185- 201), 

M. Sobail •, D.A.C. Maunder, S. Cavil , liiffective regulofion for sustainable public 
trtin.pon in developing cOillllriesT"""''''It Policy 13 177-190,2006 

Mod< Watdman, Public transport values of time T"""''''It Policy 11 (2004) 363-
377(2004) 

Neil Paulley a, Richard Balcombo a, Roger Maokett 'Ihe demand for public 
transport: 'Ihe effects of fares, quality of service, income and car ownership 
.Transport Policy 13 (2006) 295-306,2006 

Norman Fl}'n" Problem public Service & Goverment " Jumal TllUiport Policy 
Voi.IV Thn.2000 

Quade, B.S., Analysis for Public Deci.sions, New York: Joumal Transport policy Vol. 
XIV Elsevier Science , 1992 

Univ_,raitas Indonesia 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



Undang-Uodang Dan Peralorao Pemeriotah 
UU. No. 32 Tahun 2004 /en/ang Pemeritahan Daerah 

Uudang-Undang no. 14 Tahun 1992 /en/ang Lalulintas dan angk!Jian Jalan 
Raya.dan perubahaonya pads. UU no. 22 tahun 2009 . 

PP NoJ8 Tenta.ng Pemhagian Wewenang Pemerintah Pusat Dan Daerah 

PPNo. 41 Tahun 1993 tentang Angla.rtanJa/an 

PPNo. 44 Tahun 1993 tentangKemlaraandanPengemudi 

137 

Kepmen Perlwbungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Pe11Jlll/ei,ggwaan Anglrutan 

Orang di Jalan dengan K.endAraan Umum 

Perda Kola Cin:bon No. 7 Tahun 2001 Tentang Pe:ngrdian lrendaraan borrMtor dan 
Perda kota Cirebon No. 1 6Tohun 2002 Tentang Perubohanya 

PerdaKolaCirebonNo.13 Tahun2001 TentangPe/ayanan Terminal Pelllllnp(mg 

Perda Kola Cin:bon Nomor I tahun 2001 Tentang flln penyeknggartum t<tmpat 
parkir wmon Dlluar badanjalan PeratuFan daeroh kota cirebon no. 2 tohun 
2008 Ten~<~>og Ptriil- DlbodanJaian 

Perda Kola Teglll No. 10 Tahun 2001 TenlangRetrlbusi Terminal 

Perda Kola Teglll No. 13 Tahun 2001 Tentang Relrlbusi Pe:ngrdian K'lmdaralm 
Bermotar 

Perda Kola Teglll No. 14 Thn 2001 Tentang Reirihusi Izin Thl)d Dan Izin Operasi 
Anglrutan Umrun 

Perda Kota Tegal No. 15 Thn 2001 Ttmttmg PerlengfuqHur. Jaltm 

Wehoite 
www:depo!•gri.slm 

-~ 
www.lro!a!e£1l!.mm, 

www.lrolaclrebon.com 
. 'd. WWW.tl1.8C.1 

Univol!lltu Indonesia 

Pengaruh Kebijakan..., Santospriadi, FT UI, 2009



§' 
:c· 
~ 

~ 
~ 
g 
II 
10 

Kubloner 1 : PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAB DAERAH DIBIDANG PEIUitiBUNGANTERHADAP KUALITASPELA.YANAN ANGKVTAN 1JMVM 

1. Karaktuiaclk Re:~pondcn Noo 
a. Umur : n--.tabun 
b. Jenll ktlamln : lakifpercmpuan (coree )'BDI tl~ ptrla) 
c. Jababla • n_n _____ nOon--

2. Dlbawab lnl adalab beberapa Penturaa daenb (Perda) Kobl Clnboa daD pei'D)'IItaaD katana Flklor-faktur kcbJ,JilkaD yaa1 tenlap1t dFtlam Perda tenebut. Bapak I Ibul Sdr (I) Dlmlnta 
untuk MELINGKARI Faktor-faklor kebljakaa tenebutJIKA SETVJU faldur-f'aktor kebljalwa tenebut terdap1t pada Pcrda YBDI dlmakaud 

No Peratunm Daerah 

Tentaag Pelayanaa 
Tennlnal Penumpang 

no. 2 tahun 2008 
Penyclcnggaraan I 2. 
tcmpal parldr umum 

Nllal Kcpcdullaa (Ow) 

aagkutsn umum 
Mudah Dfpebamj oleh petugas dan pcmillk 

""'""""" Mcmbcrlkan Koustrlbusl pada Pendapal:an 

..,... .. 
oleh petugas dan 

dalmn --] ......... 
kcamBJ1m dan lccsclamamn secara 

M....,tur~ 
da!am mem.bcrlkan pel11)'811BD 
pcp8B'maan tcrm1aal 

--
~· Kcpcntingan umum terhadap pclayanan 

"""'' 
umwn terhadap pci&YBnllll 

..uoksi 

umwn dalam peggunaan 

tcrbaW dalllJil koLII 
mcngunakan 

r 
~ 
~· 
~ -
! 
g: 
~· 
~-
~ -
-w .. 
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3. Dlbawah lui adalab btberapa Peraturaa daenr.h (Perda) Kotli Clrebon dan pcm)'lltuD tentang faldor-t:aldor Pell)uan aaglwtaa umum yang terkalt denngan perda tab.Bapak /lbul Sdr 

(I) Dim Iota untukMELINGKARI Faklor-fllktor pcla)'IIDID angkul:aQ umum ttnebutJJKA SE11JJU faktor-fllklor tencbut terkaltpada l'crda yang dlmakaud 

No Pcraturan Dllenb Berwujud (l'anglbla KundabiD (RtJ/JIIJJ#y ?:!:O~•nae:,~ 
, ...... Empatl 

utveaa (JbsuranuJ !EmDbalhy) 
Kotli Clrebon I 2 3 4 ' I -D"""' I. Te.dspol""'pal S. KetcrsodJaan angkubm umum • C<pal 9. Pcmlllkan izin 

Kotmnadya Dacrab pelayanon 6. "-waklu - mengcmudi 
Tlnglcat ll Circbon No. 13 2. Blaya-<II- 7. Pcrplndohan iiDIBr augkutan 10. Kcmampuan 
Tahun 1998 olch pemlllk angku!an umum dan ketrampilan 
Tentng RerlbuJIIzln umwn 
Tnyek 3. Trayck tmcdla Haltc 

dan Terminal 
4. lnfomwl oclavanan 

2 Pc:raturan Dacrah Kota I. Tcrdapal tcmpBI 5. Keeyamammlabadap..Ou 8. c.pa< 9. Penaillklm izin 
Circbon No.7 Tahun .... ,...,.., 6. Kelallom IImas! ~knlk - mcngemudl 
2001 2. Fasili!as Pemlalan uji kcndaroon""""' lalkjalan 10. Kemampuan & 
Tentng Pengujlan - 7. MasapemllkB.Ian kcndaraan ' kclmmpllan 
kendar .. n ber:m.olor 3. Biaya tarifpengqjlan It, J<eemonan & _ .. ..,., Kcsolamatan 

4. T I '''"'Ua 
3 Pc:raturan Daerah Kola I. Lokasi tennlnal tersedla !1. Kctcrscdlaao gpman um.um 9. C<pal 10. PomllJkan izln 13. Pclfl)'i!IWl 

Cirebon No. 13 TahWI 2. FasWm.s utama dan 6. "-waklu - -udl olchsuplr 
2001 ,., ...... - 7. PerplndahmlldlarangJnrtan II, Kc:mampuan ongkulan 
Tenbng Pelayau11 3. Blaya..orlbud"""""" umcm daD kctrampUan umumlebih 
TermiDal Penumpang 

_ .. _ 
B. Mudab tunm. naik kc:adanum 12. Kcama11an Dan dominan 

4. lnformosl P;;.,alanao 9. dldalamkaldanom Kcaelamllian 
4 Perda Kota Cirebon No.I I. T...,.. pari<U ......Ua 3. Mudebturunnalkkende:raan 4. C<pal '· Kmnanan Den 

Thn 2001 Tentng JJin 2. Blayapari<U- ....... Keoolamalan 
pcnyeleDggaraan tempat dibayar 
parldr umum 
Dl bad an Jalan dan luar 
badan jalan dl kota 
Clrebon 

-"' "' 
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Lampirao 2 Cootob Kuisioner ke -2 

Kui>ionerl: PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAII DIDIDANG 
PERBUBUNGANTERIIADAPKUALITASPELAYANAN ANGKIJTANUMIJM 

NO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

3. PETUNJUK PENGISIAN KUISONER 
a. Kepada Bapakllbu dimolmn kesed"""'-"' untuk menjawab seluruh pettary.um dibawah ini 
b. ll<:rilah tanda oonJreng (-./) pada kolom yang tersedia, sosuai keadaan yang sebenamya 
c. Ada lima altematif jawaban untuk meqjawab setiap pertanyaan 

5 • S!lngat Setuju 
4•Setuju 
3 = 1lag\Hllgu 
2 ~ Tidak Setuju 
I = Sangat Tidak Sengu 

4. KARAICI"EIIIl!TRESPONDEN· 
a. Umur 

b. Jenis kolamln 
c.~aan 

: lakilpe:1111lp1>81l(cm:t yacgtidak perlu) ; __ _ 
5. !lip'••• Peailalo Bopokllbu/Sdr(l) t<nlldop Kelftt1!ou :yUg terdllpol pada kebljakaa 

Pemdadl 

Item~ Voriob<l. Allemad1J .... boD 

Kdlljaba TroarporluiPemeriatakDaentlo 
5 4 3 2 I 

A. Nllollr.epe<tollu (<tiN) 

Kebijokml nansporiiiSi memberi !!IRidi!st bag! peogeo!alian pelayanan 
5 4 3 2 I 

1llllUIIl 

Kebijokml tnlnspoolssi member! koostribusi lerbadap PAD dan ddak 
membebaui IIIOS)'II!1Il<a dalam mendapa1kal> pelayanan ll1lj!lrutan 5 4 ~ 2 I 
umum 
Kebijokml bansporiiiSi mudah dipahami balk oleb aparatur, pengemudi 

5 4 3 2 I an umum 
. B. NlloiSibp (S/uwj 

tnlnspoolssi dapal dll-hn secara Jron.isten balk bag! 
5 4 3 2 I udi umum 

Kebijokml bansporiiiSi dapot mengulrur kemampuan Pemerintah dalam 
Pengawasan, l'engendalian, dan l'et1ingkatan Mutu pelayanan 5 4 3 2 l 

umum 
C. N"dal KadUaa (Ju.<tla) dim 
Nilai a Umu.;;'c:F./n 

Ketentuao Pclayanan dalam Kebijokmll!:lln$p0rtasi tidak 5 4 3 2 I membedabkan dan tidak-dlskrimii1atif 
K......,..lu"•naan dan iOIDksi teahadap pelangga!an didalam 
kebiiokml :i claoal membetikan msa keudllan 5 4 3 2 I 

Kebij~=~i dapal rn~ pelayanan ll1lj!lrutan umum 
I van.: men u kcseturult wil leota 5 4 3 2 I 

Kebijokml tmnsportasi dapal rnembetikan perlindungan teriladap 
keoeTitinl!an wnum da1am an umum 5 4 3 2 I 
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6. Bagaimau Pea.ilaiu Bapak llbu/Sdr(l) tecbadap I{Qalitas Pelayauo Angkutan Umam 

Item Perya\aao Variabel 
Kuanw Pelavauo aoe:ku.ta.D um:um 

No A.Berwujvd (Tmrglb/<s) 

I Tersedia Kondisi tempo! pengujian dan pembayaran retribusi 
5 4 3 2 I 

""""miang 
. 

ayananao mnum 
l Jenls Kendluaan mempermudah bagi pelayanan a.ngkutan mnmn s 4 3 2 l didall!lllkota 
3 Kondisi terminal yang bersih dan nyaman memberikan kemudahan 5 4 3 2 l 

! oel1 uruum 
4 Lokasi dan kead!um Halte cukup terawat, sebinggs menunjang 

I oel1 Bllil!5!1fan wnum 5 4 3 2 I 

5 ICondisi jaringon bayek, mempemudah memperoleb pelayanan 
5 4 3 2 I umum 

6 Jhlormasi pelayanan a.ngkutan umum tersedia, dan mudah diperoleb s 4 3 2 I 
7 Bieya P<liahwn a.ngkutan wnum tidak !nemberatlam balk bagi 

5 4 3 2 I J!!!!!gel!ludi, pemilik maupun - ......... 
·u.~-~) 

8 Felayaoan Angkut.an umum selolu ~sctiap had dan mudah 
5 4 3 2 I 

9 J'.llayanan a.ngkutan UIDllln ~ ketepotan waklu P":iaiSilBil 5 4 3 2 l 

lO Keudaraan a.ngkutan umum yang berope&asi -asa tertip dan 5 4 3 2 I -II l'erpi1ldabanpelayaoanon10ronglollanumummudahdilaknkonoleb 
5 4 3 2 l 

12 Turun naik dari l:endanlarJ a.ngkutan mnum mudah dilaloi •• oleb 5 4 3 

13 Suhu didall!lll- onglomm umum oukup memberikan ..... 5 4 3 2 I 

14 Jumlah-gdidall!lllkmdaraan,...mjasa sesuaidengsnbatas 
5 4 3 2 I. I iundah - mnmn 

C.Kft-MI&a~) 

15 Fengemudl ,...mjasacepot tsnggap teriwlap masalahyang r..judl 
5 4 3 2 I selama oerialanankmdaraan 

A.Jo-~) 

16 Fengemudl a.ngkutan ummn udah mentiliki sural i:zin .._udl dan 

sumtkelengkvpan -lainnya 5 4 3 2 1 

17 Pengemudl a.ngkutan wnwn mampu dan trampil dall!lll menjalanlam 
5 4 3 2 I -13 Fengguna angkulan umum - merasa oman dari kecelakaan dan 5 4 3 2 I aksi kejahat.an ketike bemda didall!lll-

B. Empati (Emp/rathy) 

19 Fengemudl =antiasalll<lllbarikon petbotian kbusus atas masolob 
5 4 3 2 I atau keluhan venumoan• selama oeriolanan 
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Lampiran 4 contoh Hssil analisa Non Parametrik 

I. Perbedaan kelompok terhadap kebijakan transportasi di Kota Cirebon Dengan uji 
N sampel bebas KruskaJ..Wallis Test 

6.19 
12.31 

2. Hubungan anima Vari.obel untuk Kola Cirebcn dengan Uji Korelasi Non 

~· Korelasi Spearmen 

.... -N 
Pa.AYANMI CoodationCaetldetlt 

Sig.(2-
N 

3. Hubungan pwsialantara faktor kebijakan dengan kualitas pelayanan 

sn<AP 
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